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PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang terhormat,

INOVASI: Jurnal Politik dan kebijakan kembali hadir melalui volume ke 20 edisi Mei
2023, dan masih dalam suasana bulan kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah. Segenap
Redaksi Jurnal INOVASI mengucapkan:

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H, mohon maaf lahir dan batin”

Terbitan kali ini menjadi berbeda, ditandai dengan berubahnya nomenklatur penerbit
jurnal INOVASI. Seiring dengan semangat reformasi birokrasi yang diwujudkan melalui
peningkatan efektivitas dan efisiensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,
mulai tahun 2023 pengelolaan Jurnal INOVASI dilakukan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) yang merupakan
penggabungan dua instansi sebelumnya yaitu Bappeda dan Balitbang. Meski demikian,
perampingan organisasi tidak menghilangkan tugas dan fungsi sebelumnya. Namun,
semakin memperkaya khasanah bagi ASN yang menjadi bagian dari organisasi
Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara.

Edisi Mei 2023 kali ini diawali dengan artikel bertema kontrasepsi di Sumatera Utara,
dilanjutkan dengan artikel yang menganalisis kompetensi aparatur dalam perencanaan
dan penganggaran yang responsif gender di Sumatera Utara. Artikel tentang studi
kebijakan unit usaha syariah serta artikel kajian kesiapan pemerintah Kabupaten Batang
dalam menghadapi proyek strategis nasional, turut mengisi terbitan kali ini. Dua artikel
terakhir yang menutup terbitan kali ini adalah tentang analisis pengembangan energi
terbarukan serta kebijakan hukum terkait perlindungan tenaga kerja.

Semoga artikel yang tersaji pada edisi kali ini membuka cakrawala keilmuan serta
mendorong semangat untuk senantiasa berkontribusi untuk kemajuan bangsa.

Terima kasih dan selamat membaca.

-Dewan Redaksi-
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DDC 613.9
Putra Apriadi Siregar, Nurhayati, Desty Adinda, Muhammad
Ancha Sitorus, Evalina Franciska Hutasoit, Robani Catursaptani

Analisis kejadian putus pakai kontrasepsi di Provinsi Sumatera
Utara

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20, No. 1,
halaman 1-8

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor
yang berhubungan dengan kejadian putus pakai kontrasepsi di
Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data
sekunder SDKI tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara. Analisis
data penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021- Maret
2021. Jumlah sampel sebanyak 945 Wanita Usia Subur (WUS)
usia 15-49 tahun yang pernah menggunakan alat/metode
kontrasepsi Moderen, analisis data menggunakan uji chi
square dan prevalent ratio (PR). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa sebanyak 238 wanita usia subur (25.8%)
mengalami kejadian putus pakai kontrasepsi. Hasil analisis uji
chi square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
ingin anak lagi (p<0.001) dan efek samping metode
kontrasepsi (p<0.001) dengan kejadian putus pakai
kontrasepsi. Sementara itu, tidak terdapat hubungan antara
persetujuan suami mengenai alat kontrasepsi(p=0.578), dan
peran pemberi pelayanan Kkontrasepsi (p=0.55) dengan
kejadian putus pakai KB WUS. Wanita Usia Subur yang ingin
memiliki anak lagi memiliki risiko 1.764 kali mengalami
kejadian putus pakai kontrasepsi dibandingkan WUS yang
tidak ingin anak lagi. BKKBN Provinsi Sumatera Utara harus
lebih intensif untuk memberikan sosialisasi tentang jumlah
anak ideal sebanyak 2 orang sehingga Wanita Usia Subur tidak
memiliki keinginan mempunyai anak lagi untuk mencegah
terjadinya putus pakai KB di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: kontrasepsi, putus pakai KB, wanita usia subur

penyusunan rancangan Klinik Konsultasi PPRG guna
peningkatan kompetensi SDM perencana dalam rangka
meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam
pembangunan daerah Sumatera Utara. Dari penelitian ini
ditemukan bahwa realisasi PPRG dalam program/kegiatan
pembangunan daerah Sumatera Utara masih rendah dan tidak
mencapai target. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen
pimpinan OPD dan Sekretaiat PPRG Daerah serta masih
rendahnya kompetensi (pengetahuan dan
ketrampilan/kemampuan) SDM Perencana di OPD mengenai
Teknik GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender
Budget Statement) sebagai alat analisis PPRG. Untuk
meningkatkan kompetensi SDM perencana tersebut, perlu
dioperasikan Klinik Konsultasi PPRG yang dapat melakukan
konsultasi setiap hari, dengan tugas/kegiatan: memberikan
pengetahuan dan Kketrampilan mengenai GAP dan GBS,
sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas pengisian form
GAP dan GBS program/kegiatan pembangunan.

Kata kunci: penganggaran responsif gender, Gender Analysis
Pathway, Gender Budget Statement, program pembangunan,
kompetensi

DDC 658.154
R. Sabrina

Analisis Kompetensi Aparatur Dalam Perencanaan dan
Penganggaran Yang Responsif Gender di Sumatera Utara

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20, No. 1,
halaman 9 - 18

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi SDM
(Sumber Daya Manusia) Perencana dalam menerapkan PPRG
pada program/kegiatan pembangunan daerah Sumatera Utara.
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data
primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui
kuesioner dan wawancara terbatas terhadap kepala OPD
(Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Sumatera Utara. Data
sekunder diperoleh dari dokumen dan referensi yang relevan.
Data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh kondisi
dan permasalahan aktual, kemudian dijadikan dasar

DDC 297.273
Saparuddin Siregar, Rizal Fahlevi, Asmuni Tarmuni, Hilyati
Inayah

Spin off atau konversi syariah?: Studi Kebijakan Kewajiban Spin
Off Unit Usaha Syariah di Indonesia

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20 No. 1,
halaman 19 - 31

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor penentu
keputusan memilih spin off atau konversi dari sisi nasabah
bank. Penelitian ini menggunakan analisis SEM PLS dengan
mengambil kasus PT. Bank SUMUT yang menghadapi pilihan
untuk melakukan spin off atau konversi. Sampel penelitian
sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang nasabah diperoleh
secara purposif dengan penyebaran angket ke seluruh kantor
cabang PT. Bank SUMUT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variabel kompetensi dan teknologi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan nasabah memilih spin off atau
konversi, sedangkan variabel promosi tidak berpengaruh
terhadap keputusan nasabah memilih layanan bank syariah.
Variabel religiusitas terbukti berpengaruh positif memoderasi
keputusan nasabah memilih layanan Bank syariah. Akan tetapi
variabel religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh
kompetensi maupun tekhnologi terhadap keputusan memilih
layanan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila
nasabah telah merasa nyaman dengan kompetensi karyawan
dan kualitas teknologi bank, maka keputusan nasabah memilih
layanan syariah menjadi rasional tanpa perlu mendapat
penguatan dari religiusitas. Penelitian ini berimplikasi
merekomendasikan agar pemegang saham PT. Bank SUMUT
yang memiliki Unit Usaha Syariah mengambil kebijakan
memilih untuk melakukan konversi daripada spin off.




Kata kunci: kompetensi, konversi, religiusitas, spin off,
teknologi

DDC 352.3
Satya Budi Nugraha, Ananto Aji, dan Husna Fauzia

Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Dalam
Menghadapi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri
Terpadu (KIT) Batang

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20, No. 1,
halaman 33 - 40

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam aspek kebijakan,
kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana dalam
menghadapi PSN Kawasan Industri Terpadu Batang.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur
dan wawancara. Selanjutnya data dan informasi yang
diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif dan analisis
skoring. Kriteria Kkesiapan daerah dinilai berdasarkan
perhitungan skor dengan kategori tidak siap, cukup siap, siap,
dan sangat siap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Batang termasuk
dalam kategori sangat siap untuk menyambut PSN KIT
Batang. Kebijakan pada level daerah menunjukkan respon
yang baik dan cepat dari Pemda terhadap kebijakan nasional.

Kata kunci: kesiapan daerah, proyek strategis nasional,
kawasan industri, Batang

DDC 333.7
Adhityo Nugraha Barsei dan Joko Sabtohadi

Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Energi
Terbarukan: Studi Kasus PLTS Desa Muara Enggelam

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20, No. 1,
halaman 41 - 54

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis peran stakeholders serta faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam pengelolaan PLTS
Komunal di Desa Muara Enggelam, Kabupaten Kutai
Kartanegara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui
wawancara mendalam secara online, dokumentasi, dan studi
literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis
data menggunakan bantuan aplikasi ATLAS.ti dengan
berpedoman pada teori mengenai peran stakeholders. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat Kketerlibatan
stakeholders dari pemerintah pusat, pemerintah daerah,
pemerintah desa, masyarakat, swasta, dan akademisi.
Stakeholders memiliki peran strategis sebagai policy creator,
koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.
Komunikasi, komitmen bersama, dukungan regulasi,
keterlibatan BUMDes, monitoring dan evaluasi, serta
tingginya partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor
pendukung pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal,
sementara kondisi geografis, keterbatasan anggaran dan SDM,
dan praktek pencurian daya menjadi faktor-faktor
penghambat dalam pengelolaan PLTS Komunal. Penelitian ini
dapat menjadi masukan dan strategi bagi pemerintah daerah
lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan energi
terbarukan yang berkelanjutan.

Kata Kkunci: inovasi, energi terbarukan, PLTS komunal,
pemangku kepentingan

Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Yang
Mengalami Kecelakaan Kerja

INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2023, Vol 20, No. 1,
halaman 55 - 61

Penelitian ini membahas tentang kebijakan hukum
perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami
kecelakaan kerja untuk mengetahui perlindungan hukum dan
faktor yang mencegah kecelakaan kerja bagi tenaga Kkerja.
Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum
normatif. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber
data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbaharui pada
Undang-Undang No 11 tahun 2020. Analisis bahan hukum
dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent
analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan
materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail
guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.
Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai
dengan  kebijakan  ketenagakerjaan  adalah  untuk
meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan
berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial,
perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan
kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja. Kecelakaan
kerja termasuk resiko dari pekerjaan berbagai risiko yang
harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan
pekerjaannya.

Kata kunci: kebijakan hukum, tenaga Kerja, perlindungan
tenaga kerja

DDC 344.0101
Surya Perdana
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DDC
Putra Apriadi Siregar, Nurhayati, Desty Adinda, Muhammad
Ancha Sitorus, Evalina Franciska Hutasoit, Robani Catursaptani

Analysis of contraception drop out in North Sumatra

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1,
p.1-8

This study aims to determine the factors related to contraceptive
drop outs in North Sumatra Province. This study used IDHS
secondary data from 2017 of North Sumatra Province. The
number of samples is 945 women of childbearing age (15-49
years) who have used modern contraception devices/methods,
data analysis was performed using chi-square test and prevalent
ratio (PR). The results of this study indicated that as many as
238 women of childbearing age (25.8%) experienced the
incidence of dropping out of contraceptive use. The results of chi-
square test analysis showed a significant relationship between
wanting more children (p<0.001) and side effects of
contraceptive methods (p<0.001) with the incidence of dropping
out of contraception use. Meanwhile, the husband's agreement
regarding contraceptives (p=0.578) and the role of contraceptive
service providers (p=0.55) show no relationship with the
incidence of dropping out of family planning. Women of
childbearing age who want more children have a 1,764 times
risk of dropping out of contraceptive use compared to women of
childbearing age who do not want additional children. The
National Population and Family Planning Board of North
Sumatra Province must be more intensive in providing
socialization about the ideal number of children, as many as two
people, to prevent women of childbearing age to desire
additional children, and therefore prevent dropping out of
contraceptive use in North Sumatra Province.

Keywords: contraceptive methods, contraception drop out,
women of childbearing age

DDC
R. Sabrina

Appratus competencies analysis in planning and gender
responsive budgeting in North Sumatra

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1,
p.9-18

This research aims to find out the competence of HR planners in
implementing gender responsive planning and budgeting in
North Sumatra regional development programs/activities. This
research used qualitative, and the data used are primary data
and secondary data. Primary data were collected through
questionnaires and limited interviews with employees and head
of department in the Regional Government Organization (RGO)
of North Sumatra Province. Secondary data is obtained from
relevant documents and references. The data were analyzed
descriptively to obtain actual conditions/problems which were

then used as the basis for the preparation of the GRPB Consulting
Clinic design in order to increase the competence of human
resource planners and improving the implementation of gender
mainstreaming in the development of the North Sumatra region.
From this case, it was found that the realization of GRPB in
North Sumatra regional development programs/activities was
still low and did not reach the target. This is due to the lack of
commitment from the RGO leadership and the Regional GRPB
Secretariat and the low competence (knowledge and
skills/ability) of HR Planning in RGO regarding the GAP (Gender
Analysis Pathway) and GBS (Gender Budget Statement)
techniques as GRPB analysis tools. To advance the competence of
the planning human resources, it is necessary to operate a GRPB
Consulting Clinic which can be contacted every day, with the
following tasks/activities: providing consultation on GRPB,
namely knowledge and skills regarding Gender Analysis Pathway
(GAP) and Gender Budget Statement (GBS) techniques, as well as
increasing the quantity and the quality of filling out GAP and
GBS forms for development programs/activities.

Keywords: gender responsive budgeting, gender analysis
pathway, gender budget statement, development programs,
competency

DDC
Saparuddin Siregar, Rizal Fahlevi, Asmuni Tarmuni, Hilyati
Inayah

Spin-off or sharia conversion?: policy studies of spin-off
obligation in sharia business units in Indonesia

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1,
p.19-31

This study aims to examine the determinants of the decision to
choose a spin off or conversion from the bank's customer side.
This study uses SEM PLS analysis by taking the case of PT Bank
SUMUT which is facing the choice to spin off or convert. The
research sample of 83 customers was obtained purposively by
distributing questionnaires to all branch offices of PT bank
SUMUT. The results showed that the competency and technology
variables had a positive and significant effect on the customer's
decision to choose a spin off or conversion, while the promotion
variable had no effect on the customer’s decision to choose
Islamic banking services. The religiosity variable is proven to
have a positive effect on moderating the customer's decision to
choose Islamic bank services. However, the religiosity variable is
not able to moderate the influence of competence and
technology on the decision to choose sharia services. This study
concludes that if customers feel comfortable with the
competence of employees and the quality of bank technology,
then the customer's decision to choose sharia services becomes
rational without the need for reinforcement from religiosity. This
research has the implication of recommending that the
shareholders of PT Bank SUMUT who own UUS make a policy of
choosing to convert rather than spin off.




Keywords: conversion,

technology

competency, religiosity,  spin-off,

DDC
Satya Budi Nugraha, Ananto Aji, dan Husna Fauzia

Study of the readiness of Batang Regency Government in facing
the national strategic project (PSN) of Batang integrated
industrial zone

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1,
p.33-40

This study aims to analyze the readiness of the Regional
Government of Batang Regency in terms of policy, institutional,
financial, facilities, and infrastructure aspects in dealing with
the PSN for the Batang Integrated Industrial Estate. Data was
collected by using literature study and interview methods.
Furthermore, the data and information obtained were analyzed
by descriptive methods and scoring analysis. Regional readiness
criteria are assessed based on the calculation of scores in the
categories of not ready, quite ready, ready, and very ready. The
results showed that the Regional Government (Pemda) of
Batang Regency was included in being very ready to welcome
PSN KIT Batang. Policies at the regional level show a good and
fast response from the local government to national policies.

Keywords: regional readiness, national strategic project,
industrial zone, Batang

This study discusses the legal policy of protecting workers
who experience work accidents to determine legal
protection and factors that prevent work accidents for
workers. The research method used is normative legal
research. In accordance with the type and nature of the
research, the data source used is secondary data consisting
of primary legal material in the form of Law No. 13 of
2003 concerning Manpower as embodied in Law No. 11 of
2020. Analysis of legal material is carried out using the
content analysis method (senten analysis method) which is
carried out by describing the material of legal events or
legal products in detail in order to facilitate interpretation
in the discussion. The research results obtained in this
study are related to legal protection for workers who
experience work accidents and legal protection efforts
contained in the Labor Law. The policies implemented by
the government in accordance with the employment policy
are to improve the welfare of workers/laborers with
various efforts including improving wages, social security,
improving working conditions, in this case to increase the
status and dignity of the workforce.

Keywords: legal policy, labor, labor protection

DDC
Adhityo Nugraha Barsei, Joko Sabtohadi

Stakeholders analysis in renewable energy development: case
study of a solar power plant in Muara Enggelam village

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1,
p. 41 - 54

This study aims to identify and analyze the role of stakeholders
as well as the supporting and inhibiting factors in the
management of photo voltaic mini-grid in Muara Enggelam
Village, Kutai Kartanegara Regency. This research is descriptive
qualitative research by collecting data through in-depth online
interviews, documentation, and literature studies relevant to
the research topic. The data analysis technique uses the help of
the ATLAS.ti application by referring to the theory of the role of
stakeholders. The study results indicate that stakeholders’
involvement came from the central government, local
government, village government, community, private sector,
and academia. Stakeholders have strategic roles as policy
creators, coordinators, facilitators, implementors, and
accelerators. Communication, joint commitment, regulatory
support, village owned enterprises’s involvement, monitoring,
evaluation, and public participation are factors supporting the
development and management of photo voltaic mini-grid, while
geographical conditions, limited budget, lack of human
resources, and the practice of stealing power are inhibiting
factors in photo voltaic mini-grid management. This research
can be a recommendation and strategy for other local
governments to develop and manage sustainable renewable
energy.

Keywords: innovation, renewable energy, Photo voltaic mini-
grid, stakeholders

DDC
Surya Perdana

Legal policy on the protection of workers who have work
accidents

INOVASI: Journal of Politics and Policy, May 2023, Vol 20, No. 1,
p. 55-61
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ABSTRAK

Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi yang memiliki laju pertumbuhan 1.24% pada tahun
2010-2019, laju pertumbuhan ini menjadikan Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu dari lima
provinsi di Indonesia dengan laju pertumbuhan tertinggi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di
Provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh rendahnya penggunaan kontrasepsi (19.06%) dan
tingginya putus pakai kontrasepsi (18.57%). Putus pakai kontrasepsi dipengaruhi oleh berbagai
hal baik eksternal maupun internal dari akseptor pengguna kontrasepsi. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian putus pakai
kontrasepsi di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder SDKI tahun
2017 Provinsi Sumatera Utara. Analisis data penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021-
Maret 2021. Jumlah sampel sebanyak 945 Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun yang pernah
menggunakan alat/metode kontrasepsi Moderen, analisis data menggunakan uji chi square dan
prevalent ratio (PR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 238 wanita usia subur
(25.8%) mengalami kejadian putus pakai kontrasepsi. Hasil analisis uji chi square menunjukkan
bahwa terdapat hubungan antara ingin anak lagi (p<0.001) dan efek samping metode kontrasepsi
(p<0.001) dengan kejadian putus pakai kontrasepsi. Sementara itu, tidak terdapat hubungan
antara persetujuan suami mengenai alat kontrasepsi (p=0.578), dan peran pemberi pelayanan
kontrasepsi (p=0.55) dengan kejadian putus pakai KB WUS. Wanita Usia Subur yang ingin memiliki
anak lagi memiliki risiko 1.764 kali mengalami kejadian putus pakai kontrasepsi dibandingkan WUS
yang tidak ingin anak lagi. BKKBN Provinsi Sumatera Utara harus lebih intensif untuk memberikan
sosialisasi tentang jumlah anak ideal sebanyak 2 orang sehingga Wanita Usia Subur tidak memiliki
keinginan mempunyai anak lagi untuk mencegah terjadinya putus pakai KB di Provinsi Sumatera
Utara.

Kata kunci: kontrasepsi, putus pakai KB, wanita usia subur

ABSTRACT

North Sumatra Province had a growth rate of 1.24% from 2010-2019; this growth rate placed
North Sumatra Province as one of the five provinces with the highest growth rate in Indonesia. The
high rate of population growth in North Sumatra Province occurred due to the low use of birth
control (19.06%) and the high contraceptives discontinuation (18.57%). The drop out of
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contraceptives is influenced by various external and internal factors related to the contraceptive
user. This study aims to determine the factors related to contraceptive drop outs in North Sumatra
Province. This study used IDHS secondary data from 2017 of North Sumatra Province. The number
of samples is 945 women of childbearing age (15-49 years) who have used modern contraception
devices/methods, data analysis was performed using chi-square test and prevalent ratio (PR). The
results of this study indicated that as many as 238 women of childbearing age (25.8%) experienced
the incidence of dropping out of contraceptive use. The results of chi-square test analysis showed
a significant relationship between wanting more children (p<0.001) and side effects of
contraceptive methods (p<0.001) with the incidence of dropping out of contraception use.
Meanwhile, the husband's agreement regarding contraceptives (p=0.578) and the role of
contraceptive service providers (p=0.55) show no relationship with the incidence of dropping out
of family planning. Women of childbearing age who want more children have a 1,764 times risk of
dropping out of contraceptive use compared to women of childbearing age who do not want
additional children. The National Population and Family Planning Board of North Sumatra Province
must be more intensive in providing socialization about the ideal number of children, as many as
two people, to prevent women of childbearing age to desire additional children, and therefore
prevent dropping out of contraceptive use in North Sumatra Province.

Keywords: contraceptive methods, contraception drop out, women of childbearing age

PENDAHULUAN

Masalah kependudukan merupakan
masalah yang menjadi perhatian dunia dari tahun
ke tahun. Hal ini dapat ditandai dengan
terjadinya peningkatan secara drastis terhadap
jumlah penduduk dunia. Pada tahun 2010 hingga
saat ini, total populasi dunia mencapai 7 miliar
dan angka tersebut diperkirakan akan terus
bertambah mencapai 9 miliar pada tahun 2045
(BPS, 2020). Indonesia merupakan negara yang
memiliki laju pertumbuhan penduduk yang
cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS)
menunjukkan bahwa saat ini Indonesia
menduduki peringkat ke-4 negara dengan jumlah
penduduk terbanyak setelah Negara China, India,
dan Amerika serikat. Laju pertumbuhan
penduduk di Indonesia sebesar 1,31 % per tahun.
Pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia
adalah 268.047.600 juta jiwa, yang terdiri dari
134.6657.6 laki-laki dan 133.416.9 perempuan
(BPS, 2020).

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia
yang sangat pesat membutuhkan suatu strategi
pencegahan untuk menanggulangi ledakan
penduduk. Salah satu prioritas pembangunan
nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025
adalah mewujudkan  penduduk tumbuh
seimbang. Pertumbuhan penduduk yang
seimbang salah satunya ditandai dengan
menurunnya Total Fertility Rate (TFR). Hasil
SDKI 2012 menunjukkan angka TFR sebesar 2,6
yang berarti seorang wanita di Indonesia rata-
rata melahirkan 2,6 anak selama masa hidupnya.
Adapun target indikator yang ditetapkan dalam
Renstra BKKBN yaitu 2,33 anak per wanita pada
tahun 2017 (BKKBN, 2015).

Laju pertumbuhan penduduk Sumatera
Utara pada tahun 2010-2019 adalah sebesar 1,24
% atau 14.562,5 juta jiwa penduduk dari total
penduduk Indonesia sebesar 268.074,6 juta jiwa.
Jumlah penduduk Sumatera Utara merupakan

terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa
Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah yang
masing-masing jumlahnya 49,31 juta jiwa, 39,69
juta jiwa dan 34,71 juta jiwa (Badan Pusat
Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2020).
Tingginya jumlah laju penduduk ternyata
berbanding lurus dengan rendahnya capaian
penggunaan akseptor KB baru yaitu sebanyak
419.691 jiwa (19.06%), sedangkan sebanyak
418.713 jiwa (18,57%) akseptor KB mengalami
drop out (putus pakai kontrasepsi).

Kejadian berhenti pakai berdasarkan
kawasan lebih besar pada kawasan luar Jawa Bali
II yakni sebesar 33,6% dibandingkan kawasan
luar Jawa Bali I (32,9%) dan Jawa Bali (30,5%).
Jika dilihat pada setiap kawasan, Kkejadian
berhenti pakai kontrasepsi di kawasan Jawa Bali
yang tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta
(35,7%), Banten (33,6%) dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (32,9%). Pada kawasan Luar Jawa
Bali I, putus pakai kontrasepsi yang tertinggi
berada di Provinsi Sumatera Utara (39,4%),
Sulawesi Selatan (38,1%) dan Nanggroe Aceh
Darussalam (37,7%). Sementara di kawasan Luar
Jawa Bali II, Provinsi Papua, Papua Barat dan
Sulawesi Tenggara menduduki urutan tertinggi
dengan besar proporsi 49,8%, 45,1% dan 43%
(BKKBN, 2018).

Program  pemerintah dalam  upaya
mengendalikan jumlah kelahiran dan
mewujudkan keluarga kecil yang sehat dan
sejahtera antara lain dilaksanakan melalui
konsep pengaturan jarak kelahiran yang meliputi
program Keluarga Berencana (KB) yang dapat
dilakukan dengan menggunakan alat/obat
kontrasepsi  (alkon)  (Nurjannah, 2017).
Pengendalian  laju  pertambahan  jumlah
penduduk perlu dilakukan agar tidak terjadi
ledakan penduduk. Banyak ditemukan wanita
yang awalnya tidak berniat untuk menjadi
akseptor kontrasepsi namun berubah fikiran
setelah mendapatkan konseling KB (Cohen,
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2017). Perencanaan keluarga dan komunikasi
dengan teman/sahabat tentang program KB
berpeluang besar untuk mempengaruhi
penggunaan kontrasepsi oleh para ibu (Hawkins,
2016). Karenanya, pemilihan alat kontrasepsi
yang tepat merupakan faktor penting dalam
upaya program keluarga berencana (Septalia,
2017).

Pada wanita yang aktif secara seksual,
terdapat 90% peluang untuk terjadinya
kehamilan pada tahun pertama jika tidak
menggunakan alat kontrasepsi. Beberapa wanita
menunda kehamilan dengan berbagai alasan,
seperti pendidikan, karir, finansial dan lainnya.
Pemilihan alat kontrasepsi yang tepat dapat
membantu wanita untuk menunda kehamilan
karena kebanyakan metode kontrasepsi akan
sangat efektif jika digunakan dengan tepat.
Sementara itu, kegagalan kontrasepsi dapat
disebabkan berbagai faktor, yaitu: salah
pemakaian, penggunaan yang terlewat atau tidak
teratur, atau karena metode yang dipilih kurang
efektif. Pemilihan metode KB oleh pasangan usia
subur (PUS) dapat disesuaikan dengan
kebutuhan setiap pasangan melalui penggunaan
berbagai alat kontrasepsi yang tersedia (BKKBN,
2014).

Efek samping yang sering terjadi pada
akseptor KB dikarenakan masih belum
tersedianya metode kontrasepsi yang benar-
benar 100% sempurna. Maka, terdapat tiga hal
yang sangat penting untuk diketahui oleh calon
akseptor KB yakni efektivitas, keamanan dan efek
samping alat/obat kontrasepsi. Reaksi efek
samping yang sering terjadi sebagai akibat
penggunaan alat kontrasepsi antara lain
amenorhoe, perubahan berat badan, pusing dan
sakit kepala. Apabila efek samping yang
berlebihan tidak dapat dicegah seminimal
mungkin dengan menghindari faktor-faktor
resiko kontrasepsi yang sebagian besar sudah
diketahui, maka pemakai cenderung untuk
melepaskan alat kontrasepsi tersebut dan lebih
memilih untuk berpindah ke kontrasepsi lain
(Setiawati, 2017).

Permasalahan yang terjadi dalam program
KB yaitu rendahnya keikutsertaan pasangan usia
subur dalam program KB. Masih banyak
ditemukan Pasangan Usia Subur (PUS) yang
belum mau menjadi akseptor KB ditambah lagi
dengan pengguna kontrasepsi yang sudah tidak
mau menjadi akseptor KB kembali/putus pakai
kontrasepsi (drop out kontrasepsi). Jumlah
kejadian drop out kontrasepsi di Indonesia
mengalami peningkatan yaitu sebanyak 11,46%
pada tahun 2008, kemudian meningkat menjadi
15,09% pada tahun 2012 (BKKBN, 2014).

Berdasarkan  Survei Demografi dan
Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2012

diketahui sekitar 27% peserta KB berhenti
menggunakan alat kontrasepsi setelah 12 bulan
pemakaian dengan alasan karena keinginan
untuk hamil (29%), takut efek samping atau
masalah kesehatan (18%), keinginan untuk
menggunakan metode yang lebih efektif (9,0%)
dan 4,8% karena alasan lain (harga mahal, jarang
berhubungan seksual dengan pasangan atau
kesulitan untuk mendapat kontrasepsi yang
diinginkan).

Sementara berdasarkan metode atau alat
kontrasepsi yang dipakai, angka drop out
tertinggi terjadi pada kontrasepsi pil (41%),
kondom (31%), suntikan (25%), implant (8%),
dan intra uterine device (IUD) (6%). Menurut
Bilgis et al (2020) bahwa peningkatan angka
putus pakai/drop out akan berdampak pada
penurunan pengguna kontrasepsi/ contraceptive
prevalence rate (CPR) di Indonesia, yang terlihat
pada angka CPR di yang Indonesia mengalami
penurunan sebesar 0,69%. Hasil SDKI Tahun
2017 secara nasional menunjukkan bahwa putus
pakai alat/cara KB selama 5 tahun sebelum
survei adalah 37%. Episode pemakaian alat/cara
KB dihentikan dalam waktu 12 bulan dengan
alasan untuk berhenti memakai alat/cara KB
adalah karena efek samping/masalah kesehatan
(3%) dan sebanyak 27% karena ingin hamil
(BKKBN, 2018).

Guna mencegah terjadinya drop out, petugas
kesehatan dapat melakukan konseling tentang
efek samping kontrasepsi. Konseling adalah
proses yang berjalan dan menyatu dengan semua
aspek pelayanan Keluarga Berencana dan
dimana informasi diberikan dan dibicarakan
bukan hanya pada satu kesempatan yakni pada
saat pemberian pelayanan. Dalam pelayanan KB
dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR), konseling
menjadi aspek yang sangat penting. Konseling
yang efektif diperlukan agar klien mengetahui
bagaimana menggunakan alat kontrasepsi yang
benar, bagaimana besaran efek samping tiap
metode kontrasepsi, bagaimana mengatasi
informasi yang keliru dan menjamin memilih
metode kontrasepsi yang terbaik sesuai dengan
keadaan kesehatan dan kondisi klien (Cohen,
2017). Berdasarkan latar belakang tersebut,
maka tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis kejadian berhenti pakai (drop out)
alat kontrasepsi di Provinsi Sumatera Utara pada
WUS 10-49 tahun.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data sekunder Survei Demografi dan
Kesehatan Indonesia Tahun 2017. Data tentang
penggunaan kontrasepsi oleh PUS serta
karakteristik yang melekat terhadap PUS
tersebut digunakan dalam penelitian sehingga
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didapatkan gambaran Kkejadian putus pakai
kontrasepsi di Sumatera Utara pada tahun 2017.
Putus pakai kontrasepsi adalah kejadian
berhentinya PUS dalam menggunakan suatu
metode kontrasepsi, sehingga mereka menjadi
bukan pengguna metode kontrasepsi. Status
berhenti pakai diketahui melalui jawaban
responden tentang kesertaan responden dalam
penggunaan metode kontrasepsi dalam 12 bulan
terakhir namun tidak menggunakan kontrasepsi
saat survei dilakukan.

Populasi penelitian ini adalah seluruh
wanita usia 15-49 tahun di Provinsi Sumatera
Utara yaitu 2521 Wanita Usia Subur (WUS).
Sampel penelitian ini yaitu sebahagian dari WUS
dengan kriteria; berusia antara 15-49 tahun;
berstatus menikah atau hidup bersama; pernah
menggunakan kontrasepsi modern. Berdasarkan
kriteria tersebut di atas diperoleh sampel yang
memenuhi Kkriteria tersebut sebesar 945 Wanita
Usia Subur.

Pada penelitian ini analisis univariat
digunakan untuk melihat variabel dependen yaitu
survival kejadian putus pakai kontrasepsi dan
variable independent yaitu faktor sosio
demografi, sosiopsikologi dan peran pemberi
pelayanan kontrasepsi. Analisis bivariat yang

dilakukan untuk menganalisis hubungan dua
variable dilakukan dengan menggunakan
tabulasi silang dan menggunakan metode Chi
Square dengan CI 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proporsi kejadian putus pakai kontrasepsi
di Sumatera Utara pada perempuan yang
merupakan PUS berusia 15-49 tahun menurut
data Survei Indikator RPJMN adalah sebanyak
7,4% dari 876 PUS yang pernah pakai alat/cara
kontrasepsi dalam 12 bulan terakhir. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Proporsi WUS
yang suaminya tidak setuju dengan alat
kontrasepsi lebih banyak mengalami droup out
sebanyak 235 (24,9%) dibandingkan dengan
WUS yang memiliki persetujuan suami mengenai
alat/cara KB yaitu sebanyak 3 orang (0,3%).

Hasil analisis uji chi square menunjukkan
tidak ada hubungan antara persetujuan suami
mengenai alat kontasepsi dengan kejadian putus
pakai KB pada WUS (p=0.578). Proporsi WUS
yang tidak berdiskusi dengan pasangan tentang
KB lebih banyak mengalami drop out sebanyak
132 (14,0%) dibandingkan dengan yang memiliki
diskusi dengan pasangan tentang Kkontrasepsi
sebanyak 106 (11,2%).

Tabel 1. Distribusi Tabulasi Silang Sosiopsikologi Wanita Usia Subur (WUS) dan Kejadian Putus Pakai

. . Penggunaan Kontrasepsi Saat Ini Total P PR
Persetuu}an Suami Putus Pakai Masih Pakai
Mengenai Alat/Cara . .
. Kkontrasepsi kontrasepsi
kontrasepsi
n % n % N %
Tidak Setuju 235 24.9 697 73.8 932 98.6 0.578 1.093
Setuju 3 0.3 10 1.1 13 1.4
Total 238 25.2 707 74.9 945 100
Penggunaan Kontrasepsi Saat Ini
Ingin Anak Lagi Putus Pakal_ Masih Paka} Total P PR
Kkontrasepsi kontrasepsi
n % n % N %
Ingin Anak Lagi 67 6.9 156 16.5 223 24.5 <0.01 1.764
Tidak Ingin Lagi 171 18.3 551 58.3 772 75.5
Total 238 25.2 707 74.8 945 100
Penggunaan Kontrasepsi Saat Ini
Efek Samping Metode Putus Pakai Masih Pakai P PR
. . . Total
Kontrasepsi kontrasepsi kontrasepsi
n % n % N %
Ada Efek Samping 238 25.2 535 56.6 773 81.2 <0.01 -
Tidak —Ada  Efek 0 172 182 172 18.2
Samping
Total 238 25.2 707 74.8 945 100

Sumber: Data Penelitian
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Tabel 2. Distribusi Tabulasi Silang Peran Tenaga Kesehatan dan PLKB dan Kejadian Putus Pakai

Kontrasepsi Wanita Usia Subur

. Penggunaan Kontrasepsi Saat Ini Total p PR
Peran Pemberi ~ b 115 Pakai KB Masih Pakai KB
Pelayanan Kontrasepsi
% n % N %
Akses Baik 17 1,8 40 4,2 57 6 0.55 0.333
Akses Tidak Baik 221 23,4 667 70,6 888 94
Total 238 25,2 707 74,8 945 100

Sumber: Data Penelitian

Hasil analisis uji chi square menunjukkan
terdapat hubungan antara ingin anak lagi dengan
kejadian putus pakai KB pada WUS, dengan WUS
yang ingin memiliki anak lagi memiliki resiko
1.764 kali mengalami kejadian putus pakai KB
dibandingkan dengan WUS yang tidak ingin anak
lagi. Proporsi WUS yang tidak ingin mempunyai
anak lagi lebih banyak mengalami droup out
sebanyak 171 (18,3%) dibandingkan dengan
yang ingin mempunyai anak lagi sebanyak 67
(6,9%). Hasil analisis uji chi square menunjukkan
terdapat hubungan antara efek samping metode

kontrasepsi dengan kejadian putus pakai
kontrasepsi pada WUS (p=0.001), dengan
seluruh PUS yang mengalami drop out

kontrasepsi sebanyak 238 (25.2%) dari total PUS
mengalami efek samping penggunaan alokon.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
proporsi WUS yang peran pemberian pelayanan
kontrasepsi belum terakses dengan baik lebih
banyak mengalami droup out sebanyak 221
(23,4%) dibandingkan dengan WUS yang dapat
mengakses pelayanan kontrasepsi dengan baik
yaitu sebanyak 17 (1,8%). Hasil analisis uji chi
square menunjukkan tidak terdapat hubungan
antara peran pemberi pelayanan kontrasepsi
dengan kejadian putus pakai KB pada WUS
(p=0.55).

Terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi keinginan seseorang untuk
memiliki anak, faktor-faktor tersebut saling
mempengaruhi satu sama lain. Beberapa faktor
tersebut ialah: 1) Jumlah anak yang dimiliki,
jumlah anak yang dimiliki sangat mempengaruhi
jumlah anak ideal seseorang. Seorang wanita
yang belum memiliki anak akan menganggap
bahwa memiliki 1 atau 2 orang anak sudah
termasuk kedalam kategori ideal, tetapi bagi
wanita yang memiliki 6 anak atau lebih jumlah
anak ideal menurut mereka ialah 3 anak; 2)
semakin tinggi kuintil kekayaan maka semakin
rendah pula jumlah anak ideal yang diinginkan;
3) Kuintil kekayaan, semakin kaya maka semakin
sedikit jumlah anak; 4) Lokasi tempat tinggal,
wanita yang tinggal di perkotaan cenderung
memiliki jumlah anak yang lebih sedikit
dibandingkan dengan wanita yang tinggal di

pedesaan; dan 5) Tingkat pendidikan, semakin
tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah
keinginan untuk tidak memiliki anak lagi
(Handayani, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan
bahwa WUS yang ingin memiliki anak lagi serta
masih memakai kontrasepsi sebanyak 156
(16,5%) dan yang putus pakai kontrasepsi
sebanyak 67 (6,9%), WUS yang tidak ingin
memiliki anak lagi serta masih memakai
kontrasepsi sebanyak 551 (58,3%) dan yang
putus pakai kontrasepsi sebanyak 171 (18,3%).
Wanita akan memilih untuk menggunakan
kontrasepsi saat mereka memiliki jumlah anak
ideal (Aviisah, 2018). Oleh karena itu, wanita
yang memiliki banyak anak lebih cenderung
menggunakan kontrasepsi karena mereka lebih
mungkin mencapai ukuran Kkeluarga ideal
mereka. Keinginan mempunyai anak lagi
memengaruhi penggunaan metode kontrasepsi
yang dipakai. Terdapat hubungan yang sangat
signifikan antara tidak ingin memiliki anak lagi
dengan penggunaan kontrasepsi pada wanita.
Sumartini (2017) mengungkapkan bahwa
keinginan memiliki anak disesuaikan dengan
jumlah anak yang ideal yang sebelumnya sudah

diputuskan pasangan suami istri untuk
dimilikinya.
Alayubi (2018) mengungkapkan bahwa

nilai anak terhadap anak laki-laki dan anak
perempuan berdampak terhadap jumlah anak
pada PUS, semakin banyak anggota keluarga
(besar keluarga) berpengaruh terhadap jumlah
anak ideal sebuah keluarga (Khairunnisa, 2015).
Data SDKI (2012) menunjukkan bahwa alasan
utama akseptor KB yang berhenti setelah 5 tahun
pemakaian, adalah karena efek samping (14,4%)
dan kasus efek samping untuk IUD sendiri adalah
sebesar 19.232 kasus (27,7%). Adapun berbagai
alasan yang di kemukakan oleh para akseptor KB,
mereka berhenti menggunakan alat kontrasepsi
setelah 12 bulan pemakaian karena kegagalan
kontrasepsi, ingin hamil, ingin ganti cara dan
alasan lainnya (BKKBN, 2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pada WUS yang masih memakai kontrasepsi,
terdapat terdapat 172 (18,2%) yang tidak
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merasakan efek samping, dan terdapat 535
(56,6%) WUS yang merasakan ada efek samping
kontrasepsi namun masih memakai kontrasepsi.
Sementara itu, seluruh WUS yang berhenti
menggunakan Kkontrasepsi (drop out) yaitu
sebanyak 238 (25,2%) merupakan WUS yang
merasakan  efek  samping  penggunaaan
kontrasepsi. Salah satu efek samping penggunaan
KB IUD adalah nyeri perut, dalam masyarakat
efek samping KB IUD (nyeri perut) menimbulkan
persepsi yang negatif yaitu dianggap
ketidakcocokan dalam penggunaan KB IUD.

Pada dasarnya efek samping KB IUD (nyeri
perut) merupakan hal yang biasa dan bisa diatasi
apabila akseptor mau mengkonsultasikan
masalah yang sedang dihadapi dengan tenaga
kesehatan, karena tidak semua efek samping
menimbulkan dampak yang serius terhadap
kesehatan akseptor. Efek samping KB IUD (nyeri
perut) bisa ditanggulangi sesuai keluhan
akseptor dan diharapkan akseptor proaktif
dalam hal ini, bila dalam proses penanggulangan
efek samping menemukan masalah atau
komplikasi maka IUD bisa dilepas sesuai indikasi
yang terjadi.

Hasil penelitian Purwaningrum (2017)
menunjukkan bahwa dari 31 sampel akseptor KB
IUD yang mengalami efek samping, sebesar 18
responden (58,06%) mengalami nyeri perut
kadang-kadang dan 13 akseptor KB IUD yang
mengalami efek samping (nyeri perut) yang
sering (41,94%). Setiap metode kontrasepsi
mempunyai masa efektif yang berbeda, begitu
pula dengan IUD, IUD mempunyai masa efektif
yang lama sampai 10 tahun sehingga alat
kontrasepsi [IUD mempunyai efek samping. Efek
samping yang mungkin terjadi ialah gangguan
haid, infeksi keputihan, ekspulsi 1UD, perforasi,
rasa mulas/nyeri/kram pada perut bagian
bawah, rasa nyeri pada alat kelamin suami
(Purwaningrum, 2017).

Meskipun kontrasepsi suntik mempunyai
daya guna tinggi dan pelaksanaannya mudah,
namun kontrasepsi suntikan mempunyai efek
samping  terutama mengganggu siklus
menstruasi. Mengingat metode Kkontrasepsi
suntik merupakan salah satu cara KB yang efektif,
terpilih dan banyak jumlah penggunanya, namun
tampaknya masih banyak akseptor suntik KB 3
bulan yang tidak mengetahui tentang efek
samping KB suntik 3 bulan. Hal ini ditemukan
pada akseptor KB suntik di BPM Bidan Z dimana
banyak akseptor KB suntik 3 bulan yang justru
mengeluh tentang ketidaknyamanan yang
ditimbulkan oleh KB suntik 3 bulan dan tidak
mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah efek
samping KB suntik 3 bulan (Happy, 2021).

Oral kontrasepsi juga merupakan metode
kontrasepsi yang paling banyak diresepkan oleh

dokter. Namun, terdapat masalah dalam
tingginya tingkat penghentian penggunaan
kontrasepsi oral dengan beberapa alasan, seperti
ketidaknyamanan atau kesulitan karena harus
minum setiap hari, dan adanya kemungkinan
lupa minum pil KB. Beberapa kemungkinan
kurang berhasilnya program KB, juga
dipengaruhi oleh kurangnya kepatuhan akseptor
dalam mengkonsumsi pil KB tersebut. Salah satu
alasan penyebab akseptor kurang patuh ialah
adanya efek samping obat (ESO) pil KB yang
kemungkinan dapat membuat akseptor merasa
terganggu dan tidak nyaman saat menggunakan
pil KB (L.Nelson, 2018).

Caecilia (2020) menunjukkan penggunaan
pil KB dapat menyebabkan berbagai efek
samping. Pada akseptor di wilayah Kelurahan
Manyaran, Semarang, ada 5 jenis efek samping
yang paling sering dirasakan oleh akseptor yaitu:
bertambahnya berat badan dan pusing/sakit
kepala dialami oleh sejumlah akseptor yang sama
yaitu masing-masing 52 orang (33,55 %),
kemudian rasa mual dialami 36 akseptor
(23,22%), jerawat dialami oleh 25 akseptor
(16,13%) dan migrain dialami oleh 22 akseptor
(14,19%).

Efek samping Implant paling sering adalah
perubahan pola haid, yang terjadi pada kira-kira
60% akseptor dalam tahun pertama setelah
insersi. Yang paling sering terjadi adalah
bertambahnya hari-hari perdarahan dalam
siklus, perdarahan-bercak (spotting),
berkurangnya panjang siklus haid, amenore
meskipun lebih jarang terjadi dibandingkan
perdarahan lama atau perdarahan bercak
(Haslan, 2020). Hasil penelitian Haslan (2020)
menunjukkan adanya  hubungan antara
penggunaan KB implant dengan kenaikan berat
badan. Implan adalah salah satu jenis kontrasepsi
yang berupa susuk yang terbuat dari sejenis
karet silastik yang berisi hormon, dipasang pada
lengan atas. Implant dapat digunakan untuk
jangka panjang 5 (lima) tahun. KB implan dapat
menimbulkan beberapa efek samping
diantaranya gangguan menstruasi yaitu tidak
dapat menstruasi dan terjadi perdarahan yang
tidak teratur, berat badan bertambah,
menimbulkan ketegangan payudara, liang
senggama terasa kering.

Kontrasepsi hormonal bukanlah hal yang
asing bagi masyarakat dimana di hampir 80%
akseptor KB menggunakan metode kontrasepsi
hormonal. Namun demikian banyak juga efek
samping yang dikeluhkan oleh akseptor
kontrasepsi  berkenaan  dengan  metode
kontrasepsi yang dipakainya. Akhirnya banyak
kejadian akseptor yang drop out karena belum
memahami dengan baik bagaimana metode
kontrasepsi hormonal tersebut.



Analisis Kejadian Putus Pakai Kontrasepsi di Provinsi Sumatera Utara

(P. A. Siregar, Nurhayati, D. Adinda, M. A. Sltorus, E. F. Hutasoit dan R. Catursaptani)

Efek samping yang sering ditimbulkan pada
akseptor Kkontrasepsi hormonal adalah antara
lain mual-mual, sakit kepala, pertambahan berat
badan, pembengkakan payudara dan perubahan
di dalam menstruasi. Efek-efek ini tidak
berbahaya, tetapi sering kali membuat akseptor
KB merasa tidak nyaman. Tetapi akseptor tidak
mengetahui bahwa efek samping tersebut
disebabkan oleh kontrasepsi hormonal yang
digunakan. Efek samping yang sering terjadi
adalah  salah  satunya  karena terjadi
perdarahan/perdarahan  bercak  (spotting)
(Apolonia, 2018).

Ketidakteraturan menstruasi lebih besar
terjadi pada pemakai kontrasepsi jenis suntik KB
3 bulan. Hasil analisis statistik diperoleh bahwa
responden yang menggunakan jenis kontrasepsi
suntik 3 bulan kemungkinan untuk mengalami
gangguan pola menstruasi 15,4 (1/0,065) kali
lebih besar jika dibandingkan responden yang
menggunakan jenis kontrasepsi suntik 1 bulan.
Pada pemakaian kontrasepsi suntik 1 bulanan
terjadi perdarahan yang tidak teratur, terutama
selama tiga bulan pertama pemakaian
kontrasepsi. Sedangkan pengguna kontrasepsi
suntik 3 bulan sebagian besar akseptor
mengalami tidak adanya menstruasi setelah
pemakaian. Efek yang dapat ditimbulkan pada
akseptor setelah pemakaian kontrasepsi 3 bulan
(DMPA) terjadi amenorea pada 3 bulan pertama.
Hal ini yang menunjukkan bahwa akseptor yang
menggunakan KB suntik 3 bulan akan mengalami
ketidakteraturan dalam pola menstruasi, dan
dengan pemakaian kontrasepsi suntik 3 bulan
(DMPA) yang berlangsung lama akan
menyebabkan akseptor tidak haid sama sekali.

KESIMPULAN

Terdapat hubungan antara ingin anak lagi
dan efek samping kontrasepsi dengan kejadian
putus pakai kontrasepsi Wanita Usia Subur
(WUS) di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu,
persetujuan suami mengenai alat kontrasepsi
dan peran pemberi pelayanan kontrasepsi
dengan kontrasepsi tidak memiliki hubungan
dengan kejadian putus pakai kontrasepsi WUS di
Provinsi Sumatera Utara. Wanita Usia Subur yang
ingin anak lagi memiliki resiko 1.764 kali untuk
mengalami kejadian putus pakai kontrasepsi
dibandingkan dengan Wanita Usia Subur yang
tidak ingin anak lagi.

REKOMENDASI

1. BKKBN Provinsi Sumatera Utara harus lebih
intensif untuk memberikan sosialisasi
tentang jumlah anak ideal sebanyak 2 (dua)
orang sehingga Wanita Usia Subur tidak
memiliki keinginan mempunyai anak lagi

untuk mencegah terjadinya putus pakai KB di
Provinsi Sumatera Utara.

2. Petugas PLKB di Provinsi Sumatera Utara
harus melakukan konseling kepada Wanita
Usia Subur terkait risiko terjadinya efek
samping kontrasepsi sebelum menggunakan
kontrasepsi, sehingga dapat menurunkan
resiko terjadinya putus pakai kontrasepsi
pada Wanita Usia Subur di Provinsi Sumatera
Utara.

3. BKKBN Provinsi Sumatera Utara seharusnya
memiliki alternatif untuk mengatasi putus
pakai kontrasepsi dengan menyarankan
Wanita Usia Subur untuk menggunakan
kontrasepsi alternatif jika Wanita Usia Subur
mengalami efek samping dalam
menggunakan kontrasepsi.
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ABSTRAK

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan merupakan keharusan dengan diterbitkannya
berbagai regulasi. Pelaksanaannya dilakukan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi SDM (Sumber Daya
Manusia) Perencana dalam menerapkan PPRG pada program/kegiatan pembangunan daerah
Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data primer dan data
sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara terbatas terhadap kepala
OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder diperoleh dari
dokumen dan referensi yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh kondisi
dan permasalahan aktual, kemudian dijadikan dasar penyusunan rancangan Klinik Konsultasi PPRG
guna peningkatan kompetensi SDM perencana dalam rangka meningkatkan implementasi
pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah Sumatera Utara. Dari penelitian ini
ditemukan bahwa realisasi PPRG dalam program/kegiatan pembangunan daerah Sumatera Utara
masih rendah dan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen pimpinan OPD
dan Sekretaiat PPRG Daerah serta masih rendahnya kompetensi (pengetahuan dan
ketrampilan/kemampuan) SDM Perencana di OPD mengenai Teknik GAP (Gender Analysis
Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) sebagai alat analisis PPRG. Untuk meningkatkan
kompetensi SDM perencana tersebut, perlu dioperasikan Klinik Konsultasi PPRG yang dapat
melakukan konsultasi setiap hari, dengan tugas/kegiatan: memberikan pengetahuan dan
ketrampilan mengenai GAP dan GBS, sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas pengisian
form GAP dan GBS program/kegiatan pembangunan.

Kata kunci: penganggaran responsif gender, Gender Analysis Pathway, Gender Budget Statement,
program pembangunan, kompetensi

ABSTRACT

Gender mainstreaming in development is required with the issuance of various regulations, such
as Laws, Presidential Regulations. The implementation is carried out through Gender Responsive
Planning and Budgeting (GRPB). This research aims to find out the competence of HR planners in
implementing gender responsive planning and budgeting in North Sumatra regional development
programs/activities. This research used qualitative, and the data used are primary data and
secondary data. Primary data were collected through questionnaires and limited interviews with
employees and head of department in the Regional Government Organization (RGO) of North
Sumatra Province. Secondary data is obtained from relevant documents and references. The data
were analyzed descriptively to obtain actual conditions/problems which were then used as the basis
for the preparation of the GRPB Consulting Clinic design in order to increase the competence of
human resource planners and improving the implementation of gender mainstreaming in the
development of the North Sumatra region. From this case, it was found that the realization of GRPB
in North Sumatra regional development programs/activities was still low and did not reach the
target. This is due to the lack of commitment from the RGO leadership and the Regional GRPB
Secretariat and the low competence (knowledge and skills/ability) of HR Planning in RGO regarding
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the GAP (Gender Analysis Pathway) and GBS (Gender Budget Statement) techniques as GRPB
analysis tools. To advance the competence of the planning human resources, it is necessary to

operate a GRPB Consulting Clinic which can be contacted every day,

with the following

tasks/activities: providing consultation on GRPB, namely knowledge and skills regarding Gender
Analysis Pathway (GAP) and Gender Budget Statement (GBS) techniques, as well as increasing the
quantity and the quality of filling out GAP and GBS forms for development programs/activities.

Keywords: gender responsive budgeting, gender analysis pathway, gender budget statement,

development programs, competency

PENDAHULUAN

Pengertian tentang konsep gender dalam
usaha pengarusutamakan dalam pembangunan
bukanlah berarti  jenis kelamin laki dan
perempuan, tetapi gender dimaksudkan sebagai
pembagian peran laki-laki dan perempuan yang
dikonstruksikan oleh budaya masyarakat. Pada
kenyataannya, dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat dan berbangsa masih terdapat
kesenjangan peran antara laki-laki dan
perempuan, dimana laki-laki dan perempuan
belum mendapatkan akses, partisipasi, kontrol
dan manfaat yang sama dari pembangunan.

Oleh karena itu, pemerintah menetapkan
kebijakan untuk mengimplementasikan
pengarusutamaan gender dalam pembangunan
nasional dan daerah. Hal ini tertuang dalam
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan,
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang
RPJPN 2005-2025, dan Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-
2024, serta berbagai peraturan turunannya.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah
strategi rasional dan sistematis untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek
kehidupan manusia melalui kebijakan dan
program yang memperhatikan pengalaman,
aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki
dan perempuan dalam proses pembangunan,
mulai dari tahap perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari
seluruh Kkebijakan, program dan Kkegiatan

pembangunan  (Inpres  Nomor  9/2000;
Kementerian PPPA RI, 2013).
PUG dalam pembangunan

diimplementasikan melalui Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
PPRG merupakan serangkaian cara dan
pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif
gender di dalam proses perencanaan dan
penganggaran, untuk mencapai kesetaraan dan
keadilan gender, yang dilakukan melalui
pengintegrasian pengalaman, aspirasi,
kebutuhan, potensi dan penyelesaian
permasalahan  laki-laki dan  perempuan
(KemenPPPA, 2010). Sementara Kementerian
Keuangan (2021) menyebutkan bahwa PPRG
merupakan upaya untuk mengintegrasikan
perspektif gender ke dalam proses perencanaan
dan penganggaran dengan cara penelaahan
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dampak dari suatu belanja kegiatan serta efeknya
terhadap keadilan dan kesetaraan gender.
Implementasi PPRG di daerah merupakan
keharusan sesuai dengan berbagai regulasi,
antara lain: Permendagri Nomor 8 tahun 2008
menyatakan bahwa perencanaan pembangunan

daerah  harus  responsif gender dan
menggunakan instrumen analisis gender;
Permendagri Nomor 15 tahun 2008
menyebutkan bahwa pemerintah daerah

berkewajiban menyusun kebijakan, program dan
kegiatan berperspektif gender yang dituangkan
dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD;
Permendagri Nomor 54 tahun 2010
mengamanatkan penggunaan analisis gender
dalam perencanaan pembangunan; Permendagri
Nomor 67 tahun 2011 mensyaratkan bahwa
program/kegiatan melalui penyusunan
perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender dengan analisis Gender Analisis Pathway
(GAP) dan Gender Budget Statement (GBS); Surat
Edaran Bersama Menteri Bappenas, Menteri
Keuangan dan  Menteri  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak tentang
Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG
yang memuat Pelembagaan PPRG dan
Peningkatan kapasitas K/L dan SKPD dalam
melakukan analisis gender dalam menyusun GBS.

Meskipun berbagai peraturan tersebut
menegaskan pentingnya analisis gender dalam
menyusun dokumen perencanaan pembangunan
daerah, namun permasalahannya adalah para
perencana SKPD belum memahami secara teknis
cara menyusun dokumen perencanaan dan
penganggaran responsif gender (Kementerian
PPPA, 2010). Hal ini sejalan dengan temuan
Arismawati (2015) bahwa di Kabupaten
Purworejo belum seluruhnya pelaksana PUG
trampil dalam menyusun analisis GAP dan GBS.
Demikian juga hasil penelitian Pasundan (2017)
bahwa  pelaksanaan PPRG di  Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Provinsi Sulawesi Tengah belum
maksimal karena  sumberdaya manusia
pelaksananya kurang memahami konsep gender
dan teknik perencanaan dan penganggaran yang
responsive gender.

Permasalahan juga terjadi di daerah
Sumatera Utara, sebagian besar pimpinan OPD
belum memahami konsep gender dan analisis
gender serta keharusan penerapan PPRG dalam
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kegiatan = pembangunan. Sementara para
perencana di OPD saat ini banyak yang belum
memahami atau belum mampu menerapkan
teknis analisis Gender, baik GAP maupun GBS.
Sosialisasi dan coaching clinic mengenai gender
dan PPRG sudah dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Sumatera Utara, namun karena
kurang intensifnya sosialisasi, terjadinya mutasi
pegawai maupun penyebab lainnya, para
perencana atau sumberdaya manusia di OPD-
OPD belum mempunyai pengetahuan dan
kemampuan (kompetensi) yang cukup dalam
menyusun perencanaan dan penganggaran yang
responsive gender.

Sumberdaya manusia memegang peranan
kunci dalam mencapai tujuan organisasi,
sehingga diperlukan kompetensi sumberdaya
manusia yang tinggi agar tujuan organisasi dapat
dicapai (Sabrina, 2021). Sementara itu salah satu
komponen kunci atau prasyarat pelaksanaan
PUG adalah Sumberdaya. Sumberdaya yang
paling penting dalam implementasi PUG adalah
sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan,
pengetahuan dan ketrampilan analisis gender
(Instruksi Presiden No0.9 tahun 2000). Dengan
demikian diperlukan peningkatan kompetensi
sumberdaya manusia perencana di OPD dalam
melakukan PPRG, agar pengarusutamaan gender
dapat diwujudkan dalam pembangunan daerah
Sumatera Utara. Maka, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kompetensi aparat perencana
OPD Sumatera Utara dalam menerapkan PPRG
pada program/kegiatan pembangunan dan
merancang solusinya.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan
Februari-April 2022 pada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dan bersifat deskriptif. Pengumpulan
data primer dilakukan dengan menggunakan
kuesioner terhadap responden yang dipilih
secara purposive random sampling dari
pegawai/perencana pada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara dengan
menggunakan google-form, dan juga dengan
wawancara terbatas terhadap key-persons, baik

pegawai maupun Kepala OPD. Purposive
sampling adalah teknik penentuan sample
dengan pertimbangan tertentu dan cocok

digunakan untuk penelitian kualitatif. Sedangkan
random smpling adalah pengambilan anggota
sample dari populasi yang dilakukan secara acak
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam
populasi itu, karena anggota populasi dianggap
homogen (Sugiyono, 2021).
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(R. Sabrina)

Purposive random sampling dimaksudkan
pengambilan sampel secara acak dilakukan pada
kelompok sampel yang ditargetkan memiliki
atribut-atribut tertentu. Atribut responden yang
ditargetkan adalah para perencana pada OPD
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
(purposive), mengingat jumlah OPD Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara ada 60 OPD dengan
jumlah perencana cukup banyak (lebih dari 100
orang), maka diambil sample dengan pemilihan
sample dilakukan secara acak (random). Aparat
perencana pada setiap OPD jumlahnya bervariasi
antara 3-7 orang. Dengan asumsi rata-rata aparat
perencana per OPD adalah 5 orang, maka
populasi perencana adalah sebesar 5x60 = 300
orang.

Jumlah populasi yang diambil sample
minimal 30%, yaitu minimal berjumlah 90 orang.
Responden pada penelitian ini berjumlah 92
orang atau 30,67% dari populasi, berasal dari 22
OPD provinsi Sumatera Utara atau 36,7% dari
jumlah seluruh OPD provinsi Sumatera Utara,
yaitu 10 Dinas (45,5%), 7 Badan (31,5%), dan 2
Biro (9,1%), 2 Rumah Sakit (9,1%) dan 1
Inspektorat (4,5%). Dari jumlah responden yang
menjadi objek penelitian ini didapati bahwa
responden laki-laki 48,4% dan perempuan
51,6%, dengan usia termuda 29 tahun dan tertua
58 tahun, dimana usia responden paling banyak
antara 40-55 tahun. Lama bekerja pada jabatan
yang diduduki saat ini bervariasi yaitu: yang
kurang dari 1 tahun ada sebanyak 17,7%,; 1-5
tahun sebanyak 48,8%; dan di atas 5 tahun
sebanyak 35,5%.

Karakteristik ~ responden sedemikian
dipandang sudah cukup mewakili dan relevan
dalam mewakili, baik dari segi instansi maupun
sumberdaya manusia perencana OPD dan dalam
melakukan interview dengan responden. Secara
umum pertanyaan meliputi aspek kemampuan,
aspek penerapan PPRG dan aspek ekspektasi
responden. Sedangkan data sekunder
dikumpulkan melalui penelusuran dokumen dan
referensi dari berbagai sumber yang relevan.
Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini
adalah yang terkait dengan regulasi dan kinerja.

Data yang terkumpul dianalisis secara
kualitatif, yaitu dengan menganalisis data
sekunder yang menjadi fokus penelitian,
selanjutnya menyandingkannya dengan data
primer yang dihasilkan baik dari hasil kuesioner
maupun wawancara terbatas, sembari
melakukan analisis terhadap jawaban yang
diterima, kemudian mencari dukungan data lebih
lanjut baik dari data sekunder maupun primer
hingga dianggap mencukupi (adaptasi analisis
data Model Miles and Hubermen, dalam
Sugiyono, 2021).
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Hasil analisis diarahkan pada pencapaian
tujuan penelitian ini dan dikaitkan dengan hasil
temuan  penelitian  terdahulu, sehingga
didapatkan kondisi/permasalahan aktual yang
dihadapi berkaitan dengan kompetensi aparat
perencana di OPD Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dalam menerapkan PPRG pada
program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya,
dari kondisi tersebut dirancang solusi yang
diperlukan sesuai dengan permasalahan yang
ditemukan, sehingga penerapan PPRG dalam
program/kegiatan pembangunan daerah
Sumatera Utara dapat ditingkatkan atau lebih
responsif gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian berupa terbitnya
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43
tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Daerah, dan Surat Edaran
Gubernur Sumatera Utara Nomor 463/7286
tanggal 30 Juli 2021 tentang Integrasi
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive
Gender dan pembentukan Sekretariat PPRG,
serta beberapa surat Sekretaris Daerah yang
mewajibkan semua OPD wuntuk menyusun
program/kegiatan yang responsif gender.
Menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi
Sumatera  Utara  telah  menindaklanjuti
Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 15 tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah. Namun,
pada realisasinya implementasi
pengarusutamaan gender di Provinsi Sumatera
Utara belum sesuai harapan, yang ditunjukkan
dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
pengarusutamaan gender belum mencapai
target.

Mengacu pada dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Perubahan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Sumatera Utara (PPPA-SU) serta hasil
wawancara/diskusi dengan pegawai Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi
Sumatera Utara, ditemukan bahwa capaian IKU
persentase OPD yang melaksanakan PPRG tahun
2020 baru mencapai 57% dari target 60%,
dimana secara bertahap sampai tahun 2023
ditargetkan semua (100%) OPD telah melakukan
PPRG dalam penyusunan program/kegiatannya.
Sedangkan capaian IKU persentase
program/Kkegiatan pembangunan yang sudah
dilakukan PPRG masih sangat sedikit yaitu baru
sebesar 3% dari target 25%, yang mana OPD
yang tercatat telah melakukan PPRG hanya
melakukan PPRG pada 1-2 program/kegiatan
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saja dari seluruh program/kegiatan tahunan
OPD-nya.

Demikian juga halnya dengan temuan dari
hasil wawancara menggunakan kuesioner, yaitu:
30,6% menyatakan di instansinya menerapkan
PPRG setiap tahun walaupun hanya pada
beberapa  kegiatan atau tidak semua
program/kegiatan; 24,2% menyatakan
instansinya kadang-kadang menerapkan PPRG;
21,0%  menyatakan  instansinya  jarang
menerapkan PPRG; dan 24,2% menyatakan
instansinya tidak pernah menerapkan PPRG. Di
sisi lain, hasil wawancara dan diskusi non-formal
dengan beberapa perencana dan key-person,
didapati bahwa hampir tidak ada dorongan yang
kuat dan sanksi dari pimpinan OPD maupun dari
Sekretariat PPRG terhadap program/kegiatan
OPD yang tidak menerapkan PPRG, paling-paling
hanya himbauan yang tidak ditindaklanjuti
dengan tagihan atas realisasinya.

Perencanaan dan penganggaran tahunan
terus berjalan walau tidak ada penerapan PPRG
atau hanya 1 atau 2 kegiatan yang dianalisis
dengan GAP dan GBS sudah dicatatkan bahwa
OPD tersebut sudah menerapkan PPRG. Dengan
kondisi sedemikian tidak heran bahwa capaian
IKU untuk penerapan PPRG menjadi rendah atau
tidak mencapai target yang ditetapkan dalam
RPJMD Provinsi dan Renstra Dinas yang
membidangi. Hal ini mengindikasikan kurangnya
komitmen pimpinan OPD dan Sekretariat PPRG
untuk mendorong, memantau dan menerapkan
sanksi terhadap rendahnya realisasi PPRG atas
program/kegiatan pembangunan OPD setiap
tahunnya.

Kondisi ini hampir sama dengan hasil
penelitian terdahulu oleh Susiana (2015) yang
menemukan bahwa pelaksanaan PPRG di
Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta telah ditindaklanjuti dengan adanya
instrumen hukum berupa Surat Edaran Gubernur
yang mewajibkan SKPD melakukan PPRG, namun
tugas Sekretariat PPRG Daerah untuk memonitor
realisasi pelaksanaan PPRG belum berjalan
optimal, sehingga penerapan PPRG belum
terlaksana dengan baik. Demikian juga yang
ditemukan oleh Setyawan, Firdausi dan
Rusmiwari (2018) bahwa PPRG di SKPD Kota
Batu belum sepenuhnya diterapkan sebagai
dasar dari Pengarusutamaan Gender.
Penyusunan anggaran belum menggunakan
analisis gender dalam bentuk Gender Analisis
Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement
(GBS).

Padahal instrumen tersebut yang akan
menjadi bukti formil adanya PPRG pada Pemda.
Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam
implementasi PPRG di Kota Batu, yaitu Faktor
Komitmen Pimpinan Institusi. Berkenaan dengan
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hal tersebut, gambaran pemahaman SDM
perencana di Provinsi Sumatera yang memahami
pelaksana penerapan PPRG disajikan pada tabel
1. Tabel 1 menyajikan bahwa sebagian besar
(79%) SDM Perencana OPD pernah mendengar
tentang PPRG dan 21% lainnya belum pernabh,
namun yang pernah mengikuti sosialisasi
ataupun pelatihan PPRG sebanyak 40,3% dan
yang belum pernah mengikutinya lebih banyak
yaitu 59,7%. Dalam hal ini dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar aparat perencana di OPD
belum paham tentang PPRG.

Oleh karena program dan kegiatan ini
sangat penting untuk diterapkan, maka perlu
diketahui seberapa jauh tingkat pengetahuan
mereka manfaat penerapan PPRG dan adanya
peraturan yang mengharuskan penerapannya,
seperti disajikan pada Tabel 2. Tabel 2
menggambarkan bahwa sebagian besar aparat
perencana mengetahui bahwa penerapan PPRG
akan bermanfaat dan dinikmati oleh semua
masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan,
sedangkan sebagian kecil lainnya belum
mengetahui. Akan tetapi sebagian besar aparat
perencana mengetahui bahwa ada peraturan
yang mengharuskan penerapan PPRG terhadap
setiap program/kegiatan pembangunan,
sedangkan sebagian lainnya belum mengetahui.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pengetahuan para aparat perencana OPD belum
merata dan belum memadai, sehingga masih
diperlukan peningkatannya.

Selain itu, keterampilan atau kemampuan

(R. Sabrina)

sepertiga (34%) yang terampil dan sangat
terampil dalam menerapkan PPRG, sedangkan
sisanya 66 % masih memerlukan pelatihan.
Demikian pula kemampuan teknis analisis hanya
11% saja yang menguasai tehnik analisis PPRG,
sisanya perlu peningkatan kemampuan teknis
analisis. Hal ini memperlihatkan bahwa
ketrampilan/ kemampuan SDM perencana OPD
dalam menerapkan PPRG masih belum memadai,
sehingga perlu dilakukan upaya peningkatannya
secara serius.

Jika dianalisis lebih jauh tentang kendala
dalam penerapan PPRG ada beberapa isu yang
ditemukan antara lain: 1) Belum memahami
sama sekali PUG dan PPRG 34%; 2) Belum
memahami sama sekali tehnik GAP dan GBS 37%;
3) Sering terjadi pergantian pegawai 13%; 4)
Keterbatasan waktu untuk mengerjakan 6.5%; 5)
Belum pernah ikut pelatihan 3%; dan 6) Lainnya
3%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa
pengetahuan dan ketrampilan SDM perencana
OPD dalam penerapan PPRG masih sangat
rendah.

Sementara dari hasil wawancara/diskusi
terbatas dengan key-person bahwa rendahnya
realisasi penerapan PPRG dalam
program/kegiatan pembangunan daerah
Sumatera Utara juga disebabkan kurangnya
pengetahuan dan Kketrampilan (kompetensi)
sumberdaya perencana di OPD mengenai cara
penyusunan PPRG yaitu GAP dan GBS. Hal ini
menggambarkan bahwa ketrampilan atau
kemampuan SDM perencana OPD dalam

dalam menerapkan PPRG terlihat dari hasil menerapkan PPRG masih sangat kurang
temuan bahwa komposisi kemampuan SDM memadai, sehingga perlu upaya untuk
perencana dalam menerapkan PPRG seperti meningkatkannya.

terlihat pada Tabel 3. Berdasarkan tabel 3 hanya

Tabel 1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang PPRG

No. Uraian Pernah Belum Pernah
1. Mendengar/ mengetahui (%) 79 21
2.  Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan (%) 40 60

Tabel 2. Pemahaman akan manfaat dan peraturan tentang PPRG

No. Uraian Tahu Tidak Pernah
1. Mengetahui Manfaat (%) 74 26
2. Mengetahui Peraturan (%) 63 37

Tabel 3. Tingkat kemampuan menerapkan konsep PPRM

Skala Likert
Kriteria menerapkan konsep  Sangat Tidak Agak . Sangat
No. PPRG kurang Terampil Terampil Terar;lpll Terampil
(1) (2) (3) (5)
1. Kemampuan menerapkan (%) 9,7 11,3 45,2 16,1 17,7
2.  Penguasaan Tehnik analisis (%) 19,4 25,8 43,5 9,7 1,6
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Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat
disimpulkan bahwa rendahnya realisasi PPRG
dalam penyusunan program/kegiatan
pembangunan daerah Sumatera Utara juga
disebabkan oleh kondisi pengetahuan dan
ketrampilan/kemampuan (kompetensi) SDM
perencana OPD yang kurang memadai dalam
menerapkan PPRG. Temuan ini sejalan dengan
hasil penelitian terdahulu oleh Susiana (2015)
yang menemukan bahwa masih banyak kendala
dalam penerapan PPRG di Provinsi Papua dan DI
Yogyakarta, diantaranya adalah salah
pemahaman tentang gender, serta anggapan
bahwa analisis gender merupakan hal yang rumit
dan merepotkan. Hal ini menggambarkan bahwa
pengetahuan dan ketrampilan (kompetensi) SDM
perencana tentang PPRG di kedua provinsi
tersebut belum memadai.

Sedangkan  Setyawan, Firdausi dan
Rusmiwari (2018) menyampaikan bahwa
disamping faktor komitmen pimpinan, ternyata
faktor kompetensi perencana OPD juga
menyebabkan tidak diterapkannya PPRG di Kota
Batu, karena rotasi pegawai dan terputusnya
transfer pengetahuan. Pusudan (2017) juga
menemukan bahwa pelaksanaan PPRG di Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Provinsi Sulawesi Tengah belum
maksimal karena  sumberdaya manusia
pelaksanaannya kurang memahami konsep
gender dan PPRG.

Selanjutnya, Arismawati (2015)

menyampaikan bahwa SDM pelaksana PUG dari
SKPD ujicoba di Kabupaten Purworejo belum
seluruhnya berkompeten dalam menyusun
PPRG. Belum seluruhnya pelaksana PUG
memahami konsep gender, anggaran yang
responsif gender, regulasi PUG, dan belum
seluruhnya trampil dalam melakukan analisis
GAP dan menyusun GBS. Hal ini dapat dilihat dari
masing-masing SKPD yang baru dapat
melakukan analisis GAP dan menyusun GBS pada
satu kegiatan saja.

Selain pengetahuan dan ketrampilan,
kompetensi juga berkaitan dengan sikap diri atau
kemauan. Sikap atau kemauan perencana sangat
penting dalam menerapkan PPRG. Bagaimana

sikap atau kemauan aparat perencana
memandang pentingnya penerapan PPRG dalam
program/kegiatan  pembangunan, disajikan

sebagai berikut: 1) 1,6% menganggap Sangat
Tidak Penting; 2) 1,6% menganggap Tidak
Penting; 3) 24,2% menganggap Agak Penting; 4)
27,4% menganggap Penting; dan 5) 45,2%
menganggap Sangat Penting.

Sementara sikap atau pendapat para aparat
perencana terhadap perlunya ada tempat
berkonsultasi untuk meningkatkan pengetahuan
dan ketrampilan guna penerapan PPRG yang
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dapat diakses setiap waktu sesuai keperluan,
disajikan sebagai berikut: 1) 1,6% merasa Sangat
Tidak Perlu; 2) 3,2% merasa Tidak Perlu; 3) 14,5
% merasa Agak Perlu; 4) 32,3% merasa Perlu;
dan 5) 48,4% merasa Sangat Perlu. Berdasarkan
temuan tersebut terlihat bahwa sikap sebagian
besar perencana memandang PPRG sangat
penting untuk mewujudkan program/kegiatan
yang responsif gender, dan merasa sangat perlu
adanya tempat konsultasi tentang PPRG yang
dapat dihubungi setiap waktu diperlukan.
Berkaitan dengan tempat konsultasi PPRG,
cara berkonsultasi yang diharapkan oleh
perencana sebagai berikut: 1) 53,2% secara
online; dan 2) 46,8% secara tatap muka. Hal ini
didukung dari temuan mengenai saran yang
disampaikan oleh responden yaitu agar
dilakukan peningkatan kompetensi
(pengetahuan dan ketrampilan) para perencana
OPD mengenai PPRA khususnya cara melakukan
analisis gender, yaitu Gender Analisis Pathway
(GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
Berdasarkan temuan di atas dapat dilihat
bahwa para perencana memandang PPRA sangat
penting dalam mewujudkan program/kegiatan
pembangunan yang responsif gender, dan
menganggap sangat perlu adanya tempat
konsultasi mengenai PPRG yang dapat dihubungi
setiap hari atau setiap dibutuhkan, baik secara
online maupun tatap muka. Kondisi tersebut
menggambarkan bahwa dari sisi sikap atau
kemauan untuk dapat menerapkan PPRG
umumnya cukup baik, sehingga upaya
meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan/kemampuan (kompetensi) dengan

membentuk tempat konsultasi PPRG dapat
diharapkan akan berjalan lancar.
Guna meningkatkan implementasi

pengarusutamaan gender dalam pembangunan
daerah Sumatera Utara, perlu menerapkan PPRG
pada setiap program/kegiatan pembangunan
setiap tahunnya. Oleh karena sumberdaya
manusia memegang peranan penting dalam
pencapaian tujuan organisasi, maka untuk itu
diperlukan kompetensi sumberdaya manusia
perencana yang tinggi yaitu yang memiliki
kepekaan, pengetahuan dan ketrampilan analisis
gender (GAP dan GBS).

Mengingat kondisi kompetensi SDM
tersebut kurang memadai untuk menerapkan
PPRG, diperlukan wadah konsultasi yang dapat
dihubungi setiap waktu yang dibutuhkan. Untuk
itu perlu dibangun Klinik  Konsultasi
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender, yang dirancang dapat diakses secara
online maupun offline (langsung/tatap muka).
Dengan demikian, diharapkan akan terjadi
Peningkatan Kompetensi SDM Perencana melalui
Klinik Konsultasi Perencanaan dan
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Penganggaran yang Responsif Gender dalam
rangka peningkatan implementasi PUG dalam
pembangunan daerah Sumatera Utara.

Perlunya peningkatan kompetensi SDM
perencana ini sejalan dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Safitri dan Edison (2020) di
Provinsi Kepulauan Riau, yang menyampaian
antara lain bahwa sumberdaya manusia di OPD
belum semua konsisten untuk mengintegrasikan
PPRG dalam rencana kerja tahunan, sehingga
disarankan untuk keberlangsungan pelaksanaan
PPRG perlu melakukan penguatan kapasitas SDM
secara progresif terutama bagi focal point OPD
dan Pokja PUG Kab/Kota, juga mengintegrasikan
PPRG dalam proses pembangunan, dengan
memaksimalkan fungsi coaching clinic untuk
penyusunan GAP dan GBS.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000
yang merupakan dasar dari keharusan untuk
mengimplementasikan pengarusutamaan gender
dalam pembangunan memuat 7 komponen kunci
yang merupakan prasyarat dalam pelaksanaan
PUG yaitu: 1) Komitmen; 2) Kebijakan; 3)
Kelembagaan; 4) Sumberdaya; 5) Data Terpilah;
6) Alat Analisis; dan 7) Partisipasi masyarakat.
Sumberdaya dalam implementasi PUG adalah
sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan,
pengetahuan dan ketrampilan analisis gender,
serta sumberdaya anggaran yang memadai untuk
mengimplementasikan PUG.

Mengadaptasi teori Adopsi Inovasi Rogers
dan Komunikasi Intrapersonal (dalam diri
manusia), bahwa dalam mengadopsi suatu
inovasi atau pengetahuan/cara baru terjadi
tahapan proses dalam diri manusia, secara
berurutan yaitu: 1) tahap Mengetahui; 2) tahap

(R. Sabrina)

Tertarik/Minat; 3) tahap Menilai/Menimbang; 4)
tahap Mencoba; dan 5) tahap Mengadopsi.
Tahapan-tahapan tersebut  berlangsung
bertingkat, sehingga dalam suatu penyampaian
inovasi/hal baru yang diharapkan untuk dapat
diadopsi atau  dilakukan, maka perlu
memperhatikan tahapan tersebut yaitu di tahap
mana  peserta/sasaran berada, sehingga
peserta/sasaran terhindar dari rasa bosan atau
bingung.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap
orang/sasaran tentunya mempunyai tingkat
pengetahuan dan ketrampilan yang berbeda,
sehingga materi dan metoda penyampaian
informasi (pelatihan) harusnya disesuaikan
dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan
sasaran tersebut mengenai hal yang akan
disampaikan/dilatihkan. = Contohnya, dalam
pelatihan Bahasa Inggris, diawali dengan
Placement Test untuk menempatkan peserta
pada kelompok yang sesuai dengan tingkat
pengetahuan/ketrampilannya dalam Bahasa
Inggris. Dengan demikian, proses transfer
pengetahuan/ketrampilan dimaksud akan lebih
efektif.

Pada pelaksanaan Klinik Konsultasi PPRG
ini, dapat disolusi masalah perbedaan tingkat
pengetahuan/ketrampilan aparat perencana
mengenai PPRG orang per orang, dimana aparat
perencana yang ingin ditingkatkan
pengetahuan/ketrampilannya tersebut dapat
mendiskusikan sejauh mana pemahamannya dan
apa masalah yang dirasakannya. Dengan begitu
yang bersangkutan akan dapat dilatih/dibimbing
sesuai dengan tingkat pengetahuan/ketrampilan
dan kebutuhannya masing-masing.

Tabel 3. Perbandingan Efektifitas Pelatihan, Coaching Clinic dan Klinik Konsultasi

No. Item Pelatihan Coaching Clinic Klinik Konsultasi
1. Waktu 3-5 hari/paket, 3 hari/paket, dan maks. 1-  Setiap hari kerja sepanjang
pelaksanaan dan maks. 1-2 2 paket/tahun tahun
paket/tahun
2. Jumlah peserta Maks. 40 Maks. 15 orang/hari Sebanyak orang yang
orang/paket memerlukan
3. Materi yang Sama untuk Sesuai kebutuhan (tingkat  Sesuai kebutuhan (tingkat

disampaikan semua peserta pengetahuan/ketrampilan) pengetahuan/ketrampilan)
peserta peserta
4. Cara/tujuan 75% 50% pengetahuan 30% pengetahuan
peningkatan pengetahuan 50% ketrampilan 70% ketrampilan, atau

25% ketrampilan

Sesuai kebutuhan

5. Kebutuhan
Biaya

Harus tersedia
pada APBD

Harus tersedia pada APBD

Tidak harus tersedia pada
APBD, karena menjadi
bagian pelaksaan tugas
Bidang yang diemban
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Rancangan “Klinik Konsultasi Perencanaan

dan Penganggaran yang Responsif Gender”
adalah sebagai berikut:

1.

Nama  kegiatan: Klinik ~ Konsultasi
Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender.

Penanggung jawab: Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Sumatera Utara selaku Sekretaris

Tim Sekretariat PPRG Provinsi Sumatera

Utara (atas nama Sekretariat PPRG

Sumatera Utara).

Lokasi klinik konsultasi: Kantor Dinas

Pemberdayaan perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi

Sumatera Utara.

Tugas/kegiatan klinik konsultasi adalah

memberikan konsultasi kepada perencana

OPD dalam rangka:

a. Meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman tentang PPRG dan
kesadaran akan pentingnya menerapkan
PPRG dalam penyusunan
program/kegiatan pembangunan.

b. Meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan/kemampuan tentang
Teknik Gender Analysis Pathway (GAP)
dan Gender Budget Statement (GBS).

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas
pengisian form GAP dan GBS
program/kegiatan pembangunan.

Bentuk konsultasi : hybrid (online dan tatap

muka).

a) Secara Online, Kkonsultasi dilakukan
melalui aplikasi komputer. Untuk itu
dibangun aplikasi komputer dengan
kebutuhan atau memuat program antara
lain:

- Ruang Interaksi pelanggan (Tanya-
Jawab, Diskusi, Pesan, Tanggapan,
Permintaan reservasi (appointment)
untuk dijadwalkan temu muka, dan
Jawaban), untuk OPD Provinsi.

- Ruang Form Gender Analysis Pathway
(GAP) yang dilengkapi dengan
pedoman langkah kerjanya, untuk
OPD Provinsi (username Kepala OPD,
username masing-masing bidang
atau bagian, program/kegiatan yang
akan dianalisis, langkah demi
langkah analisis dengan petunjuk
pengisiannya secara rinci)

- Ruang Form  Gender Budget
Statement (GBS) yang dilengkapi
dengan pedoman langkah kerjanya,
untuk OPD Provinsi (username
Kepala OPD, username masing-
masing  bidang atau  bagian,
program/kegiatan yang akan
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dianalisis, langkah demi langkah
analisis dengan petunjuk
pengisiannya secara rinci).

- Ruang Interaksi pelanggan (Tanya-
Jawab, Diskusi, Pesan, Tanggapan,
Permintaan reservasi (appointment)
untuk dijadwalkan temu muka, dan
Jawaban), untuk Kabupaten/Kota.

- Ruang Form Gender Analysis Pathway
(GAP) yang dilengkapi dengan
pedoman langkah kerjanya, untuk
OPD Kabupaten/Kota (username

Kepada OPD, username masing-
masing bidang atau  bagian,
program/kegiatan yang akan
dianalisis, langkah demi langkah
analisis dengan petunjuk
pengisiannya secara rinci).

- Ruang Form Gender  Budget

Statement (GBS) yang dilengkapi
dengan pedoman langkah kerjanya,
untuk OPD Kabupaten/Kota
(username Kepala OPD, username
masing-masing bidang atau bagian,

program/kegiatan yang akan
dianalisis, langkah demi langkah
analisis dengan petunjuk

pengisiannya secara rinci)

b) Secara Tatap Muka (offline), konsultasi
dilakukan langsung di tempat/klinik.
Kebutuhan operasional yang perlu
dipersiapkan berupa: Ruangan tempat
konsultasi; Meja konsultasi 1 buah,
dengan kursi konsultan 1 buah dan kursi
pelanggan 2 buah; Meja tempat
komputer/infokus (proyektor);
Komputer/laptop dan layar/screen/tv;
Rak file, referensi, kartu pelanggan;
Backdrop/board Nama Klinik; 3 orang
Staf/Petugas standby dari jam 07.30
sampai jam 16.00 secara bergantian
(07.30-10.00;  10.00-12.30;  13.30-
16.00), dari Staf Dinas PPPA yang sudah
menguasai materi dan methoda PPRG
dan didukung/didampingi oleh Pejabat
Dinas lainnya; dan 3 orang Konsultan
Ahli (on-call), dari pakar PPRG, baik dari
akademisi, LSM maupun perorangan.

Disain/lay-out Klinik Konsultasi. Apabila

ketersediaan ruangan yang tersedia

terbatas di Kantor Dinas PPPA, dapat
dimanfaatkan ruangan koridor/lorong
dalam kantor yaitu antara ruang-ruang
kerja pegawai. Lebar koridor/lorong yang
ada yaitu 2,5 meter dan panjang lebih dari

10 meter. Namun untuk tidak mengganggu

lalu lintas pegawai bekerja, maka Lorong

yang dimanfaatkan cukup dengan lebar 2,5
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meter dan panjang 3 meter pada bagian
paling ujung lorong.

KESIMPULAN

Implementasi pengarusutamaan gender di
Provinsi Sumatera Utara belum sesuai harapan,
dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai
hal tersebut yaitu persentase OPD yang
melaksanakan PPRA belum mencapai target
(57% dari target 60% di tahun 2020) dan
persentase Program/Kegiatan yang sudah
dianalisis GAP dan GBS masih sangat jauh dari
target (3% dari target 25%). OPD yang tercatat
telah melakukan PPRG pun rata-rata hanya
melakukan PPRG pada 1-2 program/kegiatan
saja dari seluruh program/kegiatan tahunan
OPD-nya. Keadaan ini disebabkan oleh
kurangnya komitmen pimpinan OPD dan
Sekretariat PPRG untuk mendorong, memantau
dan menerapkan sanksi terhadap rendahnya
realisasi PPRG atas program/kegiatan
pembangunan setiap tahunnya. Disamping itu,
juga disebabkan kurangnya pengetahuan dan
ketrampilan (kompetensi) SDM perencana di
OPD mengenai cara penyusunan PPRG (GAP dan
GBS). Kompetensi SDM perencana OPD belum
memadai untuk menerapkan PPRG dengan baik,
namun mempunyai kesadaran akan pentingnya
PPRG dalam penyusunan program/kegiatan
pembangunan, serta kemauan untuk
meningkatkan kompetensi dengan merasa
perlunya suatu tempat konsultasi yang dapat
dihubungi setiap waktu diperlukan, maka
dipandang perlu membangun tempat tersebut
yang dinamai “Klinik Konsultasi Perencanaan
dan Penganggaran yang Responsif Gender” guna
meningkatkan kompetensi SDM perencana OPD
dalam rangka mewujudkan implementasi
pengarusutamaan gender dalam pembangunan,
di Provinsi Sumatera Utara.

REKOMENDASI

1. Pimpinan OPD Provinsi Sumatera Utara dan
Sekretariat PPRG Daerah Sumatera Utara,
agar meningkatkan pembinaan, dorongan,
pemantauan dan pemberian reward and

punishment untuk meningkatkan
Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender terhadap

program/kegiatan pembangunan daerah.
2. Paraperencanadi OPD agar berupaya untuk

meningkatkan ~ kompetensinya  dalam
penerapan PPRG terhadap
program/kegiatan yang menjadi bidang
tugasnya.

3. Sekretariat PPRG, Kkhususnya Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak Provinsi Sumatera
Utara, agar membentuk dan
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mengoperasikan Klinik Konsultasi PPRG
sesuai dengan Rancangan Klinik Konsultasi
tersebut di atas.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor penentu keputusan memilih spin off atau konversi
dari sisi nasabah bank. Penelitian ini kemudian mengaitkannya dengan pengambilan kebijakan
yang tepat bagi pemegang saham bank untuk spin off atau konversi. Keputusan nasabah yang
diuji adalah pengaruh kompetensi karyawan, promosi bank, teknologi bank terhadap keputusan
memilih layanan Bank Syariah dengan religiusitas nasabah sebagai variabel moderasi. Penelitian
ini menggunakan analisis SEM PLS dengan mengambil kasus PT. Bank SUMUT yang menghadapi
pilihan untuk melakukan spin off atau konversi. Sampel penelitian sebanyak 83 (delapan puluh
tiga) orang nasabah diperoleh secara purposif dengan penyebaran angket ke seluruh kantor
cabang PT. Bank SUMUT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan teknologi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah memilih spin off atau konversi,
sedangkan variabel promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih layanan
bank syariah. Variabel religiusitas terbukti berpengaruh positif memoderasi keputusan nasabah
memilih layanan Bank syariah. Akan tetapi variabel religiusitas tidak mampu memoderasi
pengaruh kompetensi maupun tekhnologi terhadap keputusan memilih layanan syariah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila nasabah telah merasa nyaman dengan kompetensi
karyawan dan kualitas teknologi bank, maka keputusan nasabah memilih layanan syariah
menjadi rasional tanpa perlu mendapat penguatan dari religiusitas. Penelitian ini berimplikasi
merekomendasikan agar pemegang saham PT. Bank SUMUT yang memiliki Unit Usaha Syariah
mengambil kebijakan memilih untuk melakukan konversi daripada spin off.

Kata kunci: kompetensi, konversi, religiusitas, spin off, teknologi

ABSTRACT

This study aims to examine the determinants of the decision to choose a spin off or conversion
from the bank's customer side. This research then relates it to choose the right policy for bank
shareholders to spin off or convert. Customer decisions tested are the influence of employee
competence, bank promotions, bank technology on the decision to choose Islamic banking
services with customer religiosity as a moderating variable. This study uses SEM PLS analysis by
taking the case of PT Bank SUMUT which is facing the choice to spin off or convert. The research
sample of 83 customers was obtained purposively by distributing questionnaires to all branch
offices of PT bank SUMUT. The results showed that the competency and technology variables had
a positive and significant effect on the customer's decision to choose a spin off or conversion,
while the promotion variable had no effect on the customer's decision to choose Islamic banking
services. The religiosity variable is proven to have a positive effect on moderating the customer's
decision to choose Islamic bank services. However, the religiosity variable is not able to moderate
the influence of competence and technology on the decision to choose sharia services. This study
concludes that if customers feel comfortable with the competence of employees and the quality of
bank technology, then the customer's decision to choose sharia services becomes rational without
the need for reinforcement from religiosity. This research has the implication of recommending
that the shareholders of PT Bank SUMUT who own UUS make a policy of choosing to convert
rather than spin off.
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PENDAHULUAN
Regulasi Perbankan Syariah dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah mengamanatkan agar Bank
Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit
Usaha Syariah (UUS) di Indonesia wajib
memisahkan diri (spin off) dari bank induknya
selambatnya pada akhir Juni tahun 2023.
Pelaksanaan spin off lebih lanjut diatur melalui
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor
11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
PBI tahun 2009 kemudian diubah dengan PBI
No. 15/14/PBI1/2013, dan selanjutnya
dilengkapi dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) No. 59/P0JK.03/2020 tentang
persyaratan dan tata cara pemisahan UUS.
Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana
diatur di dalam POJK, dapat dilakukan dengan
cara: mendirikan Bank Umum Syariah (BUS)
baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS
kepada BUS yang telah ada. Selain dilakukan
pemisahan, pilihan lain adalah konversi BUK
pemilik UUS menjadi BUS. Akan tetapi Undang-
Undang (UU) Nomor 4 tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(PPSK) yang diterbitkan pada 12 Januari 2023
kemudian mengatur bahwa ketentuan spin off
menjadi BUS akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) selambatnya 6 (enam) bulan
setelah terbitnya UU PPSK ini. Dengan demikian,
OJK diberikan tenggang waktu selambatnya
pada tanggal 12 Juli 2023, mengatur kembali
perihal spin off ini. Sangat mungkin pengaturan
tentang jatuh temponya kewajiban spin off
nantinya akan dikaitkan dengan kesiapan
masing-masing BUK memenuhi beberapa
persyaratan kelayakan apabila melakukan
pemisahan UUS, baik menyangkut kecukupan
permodalan, teknologi maupun SDM.
Mencermati kinerja bank hasil spin off, para
peneliti menyimpulkan bahwa spin off bukanlah
pilihan yang tepat. Penelitan Nur Rianto Al Arif
et al. (2017) menyimpulkan bahwa bank hasil
spin off tidak mampu mendorong peningkatan
kinerjanya. Penelitian M. Al Arif (2018),
mengidentifikasi 3 (tiga) alasan penyebab bank
hasil spin off tidak memiliki kinerja yang baik,
yaitu: pertama, aset yang dimiliki saat spin off
adalah aset yang kecil, karena pecahan dari bank
induk; kedua, diperlukan tambahan modal yang
besar untuk memenuhi sarana dan prasarana di
saat spin off; ketiga, setelah dilakukan
pemisahan, bank hasil spin off perlu tetap
melakukan konsolidasi dengan bank induknya.
Kesimpulan yang sama didapati Yuspin,
(2019), yaitu bank spin off tidak dapat optimal
menjalankan usahanya. Temuan yang sama oleh
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Haribowo (2016) menunjukkan, bahwa dalam
perjalanan UUS kesulitan untuk mencapai aset
50% dari asset induknya. Karena itu jikapun
memisahkan diri dari bank induknya, maka bank
yang memisahkan diri ini hanya menjadi bank
kecil saja, yang tidak dapat memberikan
pelayanan yang bersaing. UU Perbankan Syariah
tahun 2008 memberikan pilihan alternatif yaitu
konversi (Usman Arshad, Yusoff, and Tahir
2016).

Konversi adalah perubahan kegiatan usaha
BUK menjadi BUS. Pilihan konversi sangat
bergantung pada kebijakan pemegang saham
(Rafay and Sadiq, 2015). Konversi menjadi BUS
lebih menguntungkan (Hilman, 2018). Risiko
konversi menjadi perbankan syariah akan lebih
rendah (Alani and Yaacob, 2012). Konversi BUK
menjadi BUS adalah pilihan terbaik bagi Bank
Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di
Indonesia karena memiliki banyak keunggulan
dibandingkan dengan Spin - off. (Arif et al., 2018;
Sarifudin & Faturohman, 2017).

Beberapa keunggulan konversi, yaitu:
nasabah konvensional tetap dapat dilayani,
walaupun sudah menjadi perbankan syariah
(Sole, 2007). Dengan melakukan konversi, Bank
Syariah hasil konversi tidak bermasalah dari sisi
modal, sehingga menciptakan kepercayaan serta
menjaga nasabah yang sudah ada (Ahmed and
Hussainey, 2015). Selanjutnya infrastruktur
yang ada pada BUK dapat digunakan oleh BUS
hasil konversi. Dari sisi operasional dan
keuangan, para peneliti di atas sepakat bahwa
pilihan kebijakan konversi lebih baik daripada
spin-off. Akan tetapi belum terdapat penelitian
yang menganalisis kecenderungan keputusan
nasabah memilih layanan Bank Syariah dari
aspek-aspek  kompetensi  pegawai  bank,
promosi, teknologi dan religiusitas terhadap
keputusan nasabah dalam kasus pemilihan Spin
off atau konversi. Untuk menganalisis
kecenderungan ini, maka salah satu pendekatan
teori yang relevan adalah Theory of Reasoned
Action (TRA).

TRA atau teori tentang alasan dalam
bertindak didasarkan pada proposisi bahwa
perilaku individu ditentukan oleh niat
berperilaku individu (behavioral intention)
(Fishbein and Ajzen, 1975). Niat berperilaku
adalah fungsi sikap seseorang terhadap perilaku
(Attitude toward behavior) dan Norma Subjektif
(Subjective Norm). Ajzen (1985) memperluas
TRA dengan memasukkan konstruk lain, yaitu
kesadaran mengontrol perilaku (perceived
behavior control).

Teori yang diperluas ini adalah Theory of
Planned Behavior (TPB), yaitu kontrol terhadap



perilaku yang mengacu pada persepsi tentang
kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku
yang dikehendaki (Sheppard, Hartwick, and
Warshaw, 1988). Perceived behavioral control
adalah fungsi kontrol yang didasarkan
kepercayaan (control belief) dan fasilitasi yang
dirasakan (perceived facilitation). Fasilitasi yang
dirasakan adalah penilaian seseorang tentang
pentingnya upaya untuk mencapai hasil yang
dikehendaki (Ajzen and Madden, 1986).

Penerapan TRA dan pengembangan TPB
pada institusi perbankan adalah penting diteliti,
karena relevan digunakan untuk menganalisis
perilaku nasabah Muslim maupun non-Muslim
dalam  memutuskan  pemilihan  layanan
perbankan syariah. Artikel ini akan mengungkap
pengaruh kompetensi karyawan, promosi dan
teknologi  karyawan terhadap keputusan
memilih layanan syariah, dengan religiusitas
sebagai variabel moderasi.

Kompetensi adalah kinerja individu yang
unggul berupa, pengetahuan, keterampilan,
kemampuan berkomunikasi atau beberapa
aspek lain dari citra diri atau peran sosial
seseorang (M. M. Ali, Azam, and Ghani, 2019).
Sukses organisasi maupun bisnis ditentukan
oleh kompetensi sumber daya manusia di dalam
organisasi itu (Mahmood and Mohd Shafiai,
2013). Salah satu kompetensi karyawan adalah
kemampuan  menjelaskan  produk yang
dimilikinya (Prahalad and Hamel, 1990).

Kompetensi pegawai menciptakan
keunggulan kompetitif perbankan syariah
(Nimsith, Rifas, and Cader, 2016). Terdapat
hubungan positif antara kompetensi sumber
daya manusia dalam menyampaikan dan
menjelaskan produk perbankan syariah dengan
keputusan nasabah memilih suatu produk
(Souiden and Rani, 2015). Kompetensi pegawai
akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi
perbankan syariah (Nimsith, Rifas, and Cader,
2016). Terdapat hubungan positif dan signifikan
antara komunikasi dalam praktek dan persepsi
tingkat kepuasan pelanggan (Parajuli, Paudel,
and Devkota, 2020). Hipotesis pertama
penelitian  ini  yaitu; Hi:  Kompetensi
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
memilih layanan bank syariah.

Promosi adalah cara yang digunakan untuk
memperluas dan meningkatkan pangsa pasar
organisasi  bisnis. Promosi adalah cara
menawarkan  keunggulan  produk  yang
ditawarkan kepada konsumen akhir. Promosi
adalah bagian penting dari kebijakan organisasi,
yang senantiasa perlu dikembangkan sebagai
antisipasi menghadapi ketatnya persaingan
dengan organisasi bisnis lain. Promosi adalah
sarana yang digunakan untuk menjangkau
konsumen yang disasar untuk menciptakan
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permintaan pelanggan (Al-Sharif, Qwader, and
Fattah Al-Slehat, 2017).

Promosi sangat mempengaruhi posisi
produk untuk menuju target pasar yang telah
ditetapkan (M. Singh, 2012). Terdapat hubungan
yang positif antara promosi dengan peningkatan
market share bank syariah, sebagaimana
pengalaman bank-bank syariah di Yordania (Al-
Sharif, Qwader, and Fattah Al-Slehat, 2017).
Hipotesis kedua penelitian ini yaitu; H2: Promosi
berpengaruh signifikan terhadap keputusan
memilih layanan bank syariah.

Religiusitas  adalah
menunjukkan Kkeimanan, kesalehan ataupun
kesucian  (Holdcroft, 2006). Religiusitas
dikaitkan dengan pengamalan terhadap ajaran

perilaku  yang

agama yang dianut. Karena itu agama
berpengaruh penting dalam semua aspek
kehidupan termasuk dalam pengambilan

keputusan dalam memilih layanan (Agarwala,
Mishra, and Singh, 2019). Agama mendukung
penerapan teknologi, dan semua perubahan
yang mungkin terjadi.

Religiusitas konsumen berpengaruh
terhadap keputusan memilih produk (Razzaque
M and & Chaudhry S, 2013). Pada kalangan
konsumen Muslim, religiusitas berpengaruh
terhadap adopsi penggunaan teknologi baru
(Ansari, 2014). Religiusitas memiliki peran
memoderasi adopsi teknologi dalam bisnis (B.
Ali, Baluch, and Udin, 2015). Hipotesis ketiga
penelitian ini yaitu; Hs: Religiusitas mampu
memoderasi keputusan nasabah memilih
layanan bank syariah.

Teknologi dalam bisnis perbankan adalah
model bisnis untuk menerapkan otomasi
teknologi dalam memberikan layanan keuangan
kepada para nasabahnya (Arner, Barberis, and
Buckley, 2015; Varga, 2017). Terdapat
hubungan positif antara penerapan teknologi
dengan nilai perusahaan dimata pelanggan.
Melalui teknologi nasabah dapat mengakses
layanan bank dengan mudah (Kauffman and
Riggins 2012; V. Singh and Padhi, 2015).
Teknologi perbankan syariah akan
mempengaruhi  sikap  konsumen  untuk
menggunakan bank (Jaffar and Musa, 2016;
Su’un et al., 2018). Hipotesis ke-empat penelitian
ini yaitu; H4: Teknologi berpengaruh signifikan
terhadap keputusan memilih layanan bank
syariah.

Nasabah yang religius memberi perhatian
terhadap produk yang sesuai dengan syariah
(Metawa and Almossawi, 1998). Keputusan
dalam memilih perbankan syariah ditentukan
oleh kompetensi karyawan dalam memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada pengguna
jasa (Nimsith, Rifas, and Cader, 2016). Penelitian
ini akan menguji hipotesis ke-lima; Hs:
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Religiusitas memoderasi pengaruh kompetensi
terhadap keputusan.

Pemasar perusahaan perlu
mempertimbangkan pelanggan religius dalam
melakukan promosi, karena pelanggan yang
religius sangat kritis terhadap standar moral,
karena itu produk yang dipromosikan harus
sesuai dengan standar moral. Religiusitas
memoderasi promosi terhadap Kkeputusan
pelanggan (Hopkins, Shanahan, and Raymond
2014). Penelitian ini akan menguji hipotesis ke-
enam; He: Religiusitas memoderasi pengaruh
promosi terhadap keputusan penggunaan jasa
bank syariah.

Adopsi tekhnologi mempengaruhi minat
konsumen dalam memilih perbankan(Ansari,
2014). Religiusitas memoderasi adaptasi
teknologi terhadap penggunaan jasa (B. Alj,
Baluch, and Udin, 2015). Penelitian ini akan

menguji hipotesis ke-tujuh; H7: Religiusitas
memoderasi pengaruh teknologi terhadap
keputusan.

Penelitian ini akan menguji konsistensi
theory of reasoned behavior (Fishbein and Ajzen,

1975), dan pengembangannya, the theory of
planned  behavior (Ajzen, 1987), dalam
implementasinya di  bank yang akan

memutuskan spin off atau konversi. Keputusan
nasabah ini dapat menjadi salah satu dasar
pertimbangan kebijakan spin of atau konversi.
Penelitian ini menjadi lebih spesifik dengan

menambahkan variabel religiusitas sebagai
variabel moderasi untuk menguji apakah
religiusitas mampu memperkuat pengaruh

variabel eksogen terhadap variabel endogen.
Penelitian ini menjadi penting, untuk
mempertimbangkan aspek arah kecenderungan
para nasabah memilih spin off atau konversi.
Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi
pemerintah daerah dan kota selaku pemegang
saham Bank yang memiliki UUS, untuk
memutuskan kebijakan spin off atau konversi.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
Lokasi penelitian adalah PT Bank SUMUT,
meliputi kantor pusat dan seluruh Kkantor
cabangnya baik cabang konvensional maupun
cabang syariah. Pemilihan PT Bank SUMUT
sebagai sebagai sampel adalah karena PT Bank
SUMUT memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), yang
berada dalam pertimbangan untuk memenubhi
ketentuan tentang spin off. Populasi dalam
penelitian ini adalah nasabah perbankan Bank
Sumut konvensional dan Bank Sumut Syariah.
Agama responden terdiri dari yang beragama
Islam maupun Kristen. Metode pemilihan
sampel bersifat Accidental Sampling.
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Jumlah populasi nasabah Bank Sumut
Konvensional sebanyak 2,881,710 orang dan
nasabah Bank Sumut Syariah sebanyak 198,032
orang. Sampel minimal yang digunakan untuk
PLS-SEM adalah 30-100 (Chin et al, 2003).
Sebagaimana penelitian ini menggunakan Smart
PLS, maka dengan sampel sebanyak 83 sampel,
telah memenuhi kriteria kecukupan menurut
Chin et al. (2003). Penelitian dilakukan selama
12 (dua belas) bulan, yaitu bulan Januari 2022
sampai Desember 2022.

Penelitian ini terdiri dari 5 variabel. Pada
awalnya terdiri atas 33 indikator. Setelah
pengujian outer loading, maka indikator yang
yang memenuhi syarat tersisa 27 indikator.
Variabel eksogen terdiri dari: kompetensi
karyawan, promotion bank, dan teknologi bank.
Variabel religiusitas adalah variabel moderasi,
sedangkan variabel keputusan memilih layanan
syariah adalah variabel endogen.

Variabel = kompetensi  (CPT01-CPT06)
memiliki 6 indikator, yaitu: 1) karyawan mampu
menjelaskan produk; 2) karyawan menguasai
teknis perbankan; 3) karyawan mampu
mempengaruhi nasabah; 4) karyawan mampu
meyakinkan nasabah; 5) karyawan menguasai
prinsip syariah; dan 6) karyawan bank syariah
mampu  memotivasi nasabah.  Variabel
promotion (PRO01-PRO06) memiliki 6 (enam)
indikator, yaitu: 1) promosi instagram; 2)
promosi facebook; 3) promosi whatsapp; 4)
promosi televisi; 5) promosi radio; dan 6)
promosi internet.

Variabel teknologi (FAC01-FACO07),
memiliki 7 indikator, yaitu: 1) fasilitas check
saldo melalui internet banking; 2) fasilitas
transaksi melalui internet banking; 3) fasilitas
transfer internet banking; 4) fasilitas akses
melalui smart phone; 5) fasilitas transfer via
mobile banking; 6) fasilitas pembelian melalui
internet banking; dan 7) fasilitas melihat saldo
melalui mobile banking. Variabel religiusitas
(REGO1-REGO02) sebagai variabel moderasi
terdiri dari 2 indikator, yaitu: 1) kesesuaian
agama dengan pilihan konversi, dan 2)
kesesuaian agama dengan pilihan spin off.
Variabel endogen keputusan (DEC01-DEC06),
terdiri dari 6 indikator, yaitu: 1) praktek tanpa
bunga; 2) praktek terhindar dari bunga
berganda; 3) metode bagi hasil; 4) bermanfaat;
5) berbasis syariah; 6) akad sesuai syariah; dan
7) layanan berbasis syariah.

Penelitian ini menggunakan Kkuesioner
dengan 2 bagian dimana pada bagian pertama
merupakan karakteristik/demografi responden,
pada bagian kedua merupakan pernyataan yang
akan dijawab oleh responden dengan
menggunakan skala likert. Skala likert terdiri
dari: 1) sangat tidak setuju; 2) tidak setuju; 3)



cukup setuju; 4) setuju; dan 5) sangat setuju.
Sebelum kuesioner dibagikan ke responden,
kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya.

Sebagai  penelitian dengan  analisis
Structural Equition Model, maka penelitian ini
menguji Inner model berupa Hipotesis (Hi, Ho,
Ha), yaitu pengaruh langsung variabel eksogen
(Kompetensi, Promotion, dan Teknologi)
terhadap variabel endogen (Keputusan).
Penelitian ini akan menguji apakah variabel
religiusitas selaku variabel moderasi mampu
memperkuat pengaruh variabel kompetensi,
promosi dan tekhnologi (Hs, Hs dan Hv)
terhadap keputusan memilih layanan syariah.
Selanjutnya penelitian ini menguji apakah
variabel religiusitas mampu memoderasi
variabel keputusan (Hz).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik  Partisipan.  Partisipan
penelitian ini memiliki rentang usia antara 25
sampai dengan 64 tahun, distribusi berdasarkan
umur disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Partisipan (nasabah)
berdasarkan kelompok usia

Number  Keterangan Jumlah Persentase
(tahun) (jiwa) (%)
1 25 sampai 34 56 67
2 35 sampai 44 18 22
3 45 sampai 54 7 8
4 55 sampai 64 2 3
Jumlah 83 100

Sumber: Data penelitian (2021)

Berdasarkan kelompok wusia partisipan,
mayoritas partisipan berada pada usia 25-34
tahun, yaitu sebanyak 56 orang (67%).
Berikutnya pada usia 35-44 tahun sebanyak 18
orang (22%). Usia partisipan ini menunjukkan
bahwa nasabah Bank Sumut adalah pada usia
produktif dan terdidik. Partisipan penelitian
terdiri dari kalangan nasabah yang dilayani
Bank Sumut Konvensional dan juga nasabah
yang dilayani Unit Usaha Syariah.

Distribusi partisipan berdasarkan layanan
bank yang diperolehnya disajikan pada tabel 2.
Berdasarkan tabel 2, tampak responden dari
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nasabah Bank Sumut Konvensional sebanyak 39
orang (47%), dan dari Nasabah Bank Sumut
Syariah sebanyak 44 orang (53%).

Tabel 2. Distribusi Partisipan Berdasarkan
Layanan Bank
Number  Keterangan Jumlah Persentase

(jiwa) (%)
1 Nasabah 39 47
Bank
Konvensional
2 Nasabah Unit 44 53
Usaha
Syariah
Jumlah 83 100

Sumber: Data penelitian (2021)

Partisipan penelitian berdasarkan agama
yang dianut disajikan pada tabel 3. Partisipan
yang beragama Islam pada tabel 3 di atas
berjumlah 49 orang (59%), sedangkan
partisipan dari agama Kristen (Protestan dan
Katolik) berjumlah 34 orang (41%).

Tabel 3. Distribusi Partisipan Berdasarkan

Agama
Number  Keterangan Jumlah  Persentase
(jiwa) (%)
1 Islam 49 59
2 Kristen 34 41
(Protestan +
Katolik)
Jumlah 83 100

Sumber: Data penelitian (2021)

Deskripsi Jawaban Partisipan.
Pertanyaan yang diajukan kepada responden
yang beragama Islam dan Kristen tentang
persetujuan mereka jika dilakukan konversi,
mendapat jawaban seperti disajikan pada tabel
4. Berdasarkan tabel 4, tampak bahwa apabila
dijumlahkan  distribusi  frekwensi  yang
menyetujui untuk konversi dari kalangan
beragama Islam sebanyak 46 orang dan dari
kalangan Kristen sebanyak 6 orang. Total yang
setuju konversi sebanyak 52 orang (62%). Yang
tidak setuju konversi terdiri pula dari kalangan
Kristen sebanyak 29 orang dan dari kalangan
Islam 2 orang. Total persentase partisipan yang
tidak setuju konversi sebanyak 37%.

Tabel 4. Jumlah nasabah berdasarkan agama dan persetujuan konversi

Number Keterangan Jumlah (jiwa) Persentase (%)
1 Islam setuju 46 55
2 Kristen protestan+ katolik setuju 6 7
3 Kristen Protestan +Katolik tidak setuju 29 35
4 Islam tidak setuju 2 2
Jumlah 83 100

Sumber: Data penelitian (2021)
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Tabel 5. Jumlah nasabah berdasarkan agama dan persetujuan spin off

Number Keterangan Jumlah (jiwa) Persentase (%)
1 Islam setuju 38 46
2 Protestan + Katolik, setuju 26 31
Protestan + Katolik, tidak setuju 9 11
3 Islam tidak setuju 10 12
Jumlah 83 100

Sumber: Data penelitian (2021)

Kepada nasabah yang sama kemudian
diajukan pertanyaan tentang pendapat mereka
jika dilakukan spin off, maka jawaban partisipan
berdasarkan agama dan persetujuan spin off
disajikan pada tabel 5. Tabel 5 menunjukkan
dari kalangan beragama Islam mendukung spin
off sebanyak 38 orang dan dari kalangan Kristen
setuju sebanyak 26 orang. Total menyetujui
adalah 64 orang (77%).

Berdasarkan jumlah yang mendukung
konversi sebanyak 52 orang (62%) dan
mendukung spin off sebanyak 64 orang (77%),
maka dapat diperhitungkan terdapat 38 orang
(46%) yang mendukung konversi sekaligus
mendukung spin-off. Berdasarkan temuan ini,
maka dapat disimpulkan bahwa nasabah dapat
menerima jika Bank Sumut melakukan konversi
ataupun spin off.

Jawaban para nasabah yang mengisi
kuesioner terhadap kompetensi karyawan
disajikan pada tabel 6. Tabel 6 menyajikan
temuan, bahwa para nasabah menilai indikator
keunggulan kompetensi pegawai pada rata-rata
skala 3.8 untuk 2 (dua) indikator kompetensi
pegawai, yaitu: 1) “kemampuan pegawai bank
menjelaskan produk”, dan 2) “kompetensi
pegawai memotivasi nasabah”. Selanjutnya
nasabah menilai kompetensi pegawai berupa: 1)
“kemampuan memberikan pelayanan yang
cepat”, dan 2) “kemampuan meyakinkan
nasabah” berada pada rara-rata skala 3.75.
Pengisian kuesioner para nasabah terhadap
teknologi informasi Bank Sumut disajikan pada
tabel 7.

Tabel 6. Kompetensi Karyawan

Sangat

Tidak Tlda_k Cukgp Setuju Sang_at Rata
No. Pernyataan Setuiu Setuju Setuju 4) Setuju -
) @) 3) ) rata
1)
1 Mampu menjelaskan produk 6% 4% 17% 52% 22% 3.80
2 Menguasai tekhnis Perbankan 7% 8% 16% 45% 24% 3.70
3 Mampu melayani dengan cepat 5% 7% 18% 48% 22% 3.75
4  Mampu meyakinkan nasabah 5% 10% 13% 51% 22% 3.75
5  Menguasai prinsip syariah 5% 10% 17% 46% 23% 3.72
6  Mampu memotivasi nasabah 4% 8% 17% 47% 24% 3.80
Sumber: Data penelitian (2021)
Tabel 7. Teknologi
Sangat .
. Tidak Cukup . Sangat Rata
Tidak . . Setuju .
No. Pernyataan Setuiu Setuju  Setuju ) Setuju -
) 2) 3) (5) rata
©)
1 _Pengecekan saldo melalui 10% 6% 8% 55% 20% 371
internet
2 Bertransaksi internet banking 6% 5% 8% 57% 24% 3.88
3 Transfer antar bank melalui 50 4% 1% 54% 27% 3.94
internet
4 Install aplikasi melalui 4% 6% 1% 43% 36% 4.02
smartphone
5 Transfer dana melalui mobile 4% 4% 7% 51% 35% 410
banking
6 Pemk?ellan melalui mobile 4% 4% 8% 52% 33% 406
banking
7 Melihat saldo melalui mobile 2% 4% 7% 53% 34% 412

banking

Sumber: Data penelitian (2021)
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Pada sisi teknologi, para nasabah
mengunggulkan indikator “kemudahan melihat
saldo melalui mobile banking” dengan rata-rata
skala 4.12, selanjutnya “transfer dana melalui
mobile banking” dengan rata-rata 4.10. Penilaian
para nasabah terhadap promosi Bank Sumut
disajikan pada tabel 8. Tabel 8 menampilkan
media promosi Bank Sumut yang paling banyak
digunakan adalah “promosi melalui internet”

dengan rata-rata skla 3.4, diikuti dengan
“promosi melalui Instagram.”

Penilaian nasabah terhadap indikator
religiusitas disajikan pada tabel 9 yang

menyajikan bahwa rata-rata kesesuaian untuk
memilih konversi memiliki skala yang lebih
tinggi, yaitu 3.93, sedangkan memilih spin off
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rata-rata pada skala 3.90. Ini menunjukkan
keputusan nasabah memilih konversi ataupun
spin off adalah relatif sama. Apabila dijumlahkah
partisipan yang setuju dan sangat setuju
konversi, maka jumlahnya adalah 77%
sedangkan penjumlahan yang setuju spin off dan
sangat setuju spin off adalah 78%.

Penilaian nasabah terhadap Indikator
Keputusan disajikan pada tabel 10. Berdasarkan
tabel 10 terlihat bahwa Keputusan nasabah
didominasi indikator “produk tidak berbasis
bunga” dengan rata-rata skala 4.14 selanjutnya
disusul dengan “metode bagi hasil” dengan rata-
rata 4.13.

Tabel 8. Promosi

Sangat Tidak Cukup Setuiu Sangat Rata
No Pernyataan Tidak Setuju Setuju ( 4)] Setuju -
Setuju (1) (2) 3) (5) rata
1 Melalui Televisi 12% 20% 20% 37% 10% 3.12
2 Melalui facebook 13% 16% 28% 35% 8% 3.10
3 Melalui whatsapp 13% 18% 19% 39% 11% 3.16
4 Mellaui instagram 10% 14% 22% 43% 11% 3.31
5 Melalui radio 13% 18% 24% 34% 11% 3.11
6 Melalui internet 4% 18% 27% 39% 13% 3.40
Sumber: Data penelitian (2021)
Tabel 9. Religiusitas
Sa.ngat Tidak Cukup . Sangat Rata
Tidak . . Setuju :
No. Pernyataan Setuju Setuju Setuju @) Setuju -
1) (2) 3 (5) rata
1 Ajaran agama sesuai untuk 8% 7% 8% 359 42% 3.93
konversi
2 Ajaran agama sesuai untuk spin off 7% 7% 8% 42% 36% 3.90
Sumber: Data penelitian (2021)
Tabel 10. Keputusan
Sa_ngat Tidak Cukup . Sangat Rata
Tidak . . Setuju .
No. Pernyataan Setuiu Setuju Setuju 4) Setuju -
) (2) 3) (5) rata
(1)
1  Produk tidak berbasis bunga 5% 7% 11% 33% 45% 4.05
2 Menggunakan metode bagi hasil 4% 5% 12% 34% 46% 4.13
3  Tidak ada denda 4% 6% 7% 39% 45% 4.14
4  Lebih berkeadilan 4% 8% 10% 37% 41% 4.04
5  Transaksi real ekonomi 4% 14% 7% 34% 41% 3.94
6  Lebih kekeluargaan 4% 11% 17% 29% 40% 3.90

Sumber: Data penelitian (2021)
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Analisis kuantitatif pengaruh variabel.
1) Faktor dan indikator dalam model.
Penelitian ini menguji hipotesis dengan
menggunakan  SEM  (structural  equetion
modelling) berbasis pada kuadrat terkecil
parsial (PLS). Adapun software aplikasi yang
digunakan adalah SMART PLS versi 4.0.9.2.
Pengujian meliputi 2 tahap, tahap pertama
adalah pengujian model pengukuran, yaitu
pengujian validitas dan reliabilitas konstruk
masing-masing indikator. Tahap kedua adalah
melakukan uji model struktural untuk
mengetahui apakah ada pengaruh langsung
variabel eksogen terhadap variabel endogen
serta pengaruh variabel moderasi.

CPTO1

CPTOG

PROO1

FROGZ = 0859

Ypase
PROOZ  -0g05—
-

40718

0708

PROO4

Promaosi

PRO0G

0058 ——— g 17

2) Analisis Faktor Confirmatory. Analisis
faktor confirmatory dilakukan untuk
memvalidasi jawaban partisipan terhadap
kuesioner. Validitas struktur faktor diverifikasi
dengan mengacu pada loading factor. Penelitian
ini menggunakan Loading Factor > 0.7
sebagaimana direkomendasikan Vinzi, V. E,, at.
all, (2010). Gambar 1 memperlihatkan model
struktural setelah dihapus indikator yang tidak
memenuhi > 0.7. Hasil uji validitas menyisakan
27 indikator di atas loading 0.7. Karena itu

masing-masing indikator telah memenuhi
loading factor yang disyaratkan.
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Gambar 1. Model struktural dengan loading factor > 0.7
Tabel 11. Construct reliability and validity
Cronbach’s Composite Average Variance
Number Alpha Rho-A Reliability Extracted (AVE)
Kompetensi 0.945 0.951 0.956 0.784
Keputusan 0.970 0.971 0.976 0.870
Promotion 0.889 0.919 0.915 0.645
Religiusitas 0.788 0.811 0.903 0.824
Teknologi 0.948 0.959 0.957 0.762

Sumber: Data penelitian (2021)
3) Penilaian outer model. Untuk menilai
diskriminan validity digunakan nilai AVE
(Average Variance Extraced) yang harus berada
di atas 0.50. Tabel 11 menyajikan nilai
Cronbach’s alpha, Composite reliability dan AVE.
Pengujian reliabilitas menunjukkan semua
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variabel dalam penelitian ini memiliki nilai
Cronbach’s Alpha > 0.6, nilai composite
reliability > 0.7 dan nilai AVE di atas 0.5 yang
artinya bahwa reliabilitas dan validitas
penelitian ini terpenuhi.



Spin off atau konversi syariah?: Studi Kebijakan Kewajiban Spin Off

Unit Usaha Syariah di Indonesia
(S. Siregar, R. Fahlevi, A. Tarmuni dan H. Inayah)

Tabel 12. Hasil Uji Discriminant Validity

Kompe Kompe Kepu Promo Promotion* Religiu = Tekno Teknologi*
tensi tensi tusan  tion Religiusitas  sitas logi Religiusitas
*Religi
usitas
Kompetensi 0.885
Kompetensi*Religiusitas 0.280 1.000
Keputusan 0.539 0.053 0.933
Promotion 0.579 0.279 0413 0.803
Promotion*Religiusitas 0.266 0479  0.012 0415 1.000
Religiusitas 0.410 -0.064 0.733  0.423 0.040 0.908
Teknologi 0.504 0.200 0.605 0577 0.242 0.549 0.873
Teknologi*Religiusitas 0.205 0369 0.015 0.260 0.488 -0.021 0.337  1.000

Sumber: Data penelitian (2021)

Discriminant validity, yang merupakan nilai
akar kuadrat dari AVE nilainya harus lebih besar
dari nilai korelasi antar variabel laten. Nilai
pengujian discriminant validity tampak telah
memenuhi syarat sebagaimana disajikan pada
tabel 12. Tabel 12 memperlihatkan bahwa setiap
variabel memiliki nilai lebih besar dari korelasi
masing-masing konstruk, dimana nilai masing-
masing yaitu 0.885; 0.933; 0.873; 0.803; 0.908.
Dengan demikian, tidak terdapat permasalahan
discriminant validity.

4) Penilaian inner model struktural.
Pengujian evaluasi model digunakan untuk
melihat tingkat signifikansi pengaruh antar
konstruk dengan melihat nilai T statistik dengan
T hitung yang dihasilkan dari output Calculate
PLS Boostraping. Besarnya pengaruh antar
construct dan efek interaksi (moderasi) diukur
dengan nilai koefisien jalur (path cooeficient),
Path cooficient dinyatakan memiliki nilai yang
signifikan apabila nilai T statistik = 1,97 atau P
values < 0,05. Hasil uji model ini disajikan pada
tabel 13. Tabel 13 di atas menunjukkan variabel

kompetensi, dan teknologi memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap variabel
keputusan.
Variabel kompetensi mempengaruhi

keputusan dengan coeficient 0.255, nilai T
statistik 2.817 yang lebih besar dari nilai 1.96 (T.
tabel) serta P values 0.005 (significance pada
alpha 0.05). H: membuktikan kompetensi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan memilih layanan syariah. Temuan ini
sejalan dengan kesimpulan (Nimsith, Rifas, and
Cader, 2016); (Obeid and Kaabachi, 2016), serta
(Johan et al, 2017). Variabel promosi tidak
berpengaruh terhadap keputusan karena nilai T
Statistic lebih kecil dari T. tabel dan nilai P
Values lebih besar dari 0.05 (tidak signifikan
pada alpha 0.05). Hz ditolak, yaitu tidak terdapat
pengaruh promosi terhadap keputusan memilih
layanan syariah. Temuan penelitian ini bertolak
belakang dengan kesimpulan Aziz et al., (2018)
yang menyatakan promosi berpengaruh
terhadap keputusan.

Tabel 13. Summary Hasil Uji Hipotesis Pengaruh langsung dan pengaruh moderasi

Original T Statistics p Hasil uji

Sample (0) (]O/STDEV]) Values Hipotesis
Hi1: Kompetensi -> Keputusan 0.255 2.817 0.005 Diterima
Hz: Promotion -> Keputusan -0.058 0.539 0.590 Ditolak
Hs: Religiusitas -> Keputusan 0.512 5274 0.000 Diterima
Ha: Tekhnologi -> Keputusan 0.268 2.291 0.022 Diterima
Hs: Kompetensi*Religiusitas -> Keputusan 0.062 0.720 0.472 Ditolak
He: Promotion*Religiusitas -> Keputusan -0.117 1.177 0.240 Ditolak
H7: Tekhnologi*Religiusitas -> Keputusan -0.079 0.735 0.463 Ditolak

Sumber: Data penelitian (2021)
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Berdasarkan deskripsi jawaban partisipan
tampak bahwa promosi yang memberi pengaruh
tertinggi bagi Bank Sumut adalah “melalui
internet”, namun rata-rata jawaban hanya pada
skala 3.4 (cukup setuju). Ini menunjukkan
bahwa promosi tidak berpengaruh
mendatangkan nasabah bagi Bank Sumut. Alasan
bahwa promosi tidak berpengaruh dapat
dibenarkan, karena Bank Sumut sebagai bank
daerah memperoleh dana simpanan dengan
mudah, karena Bank Sumut menjadi penampung
dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) baik provinsi, kabupaten dan kota. Gaji
para pegawai pemerintah provinsi, kabupaten
dan kota seluruhnya berada di Bank Sumut.
Dengan gaji para pegawai berada di Bank Sumut,
maka penyaluran pembiayaan konsumtif yang
sumber pembayarannya dari gaji para pegawai
mendapat porsi yang besar pada jumlah
pembiayaan yang disalurkan.

Variabel religiusitas terbukti berpengaruh
positif memoderasi keputusan dengan coeficient
0.512, nilai T statistik 5.274 yang lebih besar
dari nilai T. tabel serta P values 0.000
(significance pada alpha 0.05). Hz diterima, yaitu
Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan memilih layanan syariah.
Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan
Khan (1995) maupun McDaniel & Burnett
(1990).

Variabel teknologi mempengaruhi
keputusan dengan coeficient 0.268, nilai T
statistik 2.291 yang lebih besar dari nilai T. tabel
serta P values 0.022 (significance pada alpha
0.05). Ha diterima, yaitu teknologi berpengaruh
terhadap keputusan memilih bank syariah.
Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Ali
et al. (2015); Katircioglu et al. (2011); Phuong et
al. (2000). Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Farid (2001), yaitu perbankan syariah
diminati oleh semua kalangan, termasuk oleh
masyarakat non muslim.

Pengujian terhadap pengaruh kompetensi
karyawan, promotion bank dan teknologi
terhadap keputusan memilih layanan syariah
melalui religiusitas sebagai variabel moderasi
(Hs, He dan Hy), sebagaimana tabel 13
menunjukkan bahwa masing-masing P Values
secara berurutan memperoleh nilai 0.472, 0.240,
dan 1.473. Ini menunjukkan bahwa variabel
religiusitas tidak mampu memperkuat pengaruh
masing-masing  variabel = kompetensi  (Hs
ditolak), sebagaimana penelitian Ali, Azam, dan
Ghani (2019) yang menyimpulkan religiusitas

tidak mampu memoderasi hubungan
kompetensi dengan keputusan.

Pengujian pengaruh promosi terhadap
keputusan  melalui  variabel religiusitas

menunjukkan bahwa variabel religiusitas tidak
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mampu memoderasi  pengaruh  promosi
terhasap keputusan nasabah (Hs ditolak). Hasil
penelitian ini bertolak belakang dengan
penelitian Razzaque M & & Chaudhry S, (2013).
Religiusitas tidak memberi efek moderasi pada
peneltian ini disebabkan para nasabah telah
puas dengan kompetensi pegawai dan
tekhnologi digital yang telah memenuhi
kebutuhan nasabah.

Pengujian terhadap pengaruh teknologi
terhadap keputusan memilih layanan syariah
melalui variabel religiusitas menunjukkan
bahwa variabel religiusitas tidak memberi efek
moderasi (H7 ditolak). Hasil penelitian ini
berbeda dengan kesimpulan moderasi Alj,
Baluch, dan Udin (2015). Sama halnya dengan
kompetensi karyawan dan teknologi yang
dimiliki oleh bank syariah, hasil penelitian
menunjukkan nasabah telah puas dengan
kompetensi dan teknologi menjadikan nasabah
bersikap rasional dan memerlukan moderasi
dari religiusitas untuk mengambil keputusan.

Setelah  pengujian seluruh hipotesis,
selanjutnya pengujian dilakukan dengan melihat
nilai R-Square dan adjusted R-square, yaitu
untuk melihat pengaruh semwua variabel
independen terhadap variabel dependen. R?2
berkisar dari 0 hingga 1, nilai yang lebih tinggi
menunjukkan kekuatan penjelas yang lebih
besar. Sebagai pedoman jika nilai R 0.75 cukup
besar; 0.50 berarti sedang, 0.25 berarti lemah
(Hair, Joseph F., Marko Sarstedt, 2019). Nilai R?
(Rsquare) variabel kompetensi, knowledge,
facilities dan religiusitas terhadap attitude,
adalah 0.636 berarti sedang. Tabel 14
menyajikan nilai R Square terhadap keputusan.

Tabel 14. R. Square

R Square R Square Adjusted

Keputusan 0.652 0.619

Sumber: Data penelitian (2021)

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa
variabel kompetensi dan teknologi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan
nasabah untuk memilih konversi atau spin off,
sedangkan variabel promosi tidak berpengaruh.
Temuan ini mendukung kesimpulan (Elgari
1990; Bendjilali 1995; M. F Khan, 2014;
Choudhury, 1986) maupun (Md-Ilyas, 1992).
Religiusitas memoderasi pengambilan
keputusan baik pada nasabah beragama Islam
maupun beragama selain Islam. Mereka yang
sangat religius dalam pandangan McDaniel and
Burnett (1990), akan enggan mengkonsumsi
produk, jika mereka tidak yakin tentang
kehalalannya. Individu yang keberagamaannya
lebih tinggi, berkomitmen memiliki preferensi
yang lebih tinggi untuk layanan syariah.



Penelitian Alani & Yaacob (2012); Hilman
(2018), yang menunjukkan konversi menjadi
BUS lebih menguntungkan, yaitu: 1) tidak ada
keharusan menambah modal ketika konversi, 2)
pemegang saham dapat berkonsentrasi
membesarkan sebuah bank umum syariah.
Penelitian ini merekomendasikan agar Bank
Sumut memilih keputusan kebijakan konversi,
karena dari sisi nasabah dapat menerima
keputusan pemegang saham untuk melakukan
konversi ataupun spin off.

Penelitian ini berimplikasi kepada Theory
of Reasoned Action, yaitu subjective norm
menurut (Ajzen, [. and Fishbein, 2005) sebagai

suatu keyakinan individu dalam bentuk
religiusitas, pada ketika religiusitas
disandingkan dengan rasionalitas karena

kualitas pelayanan yang telah baik di perbankan
syariah, maka religiusitas tidak lagi menjadi
faktor yang perlu memoderasi keputusan
memilih layanan syariah. Penelitian ini memiliki
keterbatasan yaitu, analisis data didasarkan
pada penyebaran angket tanpa diikuti dengan
wawancara mendalam untuk menjadikan
penelitian mixed method.

KESIMPULAN

Statistik deskriptif penelitian ini
menunjukkan bahwa nasabah yang memilih
konversi berjumlah 62%, sedangkan yang
memilih spin off sebanyak 77%. Perbandingan
persentase 62% dan 77% menunjukkan pilihan
konversi ataupun spin off sama-sama diterima
oleh nasabah. Sebagaimana religiusitas tidak
mampu memperkuat pengaruh kompetensi,
teknologi dan promosi terhadap keputusan
layanan syariah maka dapat disimpulkan bahwa
nasabah saat ini adalah nasabah yang rasional,
yaitu dengan kompetensi karyawan dan
teknologi digital yang memuaskan nasabah,
maka religiusitasnya tidak lagi diperlukan
memperkuat dalam pengambilan keputusan
memilih layanan syariah.

REKOMENDASI

1. PT. Bank Sumut yang memiliki UUS
senantiasa memperkuat kompetensi SDM
dan teknologi digital dan pemegang saham
lebih utama jika mengambil keputusan
kebijakan melakukan konversi.

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan
menggunakan mix method (kombinasi
kuantitatif dan kualitatif), sehingga dapat
digali informasi yang mendalam tentang
fakta-fakta meliputi respon nasabah atas
keputusan yang akan diambil oleh Bank
Sumut untuk menempuh kebijakan konversi
atau spin off.
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ABSTRAK

Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang) merupakan salah satu Proyek
Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Proyek ini sejalan dengan
tujuan penataan ruang Kabupaten Batang, yaitu terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang
memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam aspek kebijakan,
kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana dalam menghadapi PSN Kawasan Industri Terpadu
Batang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur dan wawancara. Selanjutnya
data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif dan analisis skoring.
Kriteria kesiapan daerah dinilai berdasarkan perhitungan skor dengan kategori tidak siap, cukup
siap, siap, dan sangat siap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda)
Kabupaten Batang termasuk dalam kategori sangat siap untuk menyambut PSN KIT Batang.
Kebijakan pada level daerah menunjukkan respon yang baik dan cepat dari Pemda terhadap
kebijakan nasional. Demikian pula dalam konteks penyiapan program-program rencana tata
ruang di sekitar KIT Batang, pembangunan infrastruktur dan pengalokasian anggaran telah
direncanakan dengan cepat dan terprogram, sehingga proses pembangunan KIT Batang saat ini
berjalan dengan lancar. Selanjutnya Pemda Batang perlu memfasilitasi peningkatan kualifikasi
pendidikan dan keterampilan masyarakat agar pada saatnya nanti memiliki kompetensi yang
sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

Kata kunci: kesiapan daerah, proyek strategis nasional, kawasan industri, Batang

ABSTRACT

The Batang Integrated Industrial Zone (KIT Batang) development is one of the National Strategic
Projects (PSN) stipulated by Presidential Regulation. This project is in line with the spatial
planning objective of Batang Regency, namely the realization of Regency space that has an
attractiveness for investment in the industrial sector. This study aims to analyze the readiness of
the Regional Government of Batang Regency in terms of policy, institutional, financial, facilities,
and infrastructure aspects in dealing with the PSN for the Batang Integrated Industrial Zone.
Data was collected by using literature study and interview methods. Furthermore, the data and
information obtained were analyzed by descriptive methods and scoring analysis. Regional
readiness criteria are assessed based on the calculation of scores in the categories of not ready,
quite ready, ready, and very ready. The results showed that the Regional Government (Pemda)
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of Batang Regency was included in being very ready to welcome PSN KIT Batang. Policies at the
regional level show a good and fast response from the local government to national policies.

Likewise,

in preparing spatial planning programs around the Batang KIT,

infrastructure

development and budget allocations have been planned quickly and programmed so that the

current Batang KIT development process runs smoothly. Furthermore,

the Batang local

government needs to facilitate the improvement of the educational qualifications and skills of the
community so that in time they have competencies that follow the needs of workers in the

industrial sector.

Keywords: regional readiness, national strategic project, industrial zone, Batang

PENDAHULUAN

Kabupaten Batang menjadi salah satu
lokasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
melalui pembangunan Kawasan Industri
Terpadu Batang-KIT Batang (Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional). Proyek ini sejalan dengan tujuan
penataan ruang Kabupaten Batang, yaitu
terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang
memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor
industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata
dengan tetap memperhatikan kondisi
lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan (Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun
2019-2039).

Sehingga terjadi perluasan sektor yang
menjadi tumpuan dalam pengembangan
ekonomi, yaitu dari investasi pada industri yang
bertumpu pada sektor pertanian (Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Batang Tahun 2011-2031), menjadi investasi
pada sektor industri, pertanian, perikanan dan
pariwisata (Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-
2039).  Sektor-sektor  tersebut  sekaligus
menggambarkan potensi yang dimiliki daerah
(Kabupaten Batang) dengan tetap berupaya
menarik investasi pada sektor industri.

Menurut sejarahnya, perekonomian daerah
Batang didominasi oleh kegiatan pertanian yang
terbatas pada aktivitas produksi (budidaya),
sedangkan  permasalahan  yang  muncul
berkaitan dengan pengadaan sarana dan
prasarana, pengolahan hasil, jalur distribusi dan
pemasaran hasil produksi (Afikah, 2012).
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah
Kabupaten Batang untuk menerapkan strategi
pengembangan wilayah yang bertumpu pada
sektor-sektor strategis dan potensial lainnya,
guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai

target, termasuk di dalamnya dalam
menyediakan  lapangan  pekerjaan  bagi
masyarakat.
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Hal ini sesuai dengan strategi yang
diupayakan Pemerintah Pusat untuk mendorong
pemulihan ekonomi nasional dan daerah,
terlebih akibat pandemi Covid-19 (Nurcaya,
2021). Strategi yang diterapkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang (Pemda Batang)
dalam pengembangan wilayah terutama pada
kawasan peruntukan industri dan kawasan
industri, yaitu meliputi pengembangan kawasan
peruntukan industri di kawasan koridor jalan
pantai utara  (Pantura), pengembangan
agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah
produk pertanian, pengembangan industri
kreatif yang berbahan baku lokal di setiap
kecamatan, serta pengembangan sarana dan
prasarana pendukung pengembangan industri
(Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13
Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039).

Proyek-proyek yang dianggap strategis dan
memiliki urgensi tinggi untuk direalisasi dalam
waktu yang singkat, dikategorikan sebagai
Proyek Strategis Nasional - PSN (Komite
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas,
2016). Proyek tersebut merupakan bagian dari
upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi
melalui pengembangan infrastruktur. Beberapa
kategori proyek strategis nasional ini meliputi
pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalan
strategis nasional non-tol, bandar udara,
prasarana dan sarana kereta api antar Kkota,
infrastruktur energi asal sampah, penyediaan air
minum, pariwisata, pembangunan kawasan
industri prioritas, infrastruktur pendidikan, dan
lain sebagainya. Dalam kategori pembangunan
kawasan industri prioritas, maka KIT Batang
termasuk salah satu yang diprioritaskan sejak
ditetapkan pada tahun 2020 (Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional).

Pada berbagai kajian tentang kawasan
industri, sebagian memfokuskan pada berbagai
analisis tentang penentuan lokasi yang ideal
untuk penempatan/pengembangan kawasan
industri atau dalam penentuan kawasan
peruntukan industri (Nugraha, Subiyanto and
Wijaya, 2015; Kandiawan, Hani’ah and
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Subiyanto, 2017; Cahyadi, Suprayogi and
Amarrohman, 2018). Sedangkan sebagian yang
lain fokus pada strategi pengembangan kawasan
industri dengan model mixed-use maupun
pengelolaan kawasan industri berkelanjutan
(Sulaiman et al., 2008; Azis and Fazri, 2014;
Pinem, 2016; Wikaningrum, 2016). Belum
banyak penelitian yang membahas tentang
kesiapan daerah dalam konteks menyambut
proyek strategis nasional, dalam hal ini adalah
pembangunan kawasan industri prioritas. .

Meskipun telah banyak pula hasil
penelitian yang memfokuskan pada kesiapan
dari sisi masyarakat, termasuk persepsi
masyarakat pada pembangunan kawasan
industri (Ga'i, Hidayat and Santoso, 2010;
Kurniati, Meidiana and Waicaksono, 2015;
Setiawan et al.,, 2016). Oleh karena itu, penelitian
ini menarik dan memiliki urgensi untuk
dilakukan, terlebih Kabupaten Batang sebagai
lokasi pelaksanaan salah satu proyek strategis
nasional perlu menyiapkan berbagai hal terkait
implementasi pembangunan tersebut. Kesiapan
daerah ini dapat dikategorikan dalam aspek
kebijakan, kelembagaan, finansial, sarana dan
prasarana pendukung kawasan industri.

Permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah tentang kesiapan daerah
dalam menghadapi pembangunan kawasan
industri. Kawasan Industri Terpadu Batang
merupakan Proyek Strategis Nasional yang
penetapannya relatif cepat, karena merupakan
proyek yang dipindahkan lokasinya dari rencana
awal di daerah lain. Hal ini mendorong
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus
menerima dengan cepat kebijakan tersebut dan
segera berbenah dalam berbagai aspek. Oleh
karena itu, pertanyaan penelitian yang diangkat
dalam penelitian ini adalah, “bagaimana
kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Batang
dalam menghadapi pembangunan Kawasan
Industri Terpadu Batang”.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten
Batang, secara spesifik pada lokasi pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri
Terpadu Batang. Kawasan Industri Terpadu
(KIT) Batang sesuai rencana akan dibangun
pada lahan seluas 4.300 Ha. Pembangunan KIT
batang tersebut dibagi menjadi tiga klaster.
Klaster 1 akan dibangun seluas 3100 Ha, klaster
ke-2 seluas 800 Ha dan klaster ke-3 seluas 400
Ha. KIT Batang dibangun di tanah milik PTPN IX
Siluwok. Secara administratif, KIT Batang
berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara,
Desa Sidorejo, Krengseng, Lebo dan Plelen di
sebelah timur, Desa Sawangan dan Desa
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Ketanggan di sebelah selatan,
Kedawung di sebelah barat.

KIT Batang berada pada lokasi yang
strategis, yaitu pada koridor utara kawasan
industri di Pulau Jawa dengan aksesibilitas yang
baik. KIT Batang berjarak + 50 km dari Bandara
Internasional Ahmad Yani Semarang, *# 65 km
dari Pelabuhan Tanjung Emas, * 4 jam
perjalanan darat dari Ibukota Negara (DKI
Jakarta), dan + 1 jam perjalanan darat dari
Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang).
Selain itu, KIT Batang juga berjarak cukup dekat
dari Kawasan Industri Kendal (* 30 km) dan
Pelabuhan Kendal (*+ 40 km). Variabel yang
digunakan untuk menganalisis kesiapan Pemda
Batang dalam menghadapi PSN KIT Batang
meliputi  aspek  kebijakan, kelembagaan,
finansial, serta sarana dan prasarana. Sarana
dan prasarana yang dimaksud meliputi jaringan
jalan; jaringan air bersih, jaringan persampahan,
jaringan pengelolaan limbah, jaringan listrik,
jaringan telekomunikasi, dan jaringan energi
(gas).

Pengumpulan data dilakukan dengan
metode Studi Literatur dan Dokumen yang
bertujuan untuk mengumpulkan data rencana
pembangunan PSN KIT Batang, serta aspek-
aspek penilaian terhadap kesiapan daerah
Kabupaten Batang dalam menghadapi PSN KIT
Batang pada data-data sekunder yang terdapat
dalam dokumen milik instansi terkait. Selain itu
juga dilakukan wawancara untuk
mengumpulkan informasi yang lebih mendalam
terkait pembangunan PSN KIT Batang melalui
informan-informan kunci baik dari personil
pemerintah maupun stakeholder lain.

Metode analisis yang digunakan untuk
mengolah data dan informasi dalam penelitian
ini adalah analisis deskriptif, yaitu untuk
menjabarkan informasi yang diperoleh tentang
PSN KIT Batang. Penjabaran mengenai Proyek
Pembangunan PSN KIT Batang mencakup lokasi,
kondisi geografis, rencana peruntukan lahan,
dan rencana jaringan infrastruktur. Selain itu
juga menggunakan analisis skoring untuk
menganalisis kesiapan daerah dalam aspek
kebijakan, kelembagaan, finansial, serta sarana
dan prasarana pendukung dalam menghadapi
PSN KIT Batang. Skor tertinggi diberi nilai satu
(1) dan terendah diberi nilai nol (0). Rincian
skoring untuk masing-masing variabel pada
tujuan penelitian kedua dijelaskan dalam Tabel
1. Selanjutnya berdasarkan hasil skoring,
dilakukan analisis untuk mengkategorikan hasil
perhitungan total skor dengan Kkriteria seperti
pada Tabel 2.

serta Desa
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Tabel 1. Skoring Variabel Penelitian

No. Variabel Keterangan Skor
1.  Kebijakan : ?Sjaak Ada (1)
2. Kelembagaan : ?;jdaak Ada (1)
3.  Finansial (APBD) : ??daak Ada (1)
4. Jaringan Jalan : ??daak Ada (1)
5.  Jaringan Air Bersih : ??daak Ada (1)
6.  Jaringan Persampahan : I;id;ak Ada (1)
7.  Jaringan Pengolahan Limbah : ?Sjaak Ada (1)
8. Jaringan Listrik . ??daak Ada (1)
9. Jaringan Telekomunikasi : ?;idaak Ada (1)
10. Jaringan Energi (Gas) : ?iddaak Ada (1)

Sumber: Analisis Peneliti (2021)

Tabel 2. Kategori/Kriteria Kesiapan Daerah

No. Rentang Jumlah Skor

Keterangan

Sangat Siap

Siap

Cukup Siap

1. 7.6-10
2. 51-75
3. 2.6-5
4 0-25

Tidak Siap

Sumber: Analisis Peneliti (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan pemerintah daerah Kabupaten
Batang dalam menghadapi pembangunan KIT
Batang dianalisis berdasarkan aspek: kebijakan,
kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana,
yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Aspek Kebijakan. Pemerintah melakukan
percepatan pelaksanaan pembangunan KIT
Batang dengan mengeluarkan Peraturan
Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Didalam
Huruf E ( Sektor Kawasan) Nomor 108 terdapat
kawasan industri Batang. Proyek Strategis
Nasional adalah proyek dan/atau program yang
dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki
sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan
dan pemerataan pembangurnan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan daerah.

Pengembangan KIT Batang tersebut sejalan
dengan Rencana Tata Ruang Jawa-Bali seperti
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tertuang di dalam Pasal 54 ayat 2 yang
menyebutkan bahwa pengembangan kegiatan
industri di dalam kawasan peruntukan industri
dan mendorong relokasi kegiatan industri
menuju kawasan industri, meningkatkan
kualitas prasarana dan sarana penunjang
kegiatan industri, peningkatan penataan lokasi
kegiatan industri di dalam kawasan industri, dan
peningkatan kegiatan industri yang bernilai
tambah tinggi dengan penggunaan teknologi
tinggi dan ramah lingkungan dilakukan di
Kabupaten Batang. Dengan Adanya KIT Batang
diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan
ekonomi baru, khususnya di Kabupaten Batang,
dan Jawa Tengah pada umumnya.

Setelah ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang
merupakan Kebijakan di level nasional tersebut
mendorong Pemerintah Daerah baik pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah
Kabupaten Batang untuk merespon dengan
melakukan penyesuaian pada kebijakan di
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daerah. Salah
penataan ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)
Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019
tentang perubahan atas perda Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-
2029 menyebutkan pada Pasal 17 Ayat (3) huruf
g angka 2 menjelaskan bahwa arah
pengembangan wilayah Kota Pekalongan,
Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan
(WP Petanglong) yang berpusat di kawaan
perkotaan pekalongan didasarkan pada sektor
unggulan industri, perdagangan dan jasa,
pertanian dan perikanan, serta lokasi rencana
pengembangan Kawasan Industri batang telah
terakomodir dalam kawasan peruntukan
industri seluas * 450 Ha.

Berdasarkan Perda Kabupaten Batang
Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW
Kabupaten batang Tahun 2019-2039, Pasal 7
ayat (3) menyebutkan strategi pengembangan
kawaan peruntukan industri dan kawasan
industri  yang  berkualitas antara lain
mengembangkan kawasan peruntukan industri
di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura)
dan mengembangkan sarana dan prasarana
pendukung pengembangan industri, serta lokasi
rencana pengembangan kawasan industri
terpadu batang telah terakomodir dalam
kawasan peruntukan industri seluas + 450 Ha.

Berdasarkan kedua Perda tentang RTRW
Provinsi Jawa Tengah maupun RTRW Kabupaten
Batang bahwa Rencana Pembangunan Kawaan
Industri Batang seluas 4300 Ha tersebut, hanya
seluas 450 ha yang telah terakomodir di dalam
pola ruang kawasan peruntukan industri. Sesuai
dengan Pasal 114 A Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) bahwa dalam pemerian izin
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Menteri dapat memberikan
rekomendasi pemanfaatan ruang.

Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
sesuai dengan Pasal 34 A Ayat (1) dan (2)
menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan ruang yang memuat perubahan
kebijakan nasional yang bersifat strategis
namun belum dimuat dalam rencana tata ruang
daerah dapat dilakukan setelah mendapat
rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang (KKPR) dari Pemerintah Pusat. Oleh
karena itu, dengan adanya aturan diatas terkait
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KIT
Batang seluas 3850 Ha yang belum
terakomodir di dalam rencana tata ruang baik

satunya adalah kebijakan
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RTRWP Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten
Batang dapat dilaksanakan dengan KKPR dari
Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.
Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang rencana Pengembangan
Kawasan Industri Terpadu Batang di Kabupaten
Batang telah dilakukan oleh Menteri ATR/BPN
dengan Nomor Surat Pf.01/42-200/11/2021

Tanggal 5 Februari 2021. Dimana setelah
dilakukan  kajian  peraturan  perundang-
undangan terkait rencana pengembangan

Kawasan Industri Tepadu Batang seluas 3100 ha
(Klaster 1), 800 ha (Klaster 2) dan 400 ha
(Klaster 3) telah sesuai tata ruang. Selain kajian
terkait peraturan perundang-undangan juga
dilakukan kajian teknis terkait kebutuhan air
bersih yang terdapat di sekitar wilayah KIT
Batang.

Berdasarkan masterplan KIT Batang,
kebutuhan air untuk lahan seluas 3.100 ha pada
Klaster 1 dapat dipenuhi dengan debit air 1.625
liter/detik. Hal ini dapat dipenuhi dari DAS
Urang. Berdasarkan neraca air Das Urang debit
yang tidak dimanfaatkan 120,38 juta m3/tahun
atau 3.817,07 liter/detik. Dengan demikian sisa
debit air dapat digunakan sebagai cadangan air
di musim kemarau. Pelaksanaan pengembangan
KIT Batang sesuai dengan KKPR yang
dikeluarkan harus memeperhatikan beberapa
hal diantaranya: a) Pengembangan Klaster 1
dapat dilanjutkan sesuai dengan masterplan KIT
batang dengan memperhatikan perlunya
pembuatan tempat penampungan air yang dapat

digunakan sebagai sumber air baku; b)
Pengembangan Klaster 2 dan 3 dapat
dilanjutkan sesuai dengan masterplan KIT

batang dengan terlebih dahulu membuat Kajian
Ketersediaan air baku; c¢) Selanjutnya
berdasarkan hasil skoring, dilakukan analisis
untuk mengkategorikan hasil perhitungan total
skor dengan kriteria seperti pada Tabel 2; dan d)
Pelaksanaan Klaster 1,2 dan 3 perlu dilengkapi
dengan kajian rekayasa lalu lintas.

Aspek Kelembagaan. Berdasarkan
kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia
pada tanggal 30 Juni 2020 ke lokasi Batang
Integrated Industrial Park, telah ditandatangani
Nota Kesepahaman Tiga Pihak antara PT
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT
Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dan
PT Perkebunan Nusantara IX sebagai anak
perusahaan induk dari PT Perkebunan
Nusantara II (Persero) Nomor:
1/MOU/KIW/06/2020, MOU/10/9.8SM/2020
dan 271/EXT/PP/DU/ 2020 tentang
Pengembangan Kawasan Industri Terpadu
Batang. Nota kesepahaman ini merupakan
bentuk komitmen masing-masing perusahaan
kepada Presiden Republik Indonesia untuk
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membangun dan mengelola Batang Integrated

Industrial Park.

Saat ini telah ditandatangani kesepakatan
konsorsium antara PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Tbk, PT Perkebunan
Nusantara IX, PT Kawasan Industri
Wijayakusuma (Persero) dan Perusahaan
Daerah Aneka Usaha (Perumda Aneka Usaha)
Batang di Kabupaten Batang mengenai
Pengembangan Batang Terintegrasi Kawasan
Industri, PT PP nomor: 318/EXT/PP/P0O/2020,
PTPN IX: SPK/021/9.8SM/2020, PT KIW: 7/
Perj/KIW/7/2020, PDAU: 539/PDAU/112/
VII/2020. Konsorsium PT Property
Pembangunan (Property) Tbk, PT Kawasan
Industri Wijayakusuma (Persero), PT
Perkebunan Nusantara IX dan Perumda Aneka
Usaha Kabupaten Batang.

Aspek Finansial, Sarana dan Prasarana.
Guna mendukung rencana pengembangan KIT
Batang, baik pemerintah pusat, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten, telah
mempersiapkan penganggaran pembangunan
infrastruktur untuk mendukung KIT Batang.
Beberapa proyek infrastruktur telah
dipersiapkan pemerintah dalam mendukung
pengembangan KIT Batang diantaranya:

a.  Untuk mendukung konektivitas pemerintah
pusat telah menyelesaikan pembangunan
simpang susun (SS) Akses KIT Batang.
Proyek tersebut merupakan bagian dari
ruas jalan Tol Batang-Semarang sepanjang
3,1 Km. Pembangunan Simpang Susun KIT
Batang tersebut dilakukan sejak November
2020 dan selesai Juli 2021 dengan nilai
kontrak 142,3 milyar

b. Pembangunan jalan KIT Batang sepanjang
50 km secara multiyears contract (MYC)
2020-2022 dilakukan oleh Ditjen Bina
Marga Kementerian PUPR

c¢. Untuk memenuhi ketersedian sumber air
baku pemerintah pusat melalui Balai Besar

wilayah Sungai Pemali Juana, Dirjen SDA
mempersiapkan pembangunan Bendung
Sungai Urang seluas 29,32 m3 dan Bendung
Kedung Langgar seluas 142 hektare.
Pembangunan bendungan tersebut untuk
memenuhi kebutuhan air baku.

Selain pemenuhan air baku Balai Besar
Wilayah Sungai Pemali Juana juga
menganggarkan untuk penanganan
drainase di empat titik yakni Sungai Mata
Air sepanjang 400 meter, Sungai Brontok
770 meter, Sungai Pelabuhan 861 meter,
dan Sungai Pesanggrahan 100 meter.

Di bidang permukiman Kementerian PUPR
melalui Balai Prasarana Permukiman
Wilayah (BPPW) Provinsi Jawa Tengah
telah menganggarkan untuk pembangunan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
berkapasitas 285 liter/detik, Instalasi
pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas
18.000 m? perhari dan TPST berkapasitas
35 ton per hari.

Untuk menampung para pekerja di KIT
Batang pemerintah tengah dibangun rumah
susun pekerja dengan tipw barak setinggi
lima lantai. Total rusun yang akan dibangun
berjumlah 10 tower yang dibagi menjadi 3
paket yaitu paket 1 terdiri empat tower,
dan paket 2 dan 3 masing-masing 3 tiga
tower. Pelaksanaan pembangunan rusun
pekerja disebut ditargetkan selesai pada
April 2022.

Selain itu pemerintah provinsi Jawa Tengah
dan Pemerintah Batang telah
menganggarkan pembangunan maupun
peningkatan infrastruktur-infrastruktur
untuk mendukung KIT Batang diantaranya
peningkatan jalan, provinsi, jalan
kabupaten, jaringan transmisi  dan
distribusi sistem penyediaan air minum.

Tabel 3. Skoring Tingkat Kesiapan Pemerintah

No. Variabel Keterangan Skor
1.  Kebijakan Ada 1
2.  Kelembagaan Ada 1
3.  Finansial Ada 1
4. Jaringan Jalan Ada 1
5. Jaringan Air Bersih Ada 1
6. Jaringan Persampahan Ada 1
7. Jaringan Pengolahan Limbah Ada 1
8.  Jaringan Listrik Ada 1
9. Jaringan Telekomunikasi Ada 1
10. Jaringan Energi (Gas) Ada 1

Total 10

Sumber: Analisis Peneliti (2021)
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Dalam Menghadapi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang

Analisis Tingkat Kesiapan Pemerintah
Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil analisis
sebelumnya tentang kesiapan Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang dalam menghadapi
PSN KIT Batang, aspek-aspek yang sudah
dijelaskan sebelumnya dapat diberi skor untuk
menyatakan kesiapan tersebut dalam bentuk
angka, dengan rincian sebagaimana dijabarkan
pada Tabel 3. Seluruh aspek yang dinilai pada
kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang,
dinyatakan ada. Oleh karena itu, apabila
dinyatakan dalam konteks Kklasifikasi kesiapan,
maka Pemkab Batang termasuk kategori sangat
siap dalam menyambut PSN KIT Batang.

Berdasarkan wawancara dengan
narasumber terkait Proyek KIT Batang,
diperoleh informasi bahwa seluruh dinas

perangkat daerah di Kabupaten Batang memang
sudah memiliki kesiapan yang baik dalam
menyambut Proyek KIT Batang. Kebijakan dari
level Pemda Kabupaten Batang sebagai bentuk
respon terhadap kebijakan nasional ini
diantisipasi dengan baik dan cepat. Demikian
pula dalam konteks penyiapan program-
program rencana tata ruang di sekitar KIT
Batang, pembangunan infrastruktur dan
pengalokasian anggaran telah direncanakan
dengan cepat dan terprogram. Hal ini berarti
bahwa Pemkab Batang yang telah ditetapkan
wilayahnya sebagai lokasi proyek strategis
nasional, dapat memberikan respon dengan
baik, sehingga pembangunan KIT Batang dapat
berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan untuk mengkaji kesiapan Pemerintah
Kabupaten Batang dalam menghadapi PSN KIT
Batang, dapat disimpulkan bahwa kesiapan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batang
berdasarkan analisis pada aspek kebijakan,
kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana
menunjukkan bahwa Pemkab Batang termasuk
kategori sangat siap dalam menyambut PSN KIT
Batang. Kebijakan dari dari Pemda Kabupaten
Batang sebagai bentuk respon terhadap
kebijakan nasional ini dikeluarkan dan
ditetapkan dengan baik dan cepat. Demikian
pula dalam konteks penyiapan program-
program rencana tata ruang di sekitar KIT
Batang, pembangunan infrastruktur dan
pengalokasian anggaran telah direncanakan
dengan cepat dan terprogram.

REKOMENDASI

PSN KIT Batang saat ini sedang dalam
tahap pembangunan, namun demikian sudah
mampu menarik tenaga kerja dan peluang usaha
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yang bagus bagi masyarakat sekitar. Beberapa

saran yang dapat diberikan untuk Pemerintah

Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Batang dapat
melanjutkan inventarisir SDM berdasarkan
kelompok usia dan tingkat pendidikan,
untuk memetakan kondisi SDM di
Kabupaten  Batang  sehingga  dapat
menyiapkan program untuk peningkatan
keterampilan calon tenaga kerja di industri.

2. Pemerintah Kabupaten Batang perlu
memberikan fasilitasi untuk meningkatkan
kualifikasi pendidikan dan memberikan
pelatihan kepada masyarakat agar pada
saatnya nanti memiliki kompetensi yang
sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di
sektor industri.
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ABSTRAK

Pengembangan energi terbarukan menjadi upaya inovatif Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
menjangkau kebutuhan energi di Desa Muara Enggelam. Inovasi ini telah berjalan secara
berkelanjutan dan tidak dapat diwujudkan begitu saja tanpa adanya keterlibatan pemangku
kepentingan. Namun, identifikasi mengenai keterlibatan dan peran pemangku kepentingan dalam
pengembangan PLTS tersebut belum pernah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis peran pemangku kepentingan serta faktor-faktor pendukung
dan penghambat dalam pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Komunal di Desa
Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara daring,
dokumentasi, dan studi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data
menggunakan bantuan aplikasi ATLAS.ti dengan berpedoman pada teori mengenai peran
pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterlibatan pemangku
kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, swasta,
dan akademisi. Pemangku kepentingan memiliki peran strategis sebagai pembuat kebijakan,
koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Komunikasi, komitmen bersama, dukungan
regulasi, keterlibatan BUMDes, monitoring dan evaluasi, serta tingginya partisipasi masyarakat
merupakan faktor-faktor pendukung pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal, sementara
kondisi geografis, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, dan praktek pencurian daya
menjadi faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan PLTS Komunal. Penelitian ini dapat menjadi
masukan dan strategi bagi pemerintah daerah lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan
energi terbarukan yang berkelanjutan.

Kata kunci: inovasi, energi terbarukan, PLTS komunal, pemangku kepentingan

ABSTRACT

Renewable energy development is Kutai Kartanegara Regency's innovation effort to reach energy
needs in Muara Enggelam Village. This innovation runs sustainably and cannot go well without
stakeholders' involvement. However, regarding the involvement and role of stakeholders in the
development of Photo Voltaic (PV) mini-grid, this has never been done. This study aims to identify
and analyze the role of stakeholders as well as the supporting and inhibiting factors in the
management of photo voltaic mini-grid in Muara Enggelam Village, Kutai Kartanegara Regency.
This research is descriptive qualitative research by collecting data through in-depth online
interviews, documentation, and literature studies relevant to the research topic. The data analysis

41



INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan Vol. 20 No. 1, Mei 2022: 41 - 54

technique uses the help of the ATLAS.ti application by referring to the theory of the role of
stakeholders. The study results indicate that stakeholders' involvement came from the central
government, local government, village government, community, private sector, and academia.
Stakeholders have strategic roles as policy creators, coordinators, facilitators, implementors, and
accelerators. Communication, joint commitment, regulatory support, village owned enterprises’s
involvement, monitoring, evaluation, and public participation are factors supporting the
development and management of photo voltaic mini-grid, while geographical conditions, limited
budget, lack of human resources, and the practice of stealing power are inhibiting factors in photo
voltaic mini-grid management. This research can be a recommendation and strategy for other local
governments to develop and manage sustainable renewable energy.

Keywords: innovation, renewable energy, Photo voltaic mini-grid, stakeholders

PENDAHULUAN

Perkembangan energi terbarukan (selanjutnya
disingkat ET) terus meningkat sebagai wujud
pengarusutamaan energi alternatif dan menjadi
bagian dalam  pembangunan berkelanjutan
(Ramdani & Febriasari, 2018). Pemanfaatan ET juga
menjadi sangat penting untuk mengurangi
ketergantungan terhadap energi fosil (Windarta et
al,, 2019;Rigo et al,, 2019; Maqgbool, Deng, & Rashid,
2020). Sebab, ketergantungan yang berlebihan
terhadap energi fosil yang tidak dapat diperbarui
seperti batubara akan mengakibatkan menipisnya
sumber daya dan pencemaran lingkungan (Alsharif,
Yahya, & Geem, 2020; Yang & Dian, 2022). Upaya
tersebut sejalan dengan cita - cita Indonesia dalam
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /
Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan
pembangunan rendah karbon, salah satunya melalui
energi bersih dan terjangkau. Indonesia juga telah
menetapkan target untuk menurunkan emisi dengan
melakukan diversifikasi energi fosil dengan ET
sebesar 23% di tahun 2025 (Ditjen EBTKE, 2021).

Sumber ET berpotensi untuk menggantikan
energi fosil yang dapat menjangkau kebutuhan
energi di daerah terpencil (Silitonga et al., 2020).
Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Republik
Indonesia mengeluarkan kebijakan pemanfaatan ET
melalui Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2007
tentang Energi. Dalam UU tersebut disebutkan pada
pasal 20 ayat 1 bahwa pemerintah pusat atau
pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan
mengelola ET untuk daerah yang belum
berkembang, daerah terpencil, dan perdesaan.
Kebijakan tersebut juga didukung Kementerian
ESDM melalui Peraturan Menteri ESDM yang
mengatur skema permohonan pembangunan dan
pemanfaatan ET antara pemerintah pusat, provinsi
dan kabupaten/kota dalam mendorong
pemanfaatan dan pemerataan pembangunan ET di
daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (Peraturan
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 39
Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik
Pemanfaatan ET Serta Konservasi Energi, 2017).

Praktek pengelolaan ET di beberapa daerah
terpencil di Indonesia tidaklah mudah, salah satunya
adalah pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga
Surya  (PLTS). Permasalahan utama yang
menyebabkan pengelolaan PLTS tidak berjalan

42

adalah tingginya biaya komponen dan perawatan
PLTS, kurangnya pengetahuan dan jumlah operator,
dan minimnya perencanaan pengembangan PLTS
kedepannya (Boedoyo, 2012; Amelia, 2018; Haris &
Hendrian, 2019; Magbool et al, 2020; Bayu &
Windarta, 2021; Harahap, Adam, & Balisranislam,
2021). Desa Muara Enggelam adalah salah satu
contoh  penerapan PLTS Komunal yang
pengelolaannya masih eksis hingga sekarang dan
berdampak terhadap peningkatan perekonomian
dan kesejahteraan masyarakat (Jalil, 2020).

Desa Muara Enggelam merupakan salah satu
desa terpencil yang terletak di Kecamatan Muara
Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur. Akses listrik sebagai layanan
dasar yang belum terjangkau dan penggunaan
genset berbiaya mahal menjadi latar belakang
pembangunan PLTS Komunal di daerah ini. Padahal,
akses listrik secara signifikan memberikan pengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Mahulae &
Husni, 2017). Menurut hasil kajian dari Pusat
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
Politeknik Negeri Samarinda, potensi sumber daya
matahari yang melimpah di desa tersebut
mendorong  Pemerintah  Kabupaten Kutai
Kartanegara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) untuk berinovasi mengembangkan
sumber energi terbarukan di Desa Muara Enggelam.
Inovasi tersebut diberi nama KLIK ME (Kelola Listrik
Komunal Muara Enggelam).

Sejak tahun 2015 hingga sekarang Desa Muara
Enggelam dapat menikmati manfaat dari
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang
didanai oleh Direktorat Jenderal Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE)
Kementerian ESDM (Energibaik, 2021). Sejak
adanya PLTS Komunal, aktivitas perekonomian
masyarakat Desa Enggelam semakin meningkat di
berbagai sektor. Mulai dari perikanan tangkap dan
olahan, pariwisata, pasar desa, air isi ulang, dan
budidaya burung walet. BUMDes “Bersinar Desaku”
sebagai pengelola PLTS Komunal dapat dikatakan
sukses (Suyono, 2020), karena semakin berkembang
setiap tahunnya dan berkontribusi besar terhadap
Pendapatan Asli Desa (Kemenpanrb, 2020).

Bahkan sejak adanya PLTS Komunal,
pemerintah desa dan Kabupaten Kutai Kartanegara
menuai berbagai prestasi, diantaranya adalah



peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM)
dari Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang,
Juara 1 BUMDes terbaik se Kalimantan Timur tahun
2019, Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
tahun 2018, dan Top 45 Kompetisi Inovasi
Pelayanan publik tahun 2020 melalui inovasi KLIK
ME (Kemenpanrb, 2018, 2021; Klikkaltim, 2020).
Pengembangan ET yang berkelanjutan tidak serta
merta dapat diwujudkan begitu saja dalam waktu
singkat, diperlukan sebuah terobosan dari
perangkat daerah untuk melibatkan sejumlah
stakeholdes penting dalam pengembangan ET
(Strupeit & Palm, 2016). Inovasi atau program tidak
mungkin dapat dilakukan tanpa adanya campur
tangan para stakeholder di daerah (Yuniningsih et al,,
2019). Namun, pengelolaan pemangku kepentingan
dan perannya dalam mewujudkan PLTS Komunal
Desa Muara Enggelam belum pernah diidentifikasi
dalam kajian maupun penelitian sehingga sulit untuk
mengetahui secara komperhensif siapa dan
bagaimana Kketerlibatan pemangku kepentingan
tersebut.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan
pengelolaan ET di desa sudah banyak dilakukan.
Penelitian Mahulae & Husni (2017) mengenai
implementasi kebijakan pemanfaatan ET di desa -
desa terpencil di Provinsi Sumatera Utara
menemukan bahwa belum adanya rencana
pemetaan kebutuhan listrik dan kajian potensi ET di
desa-desa terpencil di Sumatera Utara. Penelitian
lainnya mengenai keberlanjutan pengelolaan PLTS
di Desa Sukaraksa, Kecamatan Tanjung Sari,
Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh pelaksanaan
pelatihan operator, kesediaan organisasi pengelola,
bantuan subsidi dari pemerintah, dan dukungan dari
berbagai pihak (Dwipayana, 2018). Kemudian
penelitian dari Baskara & W. (2018) mengenai
dampak PLTS terhadap masyarakat Desa Ngestirejo,
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul
menyimpulkan bahwa PLTS sangat bermanfaat
untuk penerangan masyarakat, namun adanya PLTS
belum mampu menyentuh  kesejahteraan
masyarakat Desa Ngestirejo.

Selanjutnya juga terdapat penelitian dari
Wardhana & Ma’rifatullah (2019) mengenai evaluasi
pembangunan energi terbarukan pada PLTS Desa
Rawasari, Jambi menemukan bahwa pengelolaan
PLTS Komunsl sudah mampu memberikan
kebutuhan listrik untukdesa rawasari, namun dalam
pengelolaan PLTS muncul konflik kepentingan antar
masyarakat yang disebabkan masih rendahnya
kesadaran voluntarisme. Hasil penelitian Khotimah
(2019) mengenai swakelola energi terbarukan
berbasis komunitas menyimpulkan bahwa perlu
adanya regulasi yang jelas mengenai keterlibatan
masyarakat dalam swakelola energi terbarukan,
mengingat fungsi masyarakat sebagai enabler bagi
masyarakat lainnya dalam mengelola energi secara
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mandiri sangat dibutuhkan dalam mendukung
pencapaian bauran energi terbarukan.

Berdasarkan ulasan diatas, peneliti mengambil
benang merah bahwa belum adanya penelitian
mengenai analisis pemangku kepentingan dalam
konteks pengelolaan energi terbarukan (PLTS
Komunal) yang berkelanjutan dan telah
memberikan dampak terhadap peningkatan
perekonomian dan  kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, hal yang menjadi urgensi dalam penelitian
ini adalah bahwa belum adanya regulasi yang
mengatur mengenai mekanisme keterlibatan
pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah
pusat dan daerah, pemerintah desa, LSM, serta
swasta) dalam pengelolaan ET dari sisi perencanaan,
pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi. Oleh karena
itu, peneliti ingin menganalisis: 1) Siapa saja
pemangku kepentingan yang terlibat dalam
pengembangan PLTS Komunal Desa Muara
Enggelam; 2) Bagaimana peran strategis pemangku
kepentingan tersebut; dan 3) Apa saja faktor
pendukung dan penghambat pengembangan PLTS
Komunal Desa Muara Enggelam.

Tujuan  penelitian ini adalah  untuk
mendeskripsikan bagaimana keterlibatan pemangku
kepentingan dalam pengembangan PLTS Komunal
Desa Muara Enggelam dan faktor-faktor pendukung
dan penghambat pengembangan PLTS Komunal
Desa Muara Enggelam dalam mewujudkan akses
layanan listrik. Adapun manfaat dari penelitian ini
akan menjadi kebijakan berbasis bukti bagi
Pemerintah Pusat dan Kementerian ESDM dalam
merumuskan kebijakan mengenai tata kelola
pemanfaatan ET dan tolok ukur bagi Pemerintah
Daerah lainnya dalam mengembangkan ET di Desa
wilayah terpencil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus
pada Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis,
Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini
menganalisis dan mendeskripsikan keterlibatan
pemangku kepentingan dalam pengembangan PLTS
Komunal Desa Muara Enggelam dan faktor-faktor
pendukung dan penghambatnya. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara
mendalam dilakukan secara daring dan dokumen
yang Dberkaitan dengan pengembangan PLTS
Komunal Desa Muara Enggelam, lakip, dan dokumen
lainnya. Wawancara dilakukan terhadap Kepala
Bidang Elektrifikasi dari Dinas ESDM Kabupaten
Kutai Kartanegara dan pengelola PLTS Komunal
Desa Muara Enggelam dari BUMDes “Bersinar
Desaku”. Teknik analisis data dilakukan dengan 3
(tiga) tahap, yaitu memilih dan menyederhanakan
data (data condensation), menyusun data secara
sistematis (data display), dan menarik kesimpulan
(drawing and verifying conclusions) (Miles et al,
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2014) dan menggunakan aplikasi ATLAS.ti 9 yang
memudahkan proses coding data (Susilowati et al.,
2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemangku Kkepentingan yang terlibat.
Pengembangan PLTS Komunal Desa Muara
Enggelam dilakukan sejak tahun 2011 hingga 2015
(Ditjen EBTKE, 2020). Kemudian sejak tahun 2015
PLTS Komunal mulai dioperasikan dan dikelola
langsung oleh BUMDes “Bersinar Desaku”.
Keberhasilan pengembangan dan Pengelolaan PLTS
Komunal Desa Muara Enggelam tidak terlepas dari
keterlibatan berbagai pemangku kepentingan baik
pusat maupun daerah. Guna menjawab pertanyaan
penelitian pertama, hasil analisa penelitian ini
menemukan bahwa terdapat beberapa pemangku

kepentingan yang terlibat dan dibagi menjadi tiga
kategori.

Pertama, pemangku Kkepentingan primer:
Pemerintah Desa, BUMDes “Bersinar Desaku”, dan
Masyarakat Desa Muara Enggelam. Berdasarkan
hasil wawancara, mereka termasuk dalam kategori
pemangku kepentingan primer karena mereka
terdampak dan terlibat langsung dalam
pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal. Hal
ini didukung oleh pendapat Wakil Direktur BUMDes
“Bersinar Desaku” yang mengatakan bahwa
pemerintah desa, bumdes, dan masyarakat terlibat
dalam membantu proses pembangunan PLTS,
pengadaan lahan, penetapan tarif, pengelolaan dan
pengoperasian bahkan menerima manfaat ekonomi
dengan adanya PLTS Komunal.

Madia M.

I Bagian Protokol dan Komunikasi

Stakeholders sekunder atau
pendukung

P3M Polnes

Dinas PMD

1

I Dinas Perikanan dan Kelautan

I BUMDes Bersinar Desaku

is part of

‘ ‘ |dentifikasi Stakeholders

I Stakeholders primer

Pemerintah Desa

Masyarakat

Dinas ESDM

il

I Pemerintah Provinsi

I Pemerintah Kabupaten

I Kementerian ESDM

I Kecamatan Muara Wis

Gambar 1. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan PLTS komunal

Sumber: Hasil penelitian (2022)



Kedua, pemangku  kepentingan  kunci:
Kementrian ESDM (Dirjen EBTKE), Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral), Bupati Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kecamatan Muara Wis, dan Dinas
Energi dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai
Kartanegara. Sejak tahun 2011, mereka banyak
melakukan berbagai kebijakan dan pengambilan
keputusan yang berdampak pada pengembangan
PLTS Komunal Desa Muara Enggelam, seperti
melakukan kajian, permohonan pembangunan PLTS
secara berjenjang dari Musrenbang Kecamatan,
rekomendasi pembangunan PLTS di tingkat
Provinsi, persetujuan pembangunan PLTS, dan
pelimpahan kepemilikan PLTS untuk dapat dikelola
secara penuh. Kepala Bidang Elektrifikasi Dinas
ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara mengatakan
bahwa penetapan Desa Muara Enggelam sebagai
salah satu lokus pembangunan PLTS oleh
Kementerian ESDM  merupakan hasil dari
pengusulan Kecamatan Muara Wis dalam
Musrenbang dan rekomendasikan Pemerintah
Provinsi Kutai Kartanegara atas hasil dari kajian

Peran Stakeholders

Policy kreator |

Koordinator  g—

Fasilitator

Akselerator

Implementor
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awal yang dilakukan oleh Dinas ESDM bekerjasama
dengan P3M Politeknik Negeri Samarinda. Tanpa
adanya keputusan melakukan kajian dan
rekomendasi, pembangunan PLTS Komunal bisa
tidak terealisasi di Desa Muara Enggelam.

Ketiga, pemangku kepentingan sekunder atau
pendukung: Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat
Desa (PMD), Dinas Perikanan dan Kelautan, Bagian
Protokol dan Komunikasi Setdakab Kutai
Kartanegara, Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Samarinda, dan
Media Massa. Meskipun tidak memiliki kepentingan
dengan pengembangan PLTS, pemegang
kepentingan sekunder ini banyak membantu
memfasilitasi berbagai unit usaha dan masyarakat
Desa Muara Enggelam seperti pengolahan dan
strategi pemasaran hasil olahan ikan yang dilakukan
oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, pemberdayaan
masyarakat dengan memberikan ilmu pengetahuan
dan keterampilan oleh Dinas PMD, dan
memberitakan pengelolaan PLTS Komunal baik di
media massa lokal maupun nasional oleh Bagian
Prokom dan media massa.

I Pemerintah Provinsi

isa
I Pemerintah Kabupaten

is

I Kementerian ESDM

’I Dinas ESDM

I Kecamatan Muara Wis

I PT GMN

I Pemerintah Desa
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I BUMDes Bersinar Desaku

I Masyarakat
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Gambar 2. Peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal

Sumber: Hasil penelitian (2022)
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Peran pemangku kepentingan. Bagian ini
akan menjelaskan pertanyaan penelitian kedua
mengenai bagaimana peran strategis yang dilakukan
oleh pemangku kepentingan yang terlibat selama
pengembangan hingga pengelolaan PLTS Komunal
Desa Muara Enggelam. Hasil analisis penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran
strategis yang diawali dengan proses inisiasi,
pengajuan permohonan pembangunan PLTS
Komunal, pembangunan PLTS Komunal di Desa
Muara Enggelam, pembinaan operator, dan
pengelolaan PLTS Komunal di Desa Muara
Enggelam. Bagan 2 menunjukkan bahwa terdapat
peran strategis yang dilakukan pemegang
kepentingan dan terbagi menjadi lima peran.
Pertama, pembuat kebijakan. Berdasarkan hasil
analisis data penelitian, pengelolaan PLTS Komunal
Desa Muara Enggelam melibatkan peran Pemerintah
Daerah, yakni Provinsi Kalimantan Timur, Bupati
Kutai Kartanegara, dan Dinas ESDM Kabupaten Kutai
Kartanegara (lihat bagan 3). Kemudian peran

pemerintah pusat melibatkan Ditjen EBTKE
Kementerian ESDM. Pemegang Kkepentingan
tersebut memiliki peran  strategis dalam

menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan
terhadap proses pengelolaan PLTS Komunal Desa
Muara Enggelam. Sehingga dapat dikatakan bahwa
jika tidak adanya peran pemegang kepentingan
tersebut sebagai pembuat kebijakan maka
pembangunan dan pengelolaan PLTS Komunal tidak
akan dapat terealisasi.

Menurut Kepala Bidang Elektrifikasi Dinas
ESDM, pembangunan dan pengelolaan PLTS
Komunal Desa Muara Enggelam diawali dengan
langkah-langkah berikut: 1) Usulan dari Pemerintah
Desa Muara Enggelam melalui Kecamatan Muara
Wis pada Musrenbang tahun 2011 agar desanya
dapat dialiri listrik untuk mendukung aktivitas
perekonomian masyarakat; 2) Kemudian tahun
2013 Dinas ESDM melakukan kajian bekerjasama
dengan Pusat Penelitian, dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Samarinda
untuk melihat potensi pemanfaatan energi
terbarukan. Hasil kajian tersebut memberikan
rekomendasi bahwa PLTS dapat dikembangkan di
Desa Muara Enggelam berdasarkan pertimbangan
aspek banyaknya sumber energi terbarukan dan
kondisi geografis; 3) Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara selanjutnya mengambil keputusan
dengan mengajukan permohonan kepada Ditjen
EBTKE mengenai pembangunan PLTS Komunal di
Desa Muara Enggelam; 4) Permohonan tersebutjuga
mendapatkan dukungan rekomendasi yang sangat
berarti dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5) Pada akhirnya tahun 2014, pemerintah pusat
melalui Ditjen EBTKE Kementerian ESDM
menyetujui pengembangan PLTS Komunal Desa
Muara Enggelam melalui pendanaan Dana Alokasi
Khusus (DAK) tahun anggaran 2014; 6) Tahun 2015
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Ditien EBTKE Kementerian ESDM mengambil
kebijakan untuk menghibahkan aset PLTS melalui
Berita Acara Serah Terima nomor
88.BAST/92.02/SDE/2015 kepada Kabupaten Kutai
Kartanegara. Adapun hibah ini ditujukan agar
pengelolaan PLTS dapat dimonitoring dan dievaluasi
secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara; dan 7) Kemudian dengan
pertimbangan mewujudkan pengelolaan PLTS yang
berkelanjutan, Bupati Kutai Kartanegara pada tahun
2016 memutuskan untuk mengambil kebijakan
dengan menyerahkan aset PLTS melalui Berita Acara
Serah Terima nomor 671.24/404/DISTAMBEN
kepada Pemerintah Desa Muara Enggelam dalam hal
ini BUMDes “Bersinar Desaku” dan dapat dijadikan
unit usaha BUMDes sehingga lebih terkelola secara
profesional.

Ditjen EBTKE, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan
Timur, Bupati Kutai Kartanegara, dan Dinas ESDM
Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan
Muara Wis telah menjalankan perannya sebagai
pengambil Kkeputusan dan penentu Kkebijakan
berdasarkan daerah kewenangannya. Hal yang
dilakukan pemegang kepentingan tersebut sejalan
dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 tahun
2007 tentang Energi dalam menentukan kebijakan
pembangunan infrastruktur energi terbarukan,
peningkatan akses masyarakat daerah terpencil, dan
kemandirian pengelolaan energi berdasarkan
kewenangannya masing-masing. Selain itu, bentuk
keterlibatan pemegang kepentingan tersebut
menggambarkan konsep collaborative governance.
Collaborative governance tersebut terjadi karena
adanya persamaan tujuan dalam mengembangkan
Desa yang mandiri melalui ET. Hal ini sejalan dengan
pendapat (Dwiyanto, 2011) yang mengatakan
bahwa Kkerjasama kolaborasi terjadi karena
kesamaan visi, tujuan, strategi, dan aktivitas
berbagai pihak yang memiliki wewenang dalam
pengambilan keputusan.

Kedua, Koordinator. Berdasarkan hasil
wawancara, Dinas ESDM melibatkan pihak
akademisi yaitu P3M Politeknik Negeri Samarinda
dalam melakukan kajian potensi energi terbarukan.
Kajian dilakukan di Desa Muara Enggelam selama 6
(enam) bulan untuk mengetahui sumber energi
terbarukan yang layak pengunaannya untuk jangka
panjang dan sebagai dasar pengambilan kebijakan
dalam pengajuan PLTS Komunal ke Kementerian
ESDM. Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara
juga berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi
Kalimantan Timur melalui rapat berkala dalam hal
permohonan rekomendasi pembangunan PLTS dan
usulan pelatihan pengelolaan teknis dan manajerial
bagi SDM pengelola PLTS Komunal kepada
Kementerian ESDM. Kemudian dalam pengelolaan
PLTS, Dinas ESDM terus berkomunikasi dengan
Kecamatan Muara Wis dan Pemerintah Desa dalam
melakukan monitoring, evaluasi, dan mendorong



pemerintah desa agar membentuk unit usaha desa
sebagai pengelola PLTS Komunal.

Dinas ESDM juga melakukan komunikasi yang
intensif dengan BUMDes “Bersinar Desaku” dalam
melakukan monitoring, evaluasi, dan pemeliharaan
aset PLTS Komunal. Kemudian Dinas ESDM
Kabupaten Kutai Kartanegara juga melakukan
koordinasi mengenai pengadaan dan pembiayaan
komponen PLTS untuk peningkatan kapasitas dan
penggantian komponen yang rusak seperti baterai
dan solar cell dengan BUMDes dan pihak swasta yang
bergerak di bidang energi, mekanikal, dan elektrikal,
yakni PT Gerbang Multindo Nusantara (GMN).

Menurut Wakil Direktur BUMDes “Bersinar
Desaku”, peran Dinas ESDM Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam mengkoordinir PLTS Komunal
patut diapresiasi karena dinas tersebut sangat
proaktif dalam melakukan koordinasi dengan
berbagai pihak dan evaluasi hingga turun ke

I Kecamatan Muara Wis

I Dinas ESDM
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lapangan (Gambar 4). Hal inilah yang membedakan
pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam
dengan PTLS di Desa lainnya adalah koordinasi yang
terjalin dengan baik antar pemangku kepentingan.
Bagan diatas cukup menggambarkan bahwa
koordinasi yang dilakukan Dinas ESDM memiliki
peran yang sangat penting dalam mengembangkan
PLTS Desa Komunal Muara Enggelam. Hal ini sejalan
dengan pendapat Sidabutar, Ma'arif, & Mulyana
(2020) yang mengatakan bahwa koordinasi adalah
hal yang sangat penting dilakukan untuk menjamin
bahwa segala bentuk usaha dapat berjalan sesuai
dengan yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari
bagaimana Dinas ESDM melibatkan berbagai
pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat,
provinsi, kecamatan, pemerintah desa, akademisi,
dan swasta dalam pengembangan dan pengelolaan
PLTS Komunal Desa Muara Enggelam.

I Pemerintah Kabupa

I Pemerintah Provinsi

I Kementerian ESDM

) — 7
Merekomendasxkar\

) PLTS Komunal

Gambar 3. Pembuat kebijakan yang terlibat dalam Pengembangan PLTS Komunal

Sumber: Hasil penelitian (2022)

I Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Provinsi

P3M Polnes

Gambar 4. Peran Koordinator dalam Pengembangan PLTS Komunal

Sumber: Hasil penelitian (2022)
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Ketiga, Fasilitator. Hasil wawancara
menunjukkan bahwa terdapat beberapa pemangku
kepentingan yang terlibat dalam memenubhi
kebutuhan kelompok sasaran baik sarana maupun
prasarana. Adapun perannya adalah: 1) membangun
infrastruktur fisik PLTS; 2) melakukan pelatihan
khusus baik teknins dan manajerial; 3) membiayai
pemeliharaan PLTS Komunal seperti baterai dan
solar cell; 4) melakukan pendampingan untuk
memastikan operasional PLTS berjalan dengan baik;
dan 5) membentuk unit usaha dan aturan tata tertib
PLTS Komunal (Gambar 5).

Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE
berkontribusi besar dalam membangun PLTS
Komunal dengan nilai investasi sebesar 3,9 miliar
pada tahun anggaran 2014. Hal ini dilakukan karena
Desa  Muara  Enggelam  secara  geografis
membutuhkan infrastruktur PLTS Komunal untuk
memperoleh aliran listrik di desanya. Tidak hanya
itu, Wakil Direktur BUMDes “Bersinar Desaku” juga
mengatakan bahwa Ditjen EBTKE dan PT GMN
selaku pelaksana pembangunan fisik melakukan

pendampingan teknis dan manajerial untuk
pengelola PLTS agar dapat dioperasionalkan dengan
baik. Pemerintah daerah juga senantiasa

memberikan apa yang dibutuhkan Pengelola PLTS
Komunal seperti pendampingan yang dilakukan oleh
Dinas ESDM dan Kecamatan Muara Wis, serta
bantuan dari APBD dalam membiayai penggantian
150 unit baterai dengan total anggaran sebesar 900
juta.

Sementara itu, Pemerintah Desa pada awalnya
juga berkontribusi dalam banyak hal, yaitu: 1)
Pemberian lahan Hak Pakai untuk pembangunan
PLTS yang berada di lingkungan kantor Pemerintah

I Pemerintah Kabupaten

I Kecamatan Muara Wis

I Dinas ESDM

Desa; 2) Memfasilitasi masyarakat dan menyetujui
pembentukan unit usaha dalam bentuk BUMDes
melalui Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2015 tentang
Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes); 3) Membentuk Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes “Bersinar
Desaku” agar memiliki kapasitas dalam mengelola
potensi desa dan berkontribusi dalam pendapatan
desa; 4) Menfasilitasi masyarakat, BUMDes, dan
tokoh masyarakat dalam merumuskan aturan
mengenai penetapan tarif dan tata tertib PLTS
Komunal dengan  mengedepankan  prinsip
berkeadilan; dan 5) Membiayai sebagian dari
APBDes dari penyertaan modal untuk biaya
perawatan dan penambahan daya bagi masyarakat
yang membutuhkan.

Pendampingan dan dukungan pembiayaan
memiliki  peran  penting setelah  proses
pembangunan infrastruktur PLTS Komunal. Kedua
aspek tersebut akan menentukan bagaimana
keberlanjutan pengelolaan PLTS Komunal Desa
Muara Enggelam kedepannya. Peran pendampingan
dapat menjadi fungsi ganda, di satu sisi fungsinya
sebagai pembimbing yang memberikan bekal
pengetahuan dan Kketerampilan bagi kelompok
masyarakat, di sisi lainnya menjadi enabler yang
mampu mengelola sumber daya manusia dengan
optimal (Digdo et al, 2016). Begitu juga dengan
dukungan pembiayaan, yang mana anggaran tidak
hanya sebagai berperan sebagai support dalam
pengelolaan PLTS Komunal. Dalam hal ini peran
pembiayaan adalah untuk dapat meningkatkan
produktivitas dan kinerja suatu organisasi agar
pelaksanaannya berkelanjutan (Hunger & Wheelen,
2018).

PLTS Komunal

I Kementerian ESDM gan ®
cdiad® e
T
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Gambar 5. Peran Fasilitator dalam Pengembangan PLTS Komunal
Sumber: Hasil penelitian (2022)
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Gambar 6. Peran Implementor dalam Pengelolaan PLTS Komunal
Sumber: Hasil penelitian (2022)

Keempat, Implementor. Implementor adalah
stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya
termasuk kelompok sasaran (Cahyo Nugroho &
Zauhar, 2014). Kemudian Subianto (2012)
menambahkan bahwa implementor atau pelaksana
merupakan salah satu unsur penting dalam proses
implementasi suatu program atau kebijakan. Dalam
hal ini, Masyarakat Desa Muara Enggelam dan
BUMDes “Bersinar Desaku” yang dibentuk oleh
Pemerintah Desa Muara Enggelam merupakan unsur
pelaksana pengelolaan PLTS Komunal sejak tahun
2015. BUMDes “Bersinar Desaku” dibentuk
berdasarkan Perdes No 1/2015 dengan tujuan untuk
menyelenggarakan pemerintahan seperti
memberikan pelayanan kebutuhan dasar
masyarakat dan mengembangkan perekonomian
masyarakat dalam rangka meningkatkan
pendapatan desa.

Salah satu peran BUMDes dalam pemenuhan
kebutuhan dan pengembangan perekonomian
masyarakat desa adalah dengan mengoperasikan
dan memelihara PLTS Komunal. Unit pengelola PLTS
dalam struktur organisasi BUMDes “Bersinar
Desaku” bertugas untuk memberikan layanan
kebutuhan listrik kepada masyarakat Desa seperti
distribusi aliran listrik, penambahan daya,

pengaduan, dan pengumpulan tagihan listrik setiap
10 hari sekali dengan melibatkan pegawai BUMDes
yang berasal dari masyarakat desa (Gambar 7).
Selain pengelola PLTS Komunal, BUMDes juga
usaha

membentuk unit lainnya untuk

N

py > ,
lan tagihan listrik dari PLTS Komunal

mengembangkan aktivitas usaha bagi masyarakat
dan untuk mensupport kebutuhan operasional PLTS
Komunal. Adapun sebagian dari pendapatan yang
dihasilkan unit-unit usaha tersebut diperuntukan
bagi perawatan PLTS dan penambahan daya bagi
masyarakat. Sehingga, pengelolan PLTS Komunal
dapat dikelola secara mandiri tanpa bergantung
kepada anggaran dari pemerintah pusat / provinsi /
daerah. Pengelolaan PLTS yang berkelanjutan
sampai saat ini dibantu pemerintah desa melalui
dana desa sebesar Rp. 200.000.000,- dan dana iuran
yang diperoleh dari penarikan tarif listrik
masyarakat dengan total Rp.1.101.807.700,- per
desember 2021.

Sumber dana tersebut dimanfaatkan untuk
pergantian baterai yang mulai usang maupun
penambahan solar cell dan baterai baru untuk
penambahan daya, modal wunit usaha, dam
pembayaran pajak secara kontinyu dari hasil
pengelolaan PLTS Komunal. Strategi tersebut juga
dilakukan oleh BUMDes sebagai pengelola PLTS
Rawasari, Jambi dalam membiayai kebutuhan
operasional PLTS (Wardhana & Ma’rifatullah, 2019).
Namun, pemangku kepentingan lainnya tetap
terlibat dalam melakukan pembinaan,
pendampingan, pelatihan, dan evaluasi terkait
permasalahan atau kendala dalam mengelola PLTS
Komunal hingga sekarang.

Sumber: BUMDes “Bersinar Desaku” (2020)
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Selain BUMDes, masyarakat desa juga menjadi
pelaksana dari pengelolaan PLTS Komunal,
beberapa perannya adalah: 1) Membantu
pembangunan fisik PLTS Komunal. Hal ini dilakukan
masyarakat secara sukarela karena memiliki
semangat karena adanya bantuan pembangunan
PLTS di desanya. Menurut Wakil Direktur BUMDes
“Bersinar Desaku”, masyarakat banyak membantu
seperti pembangunan panggung untuk PLTS dan
memastikan ekspedisi komponen PLTS menuju desa
tidak pada saat musim kemarau; 2) Membantu
pengelolaan PLTS sebagai teknisi atau operator bagi
masyarakat yang potensial terhadap pengelolaan
PLTS dan dibekali pengetahuan dan keterampilan
dari pemerintah pusat maupun PT GMN selaku
perusahaan pembangunan PLTS Komunal; 3)
Mengawasi bentuk pelanggaran dalam pemanfaatan
listrik dari PLTS Komunal. Masyarakat senantiasa
melaporkan jika ada oknum yang melakukan
pencurian daya untuk kepentingan sendiri; serta, 4)
Memberikan aspirasi dan masukan dalam membuat
aturan mengenai tata tertib PLTS Komunal. Seperti
kesepakatan mengenai tarif listrik PLTS Komunal.
Tarif listrik ditentukan berdasarkan kemampuan
ekonomi masing-masing kepala keluarga. Untuk
masyarakat menengah ke atas, dikenakan Rp. 3.000,-
/hari dan masyarakat miskin dikenakan Rp. 9,-/ hari
atau jumlah watt yang terpakai. Selanjutnya
penetapan tarif penambahan jaringan listrik,
mekanisme layanan pelaporan dan pengaduan, serta
penetapan sanksi-sanksi bagi penyalahgunaan
pemakaian listrik PLTS Komunal.

Berdasarkan temuan diatas dapat dikatakan
bahwa partisipasi masyarakat dan BUMDes sebagai
pelaksana pengembangan ET sangat menentukan
keberlanjutan pengelolaan PLTS Komunal. Hal ini
sejalan dengan temuan Khotimah (2019) dalam
penelitiannya yang mengatakan bahwa partisipasi
aktif masyarakat dari perencanaan, pengelolaan, dan
pemeliharaan energi terbarukan sangat menunjang
keberhasilan pembangunan keberlanjutan.

Hal ini juga senada dengan pendapat Bishoge,
Kombe, & Mvile (2020) bahwa keberhasilan
pengembangan ET harus melibatkan partisipasi
masyarakat, karena masyarakat memiliki modal
pengetahuan, kesadaran, penerimaan, keterlibatan,
kesempatan Kerja. Selain itu, penelitian dari Yulian &
Haswindy (2017) menemukan bahwa faktor
karakteristik masyarakat dan lingkungan
pemukiman memiliki hubungan positif dengan
tingkat partisipasi masyarakat. Artinya, masyarakat
Desa Muara Enggelam yang sebagian besar bekerja
sebagai nelayan dan hidup secara gotong - royong
mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam
mengelola PLTS Komunal.

Kelima, Akselerator. Peran terakhir pemangku
kepentingan menurut (Cahyo Nugroho & Zauhar,
2014) adalah sebagai akselerator. Akselerator
merupakan stakeholder yang berperan
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mempercepat dan memberikan kontribusi agar
suatu program dapat berjalan sesuai sasaran. Dalam
pengembangan PLTS Komunal, terdapat empat
pemangku kepentingan yang berperan sebagai

akselerator, yaitu: P3M Polnes, Dinas ESDM,
BUMDes, dan Pemerintah Desa
P3M Polnes berperan melakukan kajian

pemanfaatan ET dalam mendukung permohonan
pembangunan PLTS Komunal. Jika tidak diakselerasi
dengan melakukan kajian, pembangunan PLTS
Komunal dalam memenuhi kebutuhan listrik sulit
direalisasikan. Karena hasil kajian tersebut menjadi
dasar untuk menetapkan suatu kebijakan layak atau
tidak. Dinas ESDM berperan proaktif mengajukan
permohonan, pengusulan pelatihan teknis dan
manajerial bagi operator, melakukan monitoring jika
adanya kendala dan permasalahan ditindaklanjuti
dengan segera. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kabid Elektrifikasi dinas ESDM, salah satu
bentuk akselerasi yang diberikan adalah mendanai
biaya penggantian 150 unit baterai yang diusulkan
dalam APBD Perubahan sehingga pengelolaan PLTS
yang sempat terkendala dapat beroperasi sesuai
dengan sasaran.

BUMDes berperan mengelola iuran dan
keuntungan dari unit usaha yang dikelola BUMDes
untuk melakukan penambahaan daya bagi
masyarakat yang membutuhkan daya listrik lebih
besar untuk meningkatkan produktivitas usahanya.
Jadi peran BUMDes sebagai akselerator adalah
memberikan akses listrik 24 jam bagi 150 pelanggan
dalam meningkatkan produktivitas usahanya seperti
mengolah hasil perikanan dan penyimpanan ikan
yang bisa dilakukan di malam hari. Pemerintah Desa
berperan membentuk unit pengelola usaha seperti
BUMDes yang direalisasikan secara langsung melalui
peraturan desa, kemudian memberikan dana desa
dalam mempercepat kinerja BUMDes dalam
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti
listrik. Kemudian pemerintah desa melalui BUMDes
juga mengakselerasi berkembangnya unit usahanya
seperti PLTS Komunal, Sarang Burung Walet, Pasar
Desa, TV Kabel, dan Moulding.

Berdasarkan temuan diatas dapat disimpulkan
bahwa peran pemangku kepentingan sebagai
akselerator telah mampu memenuhi kebutuhan
listrik selama 24 jam terhadap lebih dari 150
pelanggan di Desa Muara Enggelam. Selain itu, dari
sisi ekonomi, akselerator PLTS Komunal mampu
membantu meningkatkan pendapatan BUMDes
setiap tahunnya. Laporan Unit Usaha BUMDes
mencatat bahwa pendapatan rata - rata yang
diperoleh melalui PLTS Komunal dalam enam tahun
terakhir mencapai Rp. 157.401.100,- setiap
tahunnya. Selain itu, peran akselerator PLTS
Komunal juga telah mampu menaikkan level Indeks
Desa Membangun (IDM) dari “Desa Sangat
Tertinggal” menjadi “Desa Berkembang”.



Berbagai pencapaian sasaran dan tujuan yang
telah dicapai dalam pengelolaan PLTS Komunal Desa
Muara Enggelam dalam enam terakhir tidak hanya
ditentukan oleh pengelolaan PLTS Komunal. Ini juga
berkaitan = dengan tata  kelola  kebijakan
pengembangan PLTS Komunal yang banyak
melibatkan pemangku kepentingan pemerintah
pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat
Tzankova (2020) yang mengatakan bahwa tata
kelola suatu kebijakan memiliki tantangan yang

Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Energi Terbarukan:

Studi Kasus PLTS Desa Muara Enggelam
(Adhityo Nugraha Barsei dan Joko Sabtohadi)

lebih luas, seperti bagaimana memenuhi kebutuhan
dengan menselaraskan kebijakan secara vertikal dan
horizontal. Keselarasan kebijakan vertikal dan
horizonal di sektor tertentu sangat penting untuk
percepatan pembangunan (Tzankova, 2020).
Praktek inilah yang dilakukan pengelolaan PLTS
Komunal Desa Muara Enggelam, dimana
pengembangan dan pengelolaannya melibatkan
banyak lintas sektor dari pusat hingga daerah dalam
bidang energi terbarukan.

I <:ﬂ::ﬁi> BUMDes Bersinar Desaku
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Gambar 8. Akselerator dalam Pengembangan PLTS Komunal
Sumber: Hasil penelitian (2022)
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Gambar 9. Faktor pendukung dan penghambat PLTS Komunal

Sumber: Hasil penelitian (2022)
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Faktor-faktor pendorong dan penghambat.
Setiap pelaksanaan suatu program selalu ditemukan
berbagai kendala dan hambatan. Berdasarkan hasil
analisis penulis terhadap hasil wawancara dan
dokumentasi, terdapat faktor-faktor pendorong dan
penghambat dalam pengembangan dan pengelolaan
PLTS Komunal Desa Muara Enggelam. Faktor-faktor
ini diperoleh dari hasil proses penyederhanaan data
dan verifikasi data yang ditemukan baik melalui
wawancara maupun dokumentasi. Keterlibatan
pemangku kepentingan menjadi sangat vital dalam
pengembangan dan pengelolaan ET (Magbool et al,,
2020).

Namun, di samping vitalnya keterlibatan
pemangku kepentingan, terdapat variabel-variabel
lainnya yang mendorong pengelolaan PLTS Komunal
Desa Muara Enggelam yang berkelanjutan hingga
eksis sampai saat ini, seperti dijelaskan sebagai
berikut. Pertama, Komunikasi. Hal ini terlihat
bagaimana peran Dinas ESDM yang secara intensif
dan proaktif untuk terus berkoordinasi dengan
pemerinah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi,
dan pusat. Hal itu dilakukan untuk menjalin
kerjasama dalam pengembangan PLTS Komunal.
Selain itu, pemerintah desa melalui BUMDes juga
terus berkoordinasi dengan kecamatan dan dinas
dalam melakukan monitoring dan evaluasi
pengelolaan PLTS Komunal.

Kedua, Komitmen bersama. Sejak awal inisiasi
PLTS Komunal hingga termanfaatkannya PLTS
tersebut, teridentifikasi sebanyak 15 pemangku
kepentingan yang terlibat secara langsung dan tidak
langsung. Jumlah dan panjangnya waktu proyek
pengembangan tersebut menunjukkan tingginya
dedikasi pemangku kepentingan dalam
mengembangkan PLTS Komunal. Ketiga, Regulasi.
Proyek pengembangan ini didukung oleh kebijakan
pemerinah melalui Undang - Undang Nomor 30
tahun 2007 tentang Energi dan bentuk
kerjasamanya didukung oleh Peraturan Menteri
ESDM Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Fisik Pemanfaatan ET serta Konservasi
Energi.

Keempat, Keterlibatan BUMDes. Perannya
sangat penting sebagai implementor dan akselerator
PLTS Komunal sehingga dapat mengaliri listrik
selama 24 jam dan memajukan aktivitas
perekonomian desa. Peran BUMDes juga didukung
oleh dasar hukum mengenai tugas dan
wewenangnya serta struktur organisasi BUMDes
yang jelas mengenai siapa mengerjakan apa. Kelima,
Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini dilakukan
Dinas ESDM, Kecamatan Muara Wis dan Pemerintah
Desa secara bersama - sama. Hal ini bertujuan agar
jika ditemukan kendala seperti rusaknya komponen
dan masalah teknis lainnya dapat ditindaklanjuti
secara langsung. Artinya, peran mereka tidak hanya
sampai pada tahap pembangunan fisik PLTS dan
melepas pengelolaan PLTS begitu saja.
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Keenam, Tingginya partisipasi masyarakat.
Sejak awal pembangunan hingga terlibat dalam
pengelolaan dan pengawasan pengunaan PLTS,
partisipasi masyarakat sudah mulai terlihat. Hal ini
dimotivasi oleh kebijakan pembangunan PLTS
Komunal yang memberikan keuntungan bagi
mereka dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar listrik
24 jam, biaya yang jauh lebih murah dari genset, dan
mendukung aktivitas perekonomiannya.

Sementara itu, selama pengembangan dan
pengelolaan PLTS Komunal juga ditemukan
beberapa kendala atau faktor penghambat sebagai
berikut. Pertama, Kondisi geografis. Kendala yang
dihadapi saat pembangunan adalah lokasi Desa
Muara Enggelam yang berada di perairan sehingga
pengiriman infrastruktur sempat tertunda karena
resiko pengiriman yang tinggi pada saat musim
kemarau. Dalam penelitian Alsharif et al.,, (2020)
juga ditemukan bahwa jauhnya jarak pengiriman
komponen PLTS menyebabka Kkerumitan dan
meningkatnya manajemen resiko. Kedua, Anggaran.
Pada awal pengelolaan PLTS terdapat kendala
seperti terbatasnya anggaran Pemerintah Desa dan
BUMDes karena baru didirikan selama 4 tahun
sehingga pengadaan penggantian baterai tertunda
dan pemakaian listrik sempat hanya bisa
dimanfaatkan untuk malam hari saja. Selain itu,
komponen PLTS (solar cell dan baterai) yang mahal
disebabkan faktor logistik komponen didatangkan
dari luar negeri menyulitkan pengelola dari sisi
biaya dan waktu.

Ketiga, SDM pengelola. Jumlah teknisi atau
pengelola hanya 2 orang sementara memiliki tugas
teknis dan layanan pengaduan kepada masyarakat.
Adanya rencana penambahan tenaga teknisi namun
masih belum dibekali kompetensi dalam bentuk
pelatihan khusus. Mengingat tenaga yang memadai
dan kompeten sangat penting dalam mengelola PLTS
(Alsharif et al., 2020). Keempat, Pencurian daya.
Praktek ini tidak hanya merugikan pemasukan tarif
listrik ke BUMDes Desa Muara Enggelam, tapi bisa
berakibat  terjadinya arus pendek  yang
menyebabkan kebakaran dan membahayakan
lingkungan sekitar. Namun, kendala ini sudah jarang
terjadi karena BUMDes menerapkan layanan
pengaduan dengan konsep whistleblower dimana
masyarakat dapat melaporkan tindakan
pelanggaran seperti pencurian daya tanpa diketahui
identitas pelapornya.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan temuan
penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, terdapat 15 pemangku kepentingan yang
terlibat dan saling bersinergi dalam pengembangan
dan pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara
Enggelam, yaitu Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM
(Pemerintah  Pusat), Dinas ESDM Provinsi
Kalimantan Timur (Pemerintah Provinsi), Bupati



Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas ESDM, Dinas
PMD, Dinas KP, Protokol dan Komunikasi Setda
(Pemerintah Kabupaten), Kecamatan Muara Wis,
Kepala Desa Muara Enggelam, BUMDes “Bersinar
Desaku”, Masyarakat Desa (Pemerintah Desa),
Politeknik Negeri Samarinda (akademisi), PT GMN
(swasta), dan Media Massa. Kedua, beberapa
pemangku kepentingan memiliki peran strategis
dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan
PLTS Komunal berkelanjutan baik sebagai policy
creator, koordinator, fasilitator, implementor, dan
akselerator. Ketiga, komunikasi, komitmen bersama,
dukungan  regulasi,  keterlibatan =~ BUMDes,
monitoring dan evaluasi, serta tingginya partisipasi
masyarakat merupakan faktor-faktor pendukung
pengembangan dan pengelolaan PLTS Komunal,
sementara kondisi geografis, keterbatasan anggaran
dan SDM, dan praktek pencurian daya menjadi
faktor-faktor =~ penghambat pengelolaan PLTS
Komunal.

REKOMENDASI

1. Bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, pengelolaan
PLTS Komunal yang dijadikan sebagai inovasi
daerah dapat diberikan dukungan kebijakan
pengelolaan PLTS Komunal melalui Perda atau
Perbup agar wewenang pengelolaannya semakin
kuat dan PLTS Komunal dapat
diimplementasikan desa lainnya di Kabupaten
Kutai Kartanegara.

2. Bagi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, perlu
adanya kebijakan pengelolaan energi terbarukan
(dalam hal ini PLTS) yang berbasis komunitas
(mengoptimalkan  peran BUMDes) untuk
mengakselerasi Program Desa Mandiri Energi
(DME) yang berkelanjutan serta dapat dijadikan
pertimbangan dalam penguatan RUU energi
terbarukan.
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kebijakan hukum perlindungan terhadap tenaga kerja yang
mengalami kecelakaan kerja untuk mengetahui perlindungan hukum dan faktor yang mencegah
kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum
normatif. Sesuai dengan jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang diperbaharui pada Undang-Undang No 11 tahun 2020. Analisis bahan
hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang
dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna
memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini
adalah terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja
dan upaya perlindungan hukumnya yang terdapat pada Undang-Undang Keteagakerjaan. Perlu
kiranya kebijakan perlindungan tenaga kerja didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pekerja
menghadapi berbagai resiko, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Risiko-risiko tersebut
berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kebijakan-kebijakan yang
dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan
sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat
tenaga kerja. Kecelakaan kerja termasuk resiko dari pekerjaan berbagai risiko yang harus dihadapi
oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau
seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat
karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan
kerja.

Kata kunci: kebijakan hukum, tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja

ABSTRACT

This study discusses the legal policy of protecting workers who experience work accidents to
determine legal protection and factors that prevent work accidents for workers. The research
method used is normative legal research. In accordance with the type and nature of the research,
the data source used is secondary data consisting of primary legal material in the form of Law No.
13 of 2003 concerning Manpower as embodied in Law No. 11 of 2020. Analysis of legal material is
carried out using the content analysis method (senten analysis method) which is carried out by
describing the material of legal events or legal products in detail in order to facilitate interpretation
in the discussion. The research results obtained in this study are related to legal protection for
workers who experience work accidents and legal protection efforts contained in the Labor Law. It
is necessary that labor protection policies are based on the fact that every worker faces various
risks, both inside and outside of work. These risks have the potential to reduce the level of welfare
of workers and their families. The policies implemented by the government in accordance with the
employment policy are to improve the welfare of workers/laborers with various efforts including
improving wages, social security, improving working conditions, in this case to increase the status
and dignity of the workforce. Occupational accidents include risks from work, various risks that
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must be faced by workers in carrying out their work. To overcome the loss of part or all of income
caused by social risks such as death or disability due to work accidents, both physical and mental,
it is necessary to have work accident insurance.

Keywords: legal policy, labor, labor protection

PENDAHULUAN
Perwujudan negara hukum Indonesia
tercermin  melalui peraturan perundang-

undangan yang telah dibuat untuk memberi
pedoman bagi rakyat dalam menjalankan
aktivitasnya sebagai warga negara (Achir, 2020).
Termasuk pada aspek pekerjaan. Tenaga kerja di
Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya dalam Bab 1
Pasal 1, ditegaskan bahwa ketenagakerjaan
dinyatakan adalah semua hal yang berkaitan
dengan pekerjaan pada saat itu sebelum, selama
dan setelah bekerja. Sesuai dengan pasal 1 angka
2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Tenaga
Kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan untuk menghasilkan
barang dan/atau jasa untuk kebaikan memenuhi
kebutuhan mereka sendiri dan untuk masyarakat
(Suhartoyo, 2019).

Kecelakaan  kerja  merupakan suatu
peristiwa yang tidak terduga serta tidak
diinginkan terjadi di tempat kerja yang tidak
dapat diprediksi atau diduga sebelumnya yang
dapat menimbulkan luka, sakit dan mengacaukan
suatu proses aktivitas yang mengakibatkan
kerugian materiil maupun manusia (Mindhayani,
2019). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja
sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan
amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
khususnya Pasal 27 (2) tentang tentang hak
warga negara atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.

Mengingat betapa pentingnya peran
ketenagakerjaan bagi lembaga/badan wusaha
milik negara maupun milik swasta dalam upaya
membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-
haknya maka dirumuskanlah Undang - Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Setiap tenaga Kkerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan
aliran politik sesuai dengan minat dan
kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

Jenis pekerjaan konstruksi terdapat risiko
bahaya karena kurangnya Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dapat ditemukan pada
peralatan kerja, bahan kimia berbahaya seperti
asam dan soda kaustik dan mesin produksi. Jenis
kecelakaan pekerjaan yang dapat terjadi di
sektor produksi yakni terjepit, terlindas,
terpotong, jatuh, tindakan yang salah, tertabrak,
kontak dengan zat berbahaya, jatuh, berguling,
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jatuh dari atas, terpukul keras, dan pingsan.
Sebuah proses produksi, peralatan dan mesin di
tempat kerja jika mereka tidak mendapatkan
perhatian khusus akan mengarah pada potensi
kecelakaan di tempat kerja.

Perlindungan tersebut dimaksudkan agar
tenaga Kkerja dapat secara aman melakukan
pekerjaannya  sehari-hari sehingga dapat
meningkatkan produksi dan produktivitas
pekerjaannya. Tenaga kerja harus memperoleh
perlindungan dari berbagai peristiwa di
sekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa
dan mengganggu dalam pelaksanaan
pekerjaanya. Dalam bidang konstruksi, ada
beberapa peralatan yang digunakan untuk
melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun
bahaya yang mungkin bisa terjadi dalam proyek
konstruksi. Peralatan ini wajib digunakan oleh
seseorang yang bekerja dalam suatu lingkungan
konstruksi. Adanya perlindungan tenaga kerja
adalah  untuk memberikan perlindungan
keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat
bekerja sehingga apabila di kemudian hari terjadi
kecelakaan kerja, pekerja/buruh tidak perlu
khawatir karena sudah ada peraturan yang
mengatur keselamatan bekerja dan tata cara
penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja
tersebut.

Secara umum telah tergambar bahwa
Undang-Undang tenaga kerja memiliki peran
penting dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap tenaga kerja, akan tetapi yang
mendapatkan perlindungan hanyalah tenaga
kerja yang tercover oleh jaminan sosial. Dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Pasal 99
Ayat (1) dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh
dan keluarganya berhak untuk memperoleh
jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian, Pasal 15
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(vang selanjutnya disebut Undang-Undang BPJS),
menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap
wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya
sebagai peserta kepada badan penyelenggara
jaminan sosial sesuai dengan program jaminan
sosial yang diikuti”.

Hal tersebut idealnya diimbangi dengan
kebijakan hukum yang membuka peluang untuk,
memberikan perlindungan hukum terhadap
tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja,
sehingga penelitian ini tentunya dapat menjadi
penguat dalan pemberian perlindungan hukum
terhadap tenaga kerja yang tidak mendapatkan
jaminan sosial yang mengalami kecelakaan kerja.



Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

METODE

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif (Normative Law
Research). Sesuai dengan jenis dan sifat
penelitiannya, sumber data yang digunakan
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer berupa Undang-Undang No 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
diperbaharui pada Undang-Undang No 11 tahun
2020 (Ahmad dan Koto, 2022). Selain itu juga
menggunakan bahan hukum sekunder yang
terdiri dari buku, jurnal ilmiah, makalah dan
artikel ilmiah yang dapat memberikan penjelasan
tentang bahan hukum primer (Mahmud, 2011).
Analisis bahan hukum dilakukan dengan
menggunakan metode analisis isi (content
analysis method) vyang dilakukan dengan
mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau
produk hukum secara detail guna memudahkan
interpretasi dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah
untuk memastikan hubungan kerja yang
harmonis tanpa adanya tekanan dari yang kuat
ke yang lemah. Pengusaha wajib menerapkan
peraturan perlindungan tenaga kerja sesuai
dengan peraturan-peraturan saat ini, yaitu
sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Saat ini Undang-Undang
Ketenagakerjaan  praktis terkesan hanya

memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja
yang terdaftar pada jaminan sosial tenaga kerja,
hal ini tentu tidak seimbang terhadap tenaga
kerja yang tidak terdaftar di jaminan sosial
tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut idealnya
tenaga kerja yang tidak terdaftar pada jaminan
sosial tenaga kerja mendapatkan perlindungan
dalam hal kecelakaan kerja. Perlindungan yang
dimaksud tentunya berbentuk kebijakan dari
pemerintah maupun stakeholder yang tujuannya
memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja
yang tidak terdaftar pada jaminan sosial tenaga
kerja.

Perlindungan Hukum dan Faktor Tenaga
Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja.
Tenaga kerja adalah salah satu langkah
pembangunan ekonomi, yang mempunyai
peranan signifikan dalam segala aktivitas
nasional, khususnya perekonomian nasional
dalam hal peningkatan produktivitas dan
kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah
sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta
merupakan sumber daya yang jumlahnya
melimpah (Husni, 2014). Tenaga kerja memiliki
keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan
kemampuannya, sehingga tenaga Kkerja yang
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dibutuhkan dapat meningkatkan produktifitas
perusahaan (Zainal, 2002).

Terdapat beberapa faktor penyebab
kecelakaan kerja yang dialami tenaga kerja, yaitu:
1) Faktor manusia, diantaranya kurangnya
keterampilan atau pengetahuan tentang industri
dan kesalahan penempatan tenaga kerja; 2)
Faktor material atau peralatannya, misalnya
bahan yang seharusnya dibuat dari besi dibuat
dengan bahan lain yang lebih murah sehingga
menyebabkan kecelakaan kerja; 3) Faktor
sumber bahaya, meliputi: Perbuatan bahaya,
misalnya metode kerja yang salah, sikap kerja
yang teledor serta tidak memakai alat pelindung
diri. Kondisi/keadaan bahaya, misalnya
lingkungan kerja yang tidak aman serta
pekerjaan yang membahayakan; dan 4) Faktor
lingkungan kerja yang tidak sehat, misalnya
kurangnya cahaya, ventilasi, pergantian udara
yang tidak lancar dan suasana yang tidak baik.

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha
dalam melaksanakan pembangunan harus
didukung juga dengan jaminan hak setiap
pekerja. Setiap tenaga kerja diberikan
kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang
sesuai dengan kemampuan dan keahliannya
serta diberikan penghasilan yang layak sehingga
dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta
keluarga yang menjadi tanggungannya. Untuk
melindungi keselamatan tenaga kerja guna
mewujudkan produktifitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya keselamatan dan
kesehatan  kerja.  Perlindungan tersebut
dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Sumarno,
2022).

Perlindungan hukum diartikan sebagai
suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum
pemerintah yang diberikan kepada subjek
hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya
yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di
Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena
adanya suatu hubungan hukum (Soeroso, 2006).
Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek
hukum yang memiliki relevansi hukum atau
mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan
kewajiban). Perlindungan Hukum juga dapat
diartikan sebagai segala daya upaya yang
dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan
pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan
hak-hak asasi yang ada.

Pada prinsip perlindungan hukum tidak
membedakan terhadap kaum pria maupun
wanita (Utami, 2016), selain itu Indonesia
menganut prinsip negara kesejahteraan (walfare
state). Sistem pemerintahan negara sebagaimana
yang telah dicantumkan dalam penjelasan
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Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya
menyatakan prinsip "Indonesia adalah negara
yang berdasarkan atas hukum (rechtstaaf) dan
pemerintah berdasar atas sistem konstitusi
(hukum dasar)", elemen pokok negara hukum
adalah pengakuan dan perlindungan terhadap
"fundamental rights".

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah
diatur beberapa pasal untuk memberikan
perlindungan kepada para pekerja. Perlindungan
ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak
para pekerja sebagai manusia yang harus
diperlakukan secara manusiawi (Rofiah, 2016).
Dituliskan dalam Undang-Undang No.13 Tahun
2003, lingkup perlindungan terhadap pekerja
antara lain meliputi: 1) Perlindungan atas hak-
hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding
dengan pengusaha; 2) Perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja; 3) Perlindungan khusus
bagi pekerja atau buruh perempuan; dan 4)
Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan
jaminan sosial tenaga kerja.

Agar dapat melindungi keselamatan dan
kesehatan para pekerja dalam melakukan
pekerjaannya dan dapat mewujudkan
produktifitas kerja secara optimal dalam
melaksanakan  ketentuan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah
terjadinya kecelakaan akibat kerja (Safira, 2021).
Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa
tingkat jumlah kecelakaan kerja yang dialami
tenaga kerja dalam kurun waktu tiga tahun

belakangan meningkat, pada tahun 2020 ke 2021
kenaikan sebesar 5,65%. Pada tahun 2022 di
pertengahan tahun jumlah tenaga kerja yang
mengalami kecelakaan kerja berada di 61.805.

Perlunya kebijakan perlindungan tenaga
kerja didasarkan pada kenyataan bahwa setiap
pekerja menghadapi berbagai resiko, baik di
dalam maupun di luar pekerjaan. Risiko-risiko
tersebut  berpotensi menurunkan tingkat
kesejahteraan  pekerja dan  keluarganya.
Kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh
pemerintah sesuai dengan kebijakan
ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan para pekerja/buruh dengan
berbagai upaya diantaranya perbaikan upah,
jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam
hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat
dan martabat tenaga kerja.

Kecelakaan Kkerja termasuk resiko dari
pekerjaan berbagai risiko yang harus dihadapi
oleh  tenaga kerja dalam  melakukan
pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya
sebagian atau seluruh penghasilan yang
diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial
seperti kematian atau cacat karena kecelakaan
kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan
adanya jaminan Kkecelakaan kerja. Dalam upaya
peningkatan perlindungan pekerja ini
pemerintah telah memberikan perlindungan
berupa jaminan sosial tenaga kerja yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP]S).

Tabel 1. Jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2020-2022

No. Tahun Usia pekerja  Jumlah kecelakaan
1 2020 22-32 tahun 221.740
2 2021 22-29 tahun 234.270
3 2022 20-25 tahun 61.805

Sumber: BPJS ketenagakerjaan/Kementerian Ketenagerjaan(2022)

Tahun
Tahun ahun
2022- 61.805 2020-221.740 21-234.270

Gambar 1. Diagram tahun dan jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan/Menteri Ketenagakerjaan (2022)
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BPJS Kesehatan menyelenggarakan
program kesehatan dan BP]S Ketenagakerjaan
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan
kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan
jaminan kematian. Pekerja atau buruh wajib
diikutsertakan ke dalam program jaminan sosial
tersebut. Kepesertaan program jaminan sosial
tenaga kerja ini dilakukan secara wajib oleh
perusahaan yang didaftarkan ke Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Gir, 2021).

Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja
Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Dalam ketenagakerjaan, upaya mengurangi
kecelakaan saat bekerja telah diatur dalam
Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang
Keselamatan. Dalam pasal 3 menyebutkan
keselamatan Kkerja yaitu seperti mencegah
terjadinya kecelakaan dan kebakaran, mencegah
dan mengurangi penggunaan bahan yang mudah
meledak, menyiapkan atau memberikan akses
jalan untuk menyelamatkan diri apabila
terjadinya kebakaran atau kecelakaan kerja,
menyediakan alat pelindung diri, mencegah
terjadinya penyakit dalam melaksanakan
pekerjaan, memperoleh lingkungan kerja yang
nyaman, memelihara bangunan dan lingkungan
tempat kerja, menyesuaikan atau
menyempurnaan pengamanan dalam pekerjaan
serta syarat lainnya sesuai dalam ketentuan pasal
3 Undang-Undang Keselamatan Kerja.

Kekacauan yang diakibatkan karena
kecelakaan saat bekerja terjadi karena berbagai
macam faktor seperti: pertama perilaku pekerja
yang lalai dan kurangnya kehati-hatian dalam
melaksanakan pekerjaan yang dapat
membahayakan diri sendiri dan pekerja lainnya,
kedua tidak adanya pelatihan keselamatan dan
penggunaan alat berat oleh perusahaan agar
terhindar dari kondisi yang tidak diinginkan,
ketiga kondisi lingkungan yang tidak memadai
serta tidak adanya peralatan keselamatan yang
memadai dan keempat bahan pekerjaan yang
berat seringkali mengakibatkan cidera (Dewi
2018).

Berdasarkan Pasal 86 (2) Undang-Undang
Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan tahun 2003,
yang isinya sebagai berikut: “untuk melindungi
keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktivitas yang optimal diselenggarakan
upaya keselamatan dan kesehatan kerja”. Dari
ketentuan pasal tersebut sudah selayaknya
perusahaan memberikan fasilitas yang memadai
terhadap pekerja. Dalam suatu perusahaan
tentunya pekerja merupakan salah satu prioritas
penggerak suatu perusahaan yang dimana dalam
perekrutannya perusahaan telah memberikan
perjanjian baik secara lisan maupun tertulis.
Perjanjian pada umumnya membahas tentang
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hak serta kewajiban pekerja dan pengusaha
seperti seberapa besarnya upah, bentuk dan
model pekerjaan yang akan diberikan, dan syarat
lain mengenai hak dan kewajiban pekerja dan
pengusaha (Shalihah, 2016).

Sama halnya dalam hal
pertanggungjawaban terhadap kecelakaan yang
dialami pekerja saat melakukan pekerjaannya,
dalam perjanjian sudah sewajibnya termuat apa
hak dari korban yang mengalami kecelakaan dan
kewajiban perusahaan bagi pekerja atas
pemenuhan hak pekerja. Kecelakaan kerja sudah
sewajibnya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik
usaha dengan memberikan biaya yang
ditimbulkan akibat kecelakaan yang tejadi. Hal
tersebut didasarkan atas prinsip siapa yang
mempekerjakan buruh/pekerja maka harus
bertanggung jawab atas buruh/pekerja tersebut.

Beberapa hak-hak yang diperoleh tenaga

kerja yang diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan sebagai berikut (Khakim,
2007):

1. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama,
dan aliran politik sesuai dengan minat dan
kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan,
termasuk perlakuan yang sama terhadap
penyandang cacat.

2. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh,
meningkatkan dan mengembangkan
kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat
serta kemampuannya melalui pelatihan kerja.

3. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan
kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan
kerja yang diselenggarakan pemerintah,
lembaga pelatihan kerja swasta, atau
pelatihan di tempat kerja.

4. Tenaga kerja yang telah mengikuti program
pemagangan berhak atas pengakuan
kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan
atau lembaga sertifikasi.

5. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan
kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan
memperoleh penghasilan yang layak di dalam
atau di luar negeri.

6. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan
waktu istirahat dan cuti, dan berhak
mendapatkan kesempatan untuk
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh
agamanya.

7. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa
haid merasakan sakit dan memberitahukan
kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada
hari pertama dan kedua pada waktu haid.

8. Pekerja/buruh perempuan berhak
memperoleh istirahat sebelum dan sesudah
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melahirkan, bagi pekerja yang mengalami
keguguran kandungan sesuai dengan surat
keterangan dokter atau bidan kandungan.
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan atas: keselamatan
dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan;
dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia serta nilai- nilai agama.

9. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan, artinya
pendapatan atau penerimaan pekerja/buruh
dari hasil pekerjaanya mampu memenubhi

kebutuhan  hidup pekerja/buruh  dan
keluarganya secara wajar yang meliputi
makanan dan minuman, pendidikan,

kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

10.Setiap pekerja/buruh dan keluarganya
berhak memperoleh jaminan sosial tenaga
kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya.

11.Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan
menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh.

12.Pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat
buruh berhak melakukan mogok kerja yang
dilakukan secara sah, tertib dan damai apabila
tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian
hubungan industrial yang disebabkan karena

pengusaha tidak mau melakukan
perundingan atau perundingan mengalami
jalan buntu.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum perlindungan tenaga
kerja yang mengalami kecelakaan merupakan
suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum
yang dilakukan pemerintah dan selanjutnya
diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan
hak dan kewajibannya yang dilaksanakan
berdasarkan hukum positif di Indonesia.
Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu
hubungan hukum, hubungan hukum adalah
interaksi antara subjek hukum yang memiliki
relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum
(timbulnya hak dan kewajiban). Perlindungan
Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya
upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap
orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang
bertujuan mengusahakan pengamanan,
penguasaan dan pemenuhan Kkesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.
Upaya mengurangi kecelakaan saat bekerja telah
diatur pada dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1970 Tentang Keselamatan, dalam pasal 3
menyebutkan keselamatan kerja, yaitu seperti
mencegah terjadinya kecelakaan dan kebakaran,
mencegah dan mengurangi penggunaan bahan
yang mudah meledak, menyiapkan atau
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memberikan akses jalan untuk menyelamatkan
diri apabila terjadinya kebakaran atau
kecelakaan kerja, menyediakan alat pelindung

diri, mencegah terjadinya penyakit dalam
melaksanakan pekerjaan, memperoleh
lingkungan Kkerja yang nyaman, memelihara
bangunan dan lingkungan tempat Kkerja,
menyesuaikan atau menyempurnakan

pengamanan dalam pekerjaan serta syarat
lainnya sesuai dalam ketentuan pasal 3 Undang-
Undang Keselamatan Kerja.

REKOMENDASI

1. Pemberi kerja harus memberikan
pengetahuan kepada tenaga kerja untuk
meminimalisir angka kecelakaan kerja.

2. Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengurus
urusan ketenagakerjaan agar membuat
kebijakan hukum tentang pembaharuan
peraturan perundang-undangan tentang
ketenagakerjaan yang yang lebih rinci terkait
dengan perlindungan tenaga kerja yang
mengalami kecelakaan kerja.
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